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WALIKOTA KUPANG
PROVINST NUSA TE NGGARA TIMUR

PERATTURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGE LOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemefintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I[I Kupang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomorl
43, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
3633);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarla
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peratufan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Dacfah sebagaimana telah diubah
dengan Peratufan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daclah tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerabh;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pcdoman Pcngelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Tahun 2016 Nomor 547);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUITUSKAN:

Menctapkan:  PERATURAN DAERAH  TENTANG PENGELOLAAN  BARANG

MILIK DAERAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

«

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Daerah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Da:rah sebagai unsur
penyelenggara Kota Kupang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyst Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kupang.

Walikota adalah Walikota Kupang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang scbagai
pengelola barang milik daerah.

Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau dipcroleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Walikota.

Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab imelakukan koordinasi
pengelolaan barang milik daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan

daerah.
Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

BMD.
Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau

beberapa program.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

23

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda,

Kuasa Pengguna BMD sclanjutnya discbut sebagai Kuasa Pengguna
Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.

Pengurus BMD yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat
dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus
barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan BMD, discrahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
BMD pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penhatausithaan
BMD pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
BMD pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilal atas
suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah
Daerah.

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan  dan  pemecliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan
BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
yang akan datang.

Rencana Kebutuhan BMD, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah
dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Dacrah yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan  fungsi Perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi barang millk daerah dengan  tidak  mengubah = status
kepemilikan.
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31. Sewa adalah pemanfaatan BMD olch pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan vang tunai.

32. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah
pusat dan pemerintah dacrah atau antar pemerintah dacerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang /Pengguna Barang.

33. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

34. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan
BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

35. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan
BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau  sarana  berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

36. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

37. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik
negara/badan Usaha milik dacrah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.

39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.

40. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah
daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan
nilai seimbang.

41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah
daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

42. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

43. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
BMD.

44. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasnannyn.
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45, Penatausahaan adalah rangkalan kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan BMD sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

46. Inventarisasi adalah kep fatan untuk mielakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan BMD,

47. Dokumen  kepemilikan  adalah  dokumen sah  yang merupakan  bukti
kepemilikan atas BMD.

48, Dattar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.

49, Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

S0. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang
dimiliki olch setiap Kuasa Pengguna Barang.

51. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi scbagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

52. Pihak lain adalah pihak sclain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Dacrah.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
pejabat pengelola BMD;
perencanaan kebutuhan BMD;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;
pemindahtanganan;
pemusnahan;
penghapusan;

SR ™me Aan g
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penatausahaan;
pembinaal, pengawasan dan pengendalian;
m. pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang

menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanal Umum Daerah:
n. BMD berupa rumah negara; dan

o. panti rugi dan sanksi.
Pasal 3
BMD meliputi:

a. BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b. BMD yang berasal dari perolchan lainnya yang sah.
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Pasal 4

1 . allls
L ALY sebagaimana  dimalsud — dalam - Pasal 3 dilarang  digadaikan,

‘|iq,\mink.\n untuk mendapatikan  pinjaman dan/atau  diserahkan kepada
(2) FMmak Lain sebagal pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
<1 BMD S(\h.\,{q“l\h\l\.l dimaksud dalam Pasal 3 tdak dapat disita sesual dengan
“tentuan peraturan perundang sundang; an.

Pasal b

BMD sebag aimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen
Peng adaan.,

BMD sebag aimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen
Perolehan,

BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud
Maupun tidak berwujud.

Pasal 6

BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

A barang yang diperolch dari hibah, sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
C.

barang yang diperolech berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal
pemerintah daerah.

Pasal 7

BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah, sumbangan
atau yang sejenis dari negara atau lembaga internasional sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

BMD sebhagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:
a. kontrak karya;

b. kontrak bagi hasil;

kontrak kerjasama;

- erjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional; dan/atau

d. 2 rja sama pcmcrlnmh dacrah dengan badan usaha dalam penyediaan
erja si

e.

in’.r‘,’,;(ruktur.
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BAB Il
PEJABAT PEINGELOLA BMD

Baglan Kesatu
Kekuasann Pengelolaan BMD
Pemcxm\g kekus pnsul“). ‘ —
A& menet; ‘l-( uasaan pengelolaan BMD l)uvs./t.nnm, an angg
b, o .db an Kebljakan pcngclulua{n BMD; .
ctapkan pengpunaan, pemanfaatan, atau pemirdahtang
Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpzn BMD;
g“;’;gﬂjukan usul pemiindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan
;
Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD

Ses‘ual batas kewenangannya;
meNyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau baNgunan; dan

menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan
infrastruktur.

Pemegang
jaw d:

anan BMD;

g o

(]

o
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Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 10

Sekretaris daerah sebagai Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:

a. meneliti dan menyetujui RKBMD;

b. gl;/zlncliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan

D;

c. mengajukah  usul pemanfaatan dan  pemihdahtahganan  BMD  yang
memerlukan persetujuan Walikota;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghapusan BMD;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh
Walikota atau DPRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan

melakukan pengawasan dah pengendalian atas pengelolaan BMD,

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 11
péabat Penatausahaan Barang, ditetapkan dengan Keputusan Walikota:
meipuny ai wewenang dan tanggungjawab: !
liti dan menlerikan pertimb - i

& membantu menc pertimbangan persetujuan ds
enyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang; : inlan
tu meneliti dan memberikan petimbangan persetujuan dalam

nan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawata :

h B 3

a Barang; Ml bepada

b. mcmban
pcnyusu

pengelol
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c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;

membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain
tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyclenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain;

g menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan BMD;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan
barang;

J»  mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan
Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang

yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;

m. memberi label BMD;

mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan

pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

q- melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Pengguna Barang dan laporan BMD; dan

r. membuat laporan mutasi barang sctiap bulan yang disampaikan
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang
Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang
ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(4) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

e
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C. memberik an pertimbangan kepada Pengelola Barar{g atas pengajuan usul
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerluk an persetujuan
; \Walikota;
d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur
> pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan
BiMD;

€. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan
pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh \Walikota atau DPRD;

f.  membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi
BiMD;

8 melakukan pencatatan BIMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah
diserahkan dari Pengguna Barang vang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain kepada \Walikota melalui Pengelola Barang, serta
BIMD yang berada pada Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimal.rcsud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan BMD; dan

j-  menyusun laporan BMD.

Bagian Keempat
Peng_cuna Barang/Kuasa Pengg una Barang
Pasal 12
Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang ditetapkan dengan
Keputusan Walikota; mempunyai wewenang dan tangg ung jawab:

i a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat

| Daerah yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunhaan barang yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

{ c. melakukan pencaitatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya;

d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

¢. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;

{. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya: dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada
Walikota melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BRMD;

{, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan
BMD yang ada dalam penguasaannya; dan

Jy menyusun dan menyampaikan laporan barang peng.cuna semesteran dan
laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang.

o
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Pasal 13

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. '
Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan:

jumlah barang yang dikclola;

beban kerja;

lokasi;

kompetensi; dan/atau
rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

o ango2

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 14
Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang; berwenang

dan bertanggung jawab:
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada

Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh
Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

d. menyusun pengajuah usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan
BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan,

tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh
pihak lain;

menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan

oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

h. memberikan persctujuan atas Surat Permintaan Barang dengan

menerbitkan Surat Pelintah Penyaluran Balang untuk mengeluarkan

BMD dari gudang pcnyimpanan;

meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester

dan setiap tahun;

melakukan verifikasi scbagaj dasar’ memberikan persetujuan atas

perubahan kondisi fisik BMD; dan '

meneliti laporan mutasj barang setiap bulan yang disampaikan oleh

Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

m ™
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Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 15

Q) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan olech Walikota atas usul Pejabat
Penatausahaan Barang; berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu meneliti dan menylapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana  kebutuhan BMD  kepada Pejabat
Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD
kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

C. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan
oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;

e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota
melalui Pengelola Barang;
menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD;
menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa
Pengguna Barang;
melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan
merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
g semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai
¥ bahan penyusunan Laporan BMD.

(2) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang
melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang
Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.

T Eom o

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 16

Pengurus Barang Pengguna ditctapkan oleh Walikota atas usul Pengyr una
Barang; berwenang dan bertanggungjawab:
a. membantu menyiapkan dokumen rencana  kebutuhan dan

penganggaran BMD;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

1)

L
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(3)

(4)

e e R B B B e

melaksanakan pencatatan dan Inventarlsasl BMD;

membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan  dokumen pengajuan usulan  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persctujuan DPRD dan BMD sclain
tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD bherupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain;

g menyiapkan  dokumen pengajuan  usulan pemusnahan dan
penghapusan BMD;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan
barang;

j.  mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan
Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang
yang dituangkan dalam berita acara penyerahan harang;

l.  membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;

m. memberi label BMD;

n. mengajukan permohonan persctujuan kepada Pejabat Penatausiahaan
Pengguna Barang atas pcrubahan kondisi fisik BMD berdasarkan
pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan BMD dan mehyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan;

q. melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan harang
Pengguna Barang dan laporan BMD; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada Pengclola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara

administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang

Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang

ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan,

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak scbagai

penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD. ;

20
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Ragian Kedelapan
Poe oy tuus Bavang Pembantu

Pasal 17

Kuasa

(1) Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Walikota atas usul :
dan

Penggana  Barang  melalui - Pengruna Barang;  berwenang

boertanggangjawaly

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan pengangggaran BMD;

b. menyiapkan usulan permohonan penctapan status penggunaan BMD
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD;

d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna
Barang;

c. menyiapkan  dokumen  pengajuan  usulan  pemanfaatan  dan
pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan  persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau
bangunan;

f. menyiapkan dokumen penycrahan BMD berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyclenggaraan
tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan scdang tidak
dimanfaatkan pihak lain;
menyiapkan dokumen  pengajuan usulan  pemusnahan  dan
penghapusan BMD;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan
barang;

j- mengajukan Surat Pcrmintaan Barang kepada Kuasa Pengguna
Barany;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang

yang dituangkan dJdalam berita acara penyerahan barang;

membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;

m. memberi label BMD;

mengajukan permohaonan persctujuan kepada Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan
kondisi fisik BMD;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

=
.

o

p- menyimpan dokumen, antara lain meliputi fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik dacrah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan
dokumen penatausahaan;

gq. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Kuasa Pengguna Barang dan laporan BMD; dan

r. membuat laporan mutasi barang sctiap bulan yang disampaikan pada
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Pengguna.

(2) Pengurus Barang Pcmbantu schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (3).

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3 maupun tidak langsung
Lgangan, pekerjaan pemborongan dan

schapal penpmin atas
a dibebankan

)

A ; scara langsun
engurus Barang Pembantu baik secara langsung

d"ar‘"'“g melakukan kep fiatan pet
Penjualin jasa atau bertndak
0Hiatan/m‘kvr'pr.m/|wn|u.||.‘m tersehut  yang anggaranny
bada APRD.

BAB [V
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 18

M perencanann kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kcbutt{han
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Dacrah serta ketersediaan
:m"g milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna
d rang_
@) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada
“’f?nc_el‘minkan kebutuhan riil BMD pada Perang
3) g”ad'kan dasar dalam penyusunan RKBMD. _ .
€rencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap
tahun setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dan mengacu
Pada Rencana Kerja Perangkat DacTah.
(1) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah
satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggarah
untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasav (baseline) serta

Penyusunan rencana kerja dan anggaran,

ayat (1) harus dapat i
kat Daerah sehingga dapat i

Pasal 19

(1) Kecuali untuk penghapusan, perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada:
a. standar barang;
b. standar kebutuhan; dan/atau
c. standar harga.
(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf

c ditetapkan oleh Walikota.

Penetapan standal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai

dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

(3)

Pasal 20

pengguna Barang atau Kuasa Penggua Barang mengusulkan RKBMD
BMD sesuai standar barang dan standar kebutuhan,

penga daan

B8 Dipindai dengan CamScanner
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
g

Pasal 21

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa
Pengguna Barvang yang berada dl lingkungan Perangkat Daerah yang
dipimpinnya.

Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

Pengelola Barang melakukan  penelaahan  atas usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan
memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang.

Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi:

laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;

laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;

. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;

laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;

laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

laporan Daftar BMD semesteran; dan

laporan Daftar BMD tahunan.

Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus
Barang Pengelola.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar
penyusunan RKEMD.

mpangSe

5 g

Pasal 22

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh Pengguna
Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah.

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

RKBMD pemeliharaan BMD tidak dapat diusulkan oleh Pengguna Bara:n.g
dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap BMD yang sementara;

a. berada dalam kondisi rusak berat;

b. dalam status penggunaan sementara;

c. dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau

d. menjadi objek pemanfaatan,

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan
sementara BMD,

RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakal dengan jangka
waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
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Bagian Kedua
Linpgkup Perencanaan Kebutuhan BMD
"u\.‘\'-o\l 21
Pep
ol e
YCanaan Kebutuhan BMD meliput! perencanaai:

© Pegadaang BMD yang dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan;
b' l)e ¥ Y‘ ’\ ( ’\ MI)
Meliharaan BMD yang  dituangkan  dalam  Dokumen RKB

emclihnraan:

c‘ ’ ¢ ry . " o .
d Pemant; 1utan BMD yang dituangkan dalam Dokumen RKBMD Pemanfaatan;
pemE"d“ht“"gan;m BMD yang dituangkan dalam Dokumen RKBMD

e. . o Mindahtanganan; dan
Dokumen RKBMD

)
D':nghapusan BMD yang dituangkan dalam
Shghapusan,

Bagian Ketiga )
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 25

@) Tatacara penyusunan RKBMD Pengadaan BMD pada Pengguna Barang
meliputi:

a. Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang
milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya;

b. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan
kepada Pengguna Barang paling lambat minggu kedua bulan Mei;

C. Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam minggu ketiga
bulan Mei;

d. Hasil penelaahan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ ditandatangani Pengguna Barang; dan

e. Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan BMD
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf d
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu
keempat bulan Mei.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD pengndaan BMD pada tingkat
Pengguna Barang.

(3) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pengadaan.

4) Penelaahan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

untuk memastikan kebenaran data masukan (input)

diutamakan
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-kurangnya
mempertimbangkan: -

i perencanaan dan standarisebagaimana dimaksud

. kesesuaian program
° dalam pPasal 19 ayat(1); dan
b ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna Barang.
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(5),
lag ‘ J ma Barang
St g PENCLaahan RKIBMD Pongacdaan BHD '.'f.'.'lli:..f.'.'.‘.'f-k-'ullu.'vf.’.’u‘z‘;}';‘n memiat
il\[“m.‘“‘\\;u\-\ dimaksud  pada ayat (2) ¢ =
Q,

Mist mengenat;
X Wan
b

.

A Kuasa Pengguna Bavang;

Ny
e "““Rmnm Bavang:
Program,

kegltan:

<
d,
Q | - '
" f aftar barang pada
‘,'1::“"‘\“'"' barang pada Penpguna Barang dan/atau daftin |
o NMuggp X
Lo S Pengpuna Barangg dan |

‘Cana kebutuhan pengadaan barang yang dis ctujul.

T'-\h Bag lan Keempat o
% finra Penyusunan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada Pengguna Barang
Pasal 26
(1) Kete
s:tuu}l“'\ mengenai Tata cara penyusunan  RKBMD Pengaaan BMI?
e SdiMana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara

lltat: tata cara penyusunan RKBMD Pemeliharaan BMD pada Pengy; una
ang. Y /

2
(2) Dad m hal penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan BMD pada pengguna

parang, Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan
eéngguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan

Penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
Pemeliharaan, J

(3) Penelaahan usulan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan (input)
Penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu

Pada daftar barang Kuasa Pengguna Barang yang memuat informasi
meéngenai barang yang dipelihara.

(4) Hasil penelaahan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik

daerah tingkat Pcngguna Barang yang sekurang-kurangnya meniuat
informasi mengcnai: :

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. rencana kebutuhan pemeliharaan BMD yang disetujui.

£

Pasal 27

1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD
( Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang untyk diSampaikan kepada
engelola Barang. ' _
[l:enf,ampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat
(2) antar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data
Pengangcbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat'(4).
l;:;yampﬂian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pe meliharaan sebagaimana

ada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelol
ksupillzng lambat minggu kesatu bulan Juni, g el

(3)
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Bagian Kelhma
Tata Cara Penelaahan RKBMD Peng adaan BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 28

(1) Tata cara penelaahan RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang
meliputi:
a. Pengelolan barang melakukan penclaahan RKBMD Pengadaan BMD
yang diterima dari pengguna barang scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3):
b. Penelaahan dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan juni;
¢. Hasil Penclaahan RKBMD Pengadaan BMD  ditandatangani  olch
Pengelola Barang;
d. Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan

oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu

ketiga bulan Juni.

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang dilakukan

terhadap:
a. relevansi program dengan rencana keluaran (output) Pengguna Barang;
b. optimalisasi penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang;
dan
c. efektivitas penggunaan BMD yang berada pada Pengguna Barang telah
sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

(3) Ketentuan mengenai penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) berlaku scecara mutatis mutandis untuk
penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD pada Pengelola Barang.

(4) Dalam melaksanakan penclaahan barang milik dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengelola Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. '

€.

f3agian Keenam
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 29

(1) Ketentuan mengenai tata cara Penclaahan RKBMD Pengadaan BMD pada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berlaku
secara mutatis mutandis untuk tata cara penelaahan RKBMD
Pemeliharaan pada Pengelola Barang.

(2) Penelaahan RKBMD Pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pada Penggupq
Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi
barang.
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Pasal 30
(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah d?,'i_
Pengguna Barang sebagaimana dimdsud dalam Pasal 28 ayat (1) hl:rulch
dan Pasal 29 ayat (1) ditetapkan menjadi RKBMD Pemerirta h Daerah 0
@) Pengelola Barang. ’ ' —
RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagalmana dir__na su
Pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 31

1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD,

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum penyusunan Perubahan APBD- i

(3) Penyusunan dan penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penyusunan perubahan RKBMD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 32

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi
darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new
initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangka
rencana pengadaan dan/atau Tencana pemeliharaan barang milik daerah
dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kondisi darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana
alam dan gangguan keamanan skala besar.

3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
persamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKB‘MS
tahun berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksuci pada ayat (3) di unakan
o Bsrapg, Sebagal bahan pertibangan tambaban %alam Peoriz?a:heanf eI:)la

pBD Perubahan tahun anggaran berkena :
:nggaran berikutnya. an dan/atau APBD tahun
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BAB V
PENGADAAN

Pasal 33

Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efcktif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Pelaksanaan  pengadaan BMD dilakukan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD
kepada Walikota melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status
penggunaannya.

Laporan hasil pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VI
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 35

Walikota menetapkan status penggunaan BMD untuk setiap tahun.
Kecuali tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu, Walikota dapat
mendelegasikan penetapan status penggunaan atas BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi BMD yang
tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu,

Nilai tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Walikota.

Pasal 36

Penggunaan BMD meliputi:

a. Penetapan status penggunaan BMD;

b. Pengalihan status penggunaan BMD;

c. Penggunaan sementara BMD; dan

d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk: : :

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan.
umum Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang perscdiaan;

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
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¢ barang yang davl awal pengadaannya divencanaléan untuk dihibahkan;

dan
. Aset Tetap Renovast,

Pasal 37

(1) Penctapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan tungsl Pempypuna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang: yang
bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajlb menyerahkan BMD  berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan
dalam penyelenggaraan tugas dan fungst Pengpuna Barang  kepada
Walikota melalui Pengelola Barangs,

(3) Dikecualikan dari ketentuan s ehagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
tanah dan/atau bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) telah
direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan olech Walikota.

(4) Walikota mencabut status penggunaan atas BMD berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan dalam penyeclenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (2).

(5) Dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diserahkan kepada Walikota, Pengguna Barang
dikenakan sanksi berupa pembckuan dana pemeliharaan atas BMD
berkenaan.

Pasal 38

(1) Walikota menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang
karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak
dimanfaatkan olch pihak lain.

(2) Dalam menctapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Walikota memperhatikan:,

a. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan dan menunjang
tugas dan fungsl Pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Walikota dan laporan dari
masyarakat. :

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penectapan status pengpunaan;
b. pemanfaatan; atau

c. pemindahtanganan.

w
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Baglan Kedua
Penctapan Status Pengpunaan BMD

Paragraf 1
Penctapan Status Pengpgunaan BMD Oleh Walikota

Pasal 39

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penctapan status penggunaan
BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
kepada Walikota.

(2) Pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah diterimanya BMD berdasarkan dokumen penerimaan barang pada
tahun anggaran yang berkenaan,

(3) Permohonan penetapan status penggunaan BMD scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan secara tertulis paling lambat pada akhir tahun
berkenaan.

(4) Walikota menctapkan keputusan penetapan status pengginaan BMD
untuk sctiap tahun.

Pasal 40

Pengajuan permohonan penetapan status  penggunaan  secara tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disertai dokumen meliputi:

a. dokumen untuk BMD berupa tanah yaitu Fotokopi sertifikat;

b. dokumen untuk BMD berupa bangunan yang diperoleh dari APBD meliputi:
1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; dan
2. fotokopi dokumen perolehan,

c. dokumen untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari
perolehan lainnya yang sah yaitu sckurang-kurangnya Berita Acara Serah
Terima;

d. dokumen untuk BMD berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari
APBD mcliputi:

1. fotokopi sertifikat;
2. fotokopi izin mendirikan bangunan; dan
3. fiotokopi dokumen perolehan.

e. dokumen untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan meliputi:
1. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau
2. fotokopi dokumen perolehan,

f. Dokumen untuk BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk
dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah
dacrah meliputi: .

1. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;

2. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa
tanah;

3. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk barang milik daerah berupa
bangunan; dan/atau

4. fotokopi dokumen perolehan.
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Pasal 41

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
a dan huruf d angka 1 apabila BMD berupa tanah belum memiliki fotokopi
sertifikat, maka dokumen dimalksud dapat diganti dengan:

akta jual beli;

girik;

letter C;

surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;

surat keterangan lurah, jika ada;

berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau

g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
b, apabila BMD berupa bangunan belum memiliki IMB dan dokumen
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang
yang menyatakan bahwa bangunan terscbut digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
d apabila BMD berupa tanah dan bangunan yang dipcroleh dari APBD
belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumecn pcerolehan dapat diganti
dengan surat pernyataan dari Pcngguna Barang yang menyatakan bahwa
tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
e apabila BMD selain tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum
memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat diganti
dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa
BMD sclain tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk
penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
f angka 2 sampai dengan angka 4 apabila dokumennya belum ada, maka
pengajuan usul permohonan penerbitan status penggunaan disertai surat
pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa
barang tersebut adalah BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penyertaan mocdal
pemerintah daerah.

(6) BMD yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus
menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah
ditetapkan status penggunaan barang milik daerah.

mpan g

Pasal 42

1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penctapan
status penggunaan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
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mencukupi, Pengelola Barang dapat:
a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang

yang mengajukan permohonan penctapan status penggunaan BMD;
dan/atau
b. melakukan pengecekan lapangan.
Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
terhadap BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta BMD selain tanah
dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen
lain yang sah.

Pasal 43

Berdasarkan hasil penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1), Walikota menetapkan status penggunaan BMD dengan Keputusan
Walikota.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Walikota melalui Pengelola
Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai

alasan.

Paragraf 2
Penetapan Status Penggunaan BMD Oleh Pengelola Barang

Pasal 44

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) dengan mekanisme:

a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan
perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

c. Permohonan scbagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara
tertulis paling lambat pada akhir tahun berkenaan.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian

sebagaimana ketcntuan Pasal 42.

Berdasarkan hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

palam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.
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Bagian Ketiga
Pengalihan Status Penggunaan BMD

Pasal 45

(1) BMD dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.

(2) Pengalihan status penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif dari Walikota; dan
b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf
a dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna
Barang.

(#) Pengalihan status penggunaan scbagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf
b dilakukan dari Pengguna Barang kcpada Pengguna Barang lainnya
untuk penyeclenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan
persetujuan Walikota.

(5) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna
Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.

(6) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMD
pengganti.

Pasal 46

(1) Pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat 2 hurufb dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis
oleh Pengguna Barang kepada Walikota.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya;
b. calon Pengguna Barang baru; dan
c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan BMD,
(3) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain
meliputi:
kode barang;
kode register;
nama barang;
jumlah;
jenis;
nilai perolehan;
nilai penyusutan;
nilai buku;
Jokast;
luas; dan
tahun perolehan,
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(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan:
a. fotokopi daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru
untuk menerima pengalihan BMD dari Pengguna Barang lama.

Pasal 47

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan

status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(2) Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang
yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan BMD;
dan

b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.

Pasal 48

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
Walikota memberikan persetujian pengalihan status penggunaan BMD
dengan surat persetujuan Walikota.

(2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data BMD yang akan dialihkan status penggunaannya;

b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan

c. kewajiban Pengguna Barang lama.

(3) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ meliputi:

a. melakukan serah terima BMD kepada Pengguna Barang baru paling
lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status penggunaan barang
milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan

b. melakukan penghapusan terhadap BMD yang telah dialihkan dari
daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan
penghapusan barang.

(4) Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Walikota menerbitkan
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

Pasal 49

(1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3) huruf a, Pengguna Barang lama melakukan usulan
penghapusan kepada Pengelola Barang atas BMD yang dialihkan status
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada
Pengguna Barang.

(2) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1
(satu) minggu terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

(3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Pengelola Barang.
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Pasal 50

(1) Berita Acara Scerah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan BMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilaporkan kepada Walikota dengan
tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) minggu
terhitung sejak tanggl keputusan penghapusan ditetapkan.

(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan BMD melakukan pencatatan
berdasarkan persetujuan Walikota, Berita Acara Serah Terima, dan
keputusan penghapusan BMD.

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara BMD

Pasal 51

(1) BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang
dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu sctelah terlebih dahulu  mendapatkan persetujuan
Walikota, tanpa harus mengubah status penggunaan BMD tersebut.

(2) Penggunaan semchtara BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk jangka waktu:

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD berupa
tanah dan/atau bangunan;

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD sclain
tanah dan/atau bangunan.

(3) Dalam hal Penggunaan sementara BMD dalam jangka waktu kurang dari
6 (enam) bulan, maka penggunan BMD dilakukan tanpa persetujuan
Walikota.

(4) Penggunaan sementara BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna
Barang sementara.

(5) Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan
sementara dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
yang menhggunakan sementara BMD.

Pasal 52

(1) Permohonan penggunaan sementara BMD diajukan secara tertulis kepada
Walikota, paling sedikit memuat:
a. data BMD yang akan digunakan sementara;
b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMD; dan
c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara BMD.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dokumen:
a. fotokopi keputusan penctapan status penggunaan BMD; dan
b. fotokopi surat permintaan penggunaan scmentara BMD dari Pengguna
Barang yang akan menggunakan sementara BMD kepada Pengguna
Barang.
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Pasal 53

e 3
se ng:‘“a Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan
pe“hlt' ara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 a.yat (1). o
eley 113 N scbagaimana dimaksud pada ayat‘(l) dilakukan terhadap
Da]amg hapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. S
Mency) al_hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) be
s Upi, Pengelola Barang dapat: .
Minta keterangan kepada Pengguna Barang yang menga,;kan
b_PmE;m_Ohonan penggunaan sementara BMD; dan
akammta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang
Berdg, nkmengglmakan sementara BMD. _ -
Wik Fkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

“%X0 t a memberikan persetujuan atas penggunaan sementara BMD.

rr?::etlg!'uan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan

a ‘;:té:té(lsln surat persetu‘juan Walikota yang memuat:

b. p D yang akan digunakan sementara;

" Tengguna Barang yang menggunakan sementara BMD;

¢ Kkewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMD
untuk memelihara dan mengamankan BMD yang digunakan
Sementara;

d. Jangka waktu penggunaan sementara;

?- pembebanan biaya pemeliharaan; dan

kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti perjanjian.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1), Walikota menerbitkan surat penolakan kepada
Pengguna Barang disertai alasan.

Pasal 54

Dalam hal jangka waktu penggunaan sementara atas BMD telah berakhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), maka:

a. Pengguna Barang sementara mengembalikan BMD kepada Pengguna
Barang; atau |

b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang
yang menggunakan sementara BMD. i

Mekanisme pengalihan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 berlaku mutatis mutandis

terhadap mekanisme pengalihan status pengguman kepada pengguna

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 55

pengguna Barang Sementala dapat mengajukan permohonan
- parjangan waktu penggunaan sementara atas BMD sebagaimana

pe Pks d dalam Pasal 51 ayat(2).

dimak gan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

\:na Barang kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebe lum

Pengl.{ga waktu penggunaan sementara BMD berakhir.

jang
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T IV \ {EE asoeme——

(3)
. : 4 srsetujuan, dan
p:lkanlsme pengajuan pcrmuhnnam, pcm.lltllnln,l p(.;sctrjsz s,ampai
apay Liana dimaksud dalam Pasa
v oleh Walikota sebagafmana diime i
, - ; o , i sm e pe uan
l:t:“gd“ Pasal 54 berlaku mutatis mutandis pada mcknnisr_ntcl.] pwa@h;.kum
te: T‘"b han, penelitian, persetujuan dan penctapan 0
\ula\h Perpanjangan penggunaan sementara BMD.

Peq Bagian Kelima
‘etapan Status Penggunaan BMD Untuk Dioperasikan Ole

a Pasal 56
) BMD Yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna BRrERg:

(2) dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
®Nggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat _
Fangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Perang
(3) gaerah yang bersangkutan. * 1 ' :
€nggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

(4) Perjanjian antara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain.
Biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang

mengoperasikan BMD.

(5} Pihak lain yang mengoperasikan BMD dilarang melakukan pengalihan atas
Pengoperasian BMD tersebut kepada pihak lainnya dan/atau
memindahtangankan BMD bersangkutan. '

(6) Wwalikota dapat menarik penctapan status BMD untuk dioperasikaP oleh
pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali
untuk penyeclenggaraan pemerintah daeFah atau pihak lainnya.

h Pihak Lain

(1) dilakukan dalam
kat

Pasal 57

(1) Permohonan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada

Walikota.

(2) Pengajuan permohofan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. data BMD;
b. pihak lain yang akan menggunakan BMD untuk dioperasikan;
c. jangka waktu penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain; ‘
d. penjelasan serta peftimbangan penggunaan BMD yang dioperasikan

oleh pihak lain; dan
e. materi yang diatur dalam perjanjian.
) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada g at (1) harus
dilampirkan dokumen:
a fiotokopi keputusan penctapan status penggunaan BMD;
_ fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan
B mengoperasikan BMD kepada Pengguna Barang; dan .
c. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan
" BMD kepada Pengguna Barang, ]
i pihak lain sebagai i .
at pernyataan dari pihak. galmana dimaksud pada ayat (3
4) ﬁz;ufgmerupakan pernyataan plhak lain yang memuat: : i
BMD yang akan dioperadiondkan dalam rangka pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah /Unit Kerja;

1
i
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(1)

@
(3)

(4)

)

(6)

™

1)

@

menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMD yang timbul selama

jangka waktu pengoperasian BMD;

tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan BMD

selama jangka waktu pengoperasian BMD; dan

d. mengembalikan BMD kepada Pengguna Barang, apabila jangka waktu
pengoperasian BMD telah selesai.

Pasal 58

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan

BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap

kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum

mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan
permohonan penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain;

b. meminta konfirmasi dan Kklarifikasi kepada pihak lain yang akan
mengoperasikan BMD;

c. mencari informasi dari sumber lainnya; dan

d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis
biaya dan manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2)

Walikota menetapkan penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak

lain dengan keputusan Walikota.

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang sekurang

kurangnya memuat:

data BMD;

jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak lain;

pihak lain yang akan mengoperasionalkan BMD;

kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMD termasuk memelihara

dan mengamankan BMD yang dioperasikan; dan

e. kewajiban Pengguna Barang.

Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e

meliputi:

a. menindaklanjuti penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain
dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD yang
dioperasikan oleh pihak lain.

Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Walikota menerbitkan

surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

ap o P

Pasal 59

Penggunaan BMD oleh Pengguna Barang untuk dioperasikan oleh pihak
lJain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna
Barang dengan pih ak lain.

Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan “oleh pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
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(3) Penandatanganan perjanjfian  sebagalmana  dimaksud  pada ayat (2)

dilakukan setelah adanya Keputus an Wallkot a.

(4) Perjanjian penggunaan BMD s chagalmana  dimaksud  pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat:

a. data BMD yang menjadi objek;

b. Pengguna Barang;

¢. pihak lain yang mengoperasikan BMD;

d. peruntukan pengoperasian BMD;

e. jangka waktu pengoperasian BMD;

f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang
mengoperasikan BMD, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk
melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD;

g. pengakhiran pengoperasian BMD; dan

h. penyelesaian perselisthan.

Pasal 60

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain,

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna
Barang kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu
peNggunaan BMD berakhir.

(3) Ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 berlaku mutatis mutandis
pada mekahisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan
jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh
pihak lain.

 Pasal 61

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan BMD
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir apabila:
a. bevakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh
pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
b. petjanjian diakhiri sccara sepihak oleh Pengguna Barang;
c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
a. pihak lain yang mengoperasikan BMD tidak memenuhi kewajibannya
yang tertuang dalam perjanjian; atau
b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak lain sehagaimana dituangkan dalam

perjanjian,
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(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian BMD yang didasarkan
pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang
meminta persetujuan Walikota.

“ (4) Pada saat jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak
lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan BMD mengembalikan
BMD tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima.

(5) Pengguna Barang meclaporkan berakhirnya penggunaan BMD untuk
dioperasikan pihak lain scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada -
Walikota paling lama 1 (satu) bulan scjak ditandatanganinya Berita Acara
Serah Terima, dengan meclampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima.

BAB VIi
PEMANFAATAN =

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 63

(1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan olch:
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk BMD yang
berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang dengan persctujuan Pengclola Barang, untuk BMD
berupa scbagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan olch
Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan
memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum,
(3) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 64

(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang
menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.

(2) Biaya persiapan pemanfaataan BMD sampai dengan pcnunjukkan mitra
Pemanfaatan dibecbankan pada APBD.

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan penerimaan dacrah
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan umum scsuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke
rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka selain
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah
merupakan penerimaan daerah yang disctorkan scluruhnya ke rekening
Kas Umum Dacrah.
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(1)
a

Pasal 65

Bon
a tuk Pemantaatan BMD meliputi:
l‘ St‘\\'a\:_
Y Ping
. pll\)nm Pakai;
L{ Ksp,
Q. o
= B’Gb atau BSG; dan
- Kspy
Obyelk -y .
'l*;y;lk Pemantaatan BMD  dapat  dilicukan untuk sebagian  atau
- Wuhannya meliputi: .
Anah dan/atau bangunan; dan
* Selain tanan dan/atau bangunan, ' v
alam hal objek pemantaatan BMD berupa scbaglan tanah dan/atau
?gunan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), maka l\la)s Lnn.'1h
ad“/ Atau bangunan yang menjadi objek pemantaatan barang milik dacrah
B]\:lah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
di yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau
18adaikan,
yang merupakan objek retribusi dacrah tidak dapat dikenakan
sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.
Bagian Kedua
Mitra Pemanfaatan
Pasal 66
Mitra Pemanfaatan meliputi:
a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa;
b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam Pakai;
C. mitra KSP, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSP;
d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG;
dan
e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI.
Mitra Pemanfa atan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggung jawab:
a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD  sesuai  bentuk
pemanfaatan; :
b. menyemhkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk
pemanfaatan; i

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan
pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD;
d. mengembalikan;BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan ' dalam perjanjian
pemanfaatan BMD.

Bagian Ketiga
Pemilihan Dan penctapan Mitra Pemanfaatan BMD
Pasal 67
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip:
dilaksanaka“ secara terbuka;

b.sekurang.kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
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d, mf:mf"-‘roleh manfaat yang optimal bagi daerah;

oo Kisanakan olch panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal
an k()mnct.en;

te
terllh aarhinstrasi; dan
rtib Pelaporan,

e,

f,
r( . o4 i P b:

a, Wemanfa aran schagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggung jawa

Melakukan pembayaran atas pemanfaatan BMD sesuai bentuk
b p L‘rmnfaamn;

h'"‘-”?(-'rahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan ba tuk

o pcmahfaatan;

Melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD yang dilakukan
" P m anfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD;
& M ¢ gembalikan BMD setelah berakhirnya pelaksanaan; dan:

Memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian
Pemanfaatan BMD.

Bagian Ketiga 5
Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan BMD

Pasal 67

(2)

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip:
dilaksanakan secara terbuka;

sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;

memperoleh manfaat yang optimal bagi daelah;

dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal
dan kompeten;

e. tertib administrasi; dan
f. tertib pelaporan.

co o

(3) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang
atau BGS/BSG terdiri atas:

a. pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

(4) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang
terdlr] atas:

a. pengguna Barang; dan
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.
(5) Pemilihan mitra dilakukan mejajui Tender.
(6) palam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang

persifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui Penunjukan
Langsung.

Pasal 68

emilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, maka tugas dan
(1) E::j:; a%gan Pengelola Barang/Pengguna Barang meliputi:

menetapkan rencana umum pt:‘_:m:lih.‘:n , antara lain persyaratan peserta
a. calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
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Mmenetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, mellputi;
1. kemampuan kenangan;

2. spesifikasi teknis; dan

3. rancangan perjanjian.

€. menetapkan panitia pemilihan;

d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari
Panitia pemilihan;

e.

menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan panitia
pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
f.  membatalkan Tender, dalam hal:
1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari
dokumen pemilihan;
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme
yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar;
8. menetapkan mitra;
h. mengawasi penyimpanan dah pemeliharaan dokumen pemilihan mitra;
dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Walikota.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:
a. menetapkan Tim pendukung; dan/atau
b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku

Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dan Pasal 12.

Pasal 69

(1) Panitia pemilihan sckurang-kurangnya terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(2) Keanggotaan panitia pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal ditctapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang,
yang terdiri atas:

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari
Perangkat Dacrah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola Barang;

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari
Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna Barang; dan

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur dari
Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan
mitra BGS/BSG.

(3) Panitia pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:

a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan'mitra Pemanfaatan KSP
BMD pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; dan

b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemlllhan mitra Pemanfaatan KSP
BMD pada Pengguna Barang. X

(4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam
keanggotaan panitia pemilihan.
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Pasal 70

Pan:

Ny,

an 2 . ; :
L me , f"_““lhan harus memenuhi pers yaratan, mellputi .
b Mlitle Integritas, yang dinyatakan dengan pakta Integritas;
" tuprilid sl ] teknls untuk melaksanakan
‘ & an b S <. .

tug as; tanggung jawab dan pengetahu
n] - 1 - .
n Rl Pengetahuan yang memadal di bidang pengelolaa, BMD;

-\ le 1AL
ti ?“l\pu mengambil keputusan dan bertindak tegas;

da )

: ¢ Menjabat sebagal pengelola keuangan; .
o statug pegawai negerd sipil pemerintah dacrah dengan golongan paling
Tendah 1),

1

mpan

; atau yang sctara;

¥ se dang menjalani hukumay disiplin; day :
e mmkcmampuan kerja secara berkelompok dalam mehds anakan sctiap
tugas/Pekerjaannya.

g

Pasal 71

(1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:

4. menyusun rencana jadwal proses  pemilihan mitra dan
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk
mendapatkan penetapan;
menetapkan dokumen pemilihan;

C. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional
dan website pemerintah daerah;

d. meclakukan penelitian kualifikasi peserta caion mitra;

e. melakukan evaluasi administrasi dan tcknis terhadap penawaran yang
masuk;

f. menyatakan tender gagal;

g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;

h.

melakukan negosiasi dengan calon mitra daiam hal tender gagal atau
pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
i. mengusuikan calon mitra berdasarkan hasil tender/scleksi

langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang;
j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil
pemilihan kepada Pengclola Barang/ Pengguna Barang; dan
1. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi
perjanjian kepada PeNgclola Barang/Pengguna Barang, dalam hal
diperlukan. .
(2) perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah
mendapat  persetujuan darl Walikota untuk BMD yang usulan
pemanfaatannya atas pfersctujuan Walikota. .
pembahan spesifikasi  teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | dilaksanakan setelah

mmdapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk BMD yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

(3)
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Pasal 72

Dalam hal pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon
mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG harus memenuhi persyaratan
kualifikasi meliputi:
a. Persyaratan administratif sckurang-kurangnya meliputi:

1. berbentuk badan hukum;

2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. membuat surat Pakta Integritas;
4. menyampaikan dokumen penawaran  beserta  dokumen
pendukungnya;dan
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan teknis sckurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa
Pemerintah;
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan
manajerial; dan
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain
yang diperlukan dalam peclaksanaan pekerjaan.
Pejabat/pegawai pada pemerintah daecrah atau pihak yang memiliki
hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim
pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga
dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 73

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan
dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi:
a. honorarium panitia pemilihan mitra;

b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;

c. biaya penggandaan dokumen; dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pemilihan mitra.

Honorarium panitia pemilihan mitra scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Tender

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 74

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanf;llatan BMD kepn&a

mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan BMD yang efisien,
efektif, dan optimal.
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(2) Tahapan tender meliputi:
pengumuman;

pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi;
pemanggilan peserta calon mitra;
pelaksanaan tender; dan
pengusulan calon mitra.

SR Me po TR

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 75

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media
massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional
dan website pemerintah daerah.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
sedijkit 2 (dua) kali.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat:

a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang; -
b. identitas BMD objek pemanfaatan;

c. bentuk pemanfaatan;

d. peruntukan objek pemanfaatan; dan

e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 3
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 76

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung
kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu
dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 4
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 77

(1) Peserta calon mitra dapat memasukan dokumen penawaran secara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang memasukan
dokumen penawaran.
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paragri

e D
an Dokumen [enawitri
1 4

Pembuka

pasal 78
hadapan

; -4 terbuka di
secafa terbuks lalam

1 i
. Pembukaan dokumen penawaran d’la"#ut!(eanqpﬂt yang ditentukan ¢

geserta calon mitra p ala waktu d

okumen pemilihan.

2 Pembukaan dokumen penawaia n d,tuangki;nua‘)’a;?;’:]g
ditandatangani oleh panitia pem-il']hiln dan 2 (
calon mitra yang hadir.

berita acara yang
s desi dari peserti

Paragraf 6 .
Penelitian Kualifikasi

Pasal 79

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi tehaiaplpctl(—("q:)ﬂ
calon mitra yang telah mengajukan dokutnepenz.iwaran secara e(::(z_:n;hi'
benar, dan tepat waktu untuk mempelolehmitra yang m
kualifikasi dan persyaratan untuk men dat i tender pemz_mfaatan. .

(3) Hasil penelitian Kkualifikasi dituang an dalam berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf 7 )
Pemanggilan Peserta Calon Mit'a

Pasal 80

Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan
Julus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalur surat tertuis

~ dan/atau surat elektronik (e-mail).

Paragraf 8
Pelaksanaan Tender

Pasal 81

(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaat
berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh :’:n zll\:)llD
Barang/Pengguna Barang kePada mit'a yang tepat dari peserta calon %nit :
yang lulus kuah‘fikaSl se!:agaimana dimaksud dalam Pasa] 79 ayat (1 ra

2 Tex:idertseb?.galmagiléil?zzklsuc)i pada ayat (1) dilaksanakan Sepaz;j'mg
terdapat paling sediki tiga) peserta cal i i
penawaran. on mitra yang memasukkan

3) Hasil tendexl'.dituangkan dalam berita acara i :

3 panitia pemilihan dan calon mitra selaky pemeni:nggts;;ael;datangam oleh
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Paragraf 9

Pengusulan Dan Penctapan Mitra Pemanfaatan
Pasal 82

(1) Pengusulan pemenang  tender sebagai calon mitra pemanfaatan
disampaikan sccara tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen
pemilihan.

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai
mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan.

Paragraf 10
Tender Gagal

Pasal 83

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak schat;
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Dacrah ini; atau
d. calon mitra mengundurkan diri.
(2) Apabila tender gagal, maka peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi.

Paragraf 11
Tender Ulang

Pasal 84

(1) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila:

a. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(1); atau

b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Dalam hal tender ulang, maka panitia pemilihan segera melakukan
pengumuman ulang di media massa nasional dan website pemerintah
daerah.

(3) Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) calon mitra dalam tender ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses dilanjutkan dengan
mekanisme tender.

Paragraf 12
Scleksi Langsung

Pasal 85

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (2), calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri
atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang
gagal dan sclanjutnya melakukan seleksi langsung.
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(2) S“‘Ll i meng lkutd
R ). i ] u n MY
@a) tk‘l\i\q"‘“lislll\u Alatkan dengan 2 (dun) caon mitea yang

1 by :l‘ ang sebapatmana dinaleud pada ayat (1).
SHUselekst langsung meliputh:

e "hukaan dokamen penawarany

NCRY LN dan

. . “angl.
0)) ? Pengusulin calon mitra kepada Pongulola B ang/Pongruna Ihlu. ||.|(u
LS [, 2 : < “
Suc“\l"\'\ tender sebagatimana dimakesud dotam Pasal 74 ayat (2) bevk
TX mutat s mutandis terhadap tahapan selekst langsung,

Pasal 80
1 .
o Negosiasi dilakukan terhadap teknls  pelaksanaan pemanfaatan  dan
) (3',‘501’ Mmateri perjanjian. -
BL AN negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pcm.ml.n.nl.‘m
S/Bsq, negosiast juga dilakukan terhadap porsl baglan pemerintah
3) Aerah darj objek BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan. . .
etentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk |)CIll|)-l||I-lll
yang nmiengakibatkan pehurunan  kontribusi  tetap dan  pembagian
cuntungan untuk pemanthatan KSP - atau kontribusi tahunan untuk
@ ls)emanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinugosiasikz.m. ~
C_Bgala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasl dan hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia
Pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 87

(1) Panitia pemilihan melakukan penclitian terhadap berita acara negosiasi

melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi sctiap peserta calon

mitra.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil
negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk dapat
ditetapkan sebagai mitra.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar
pertimbangan dan meclampirkan dokumen pemilihan,

Paragraf 13
Penunjukkan Langsung

Pasal 88

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran
hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan *
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
penunjUkan langsung dllakuk.an tcrh.adap 1 (satu) calon mitra yang

(2) engikuti tender ubng sehga.imana dimdsud pada ayat (1). ,
moses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

(3) Er rlaku secara mutatis muand’s tehalp proses dalam tahapan
Pznunil’ka" langsung:
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Pasal 89
Tahap

an an Penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan pcnun]ukku‘:]
' r ‘ . ayat :rlaku
hm%i:'}\u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (Z)dl?(npdyfl (3[})‘Ai[))try"mg
p ‘S g ‘ ©Q . ’ " 1 ns <
Crsitat Mutandis terhadap penunjukkan lanpsung pada KSP

Wsus sebagatmana dimaks ud dalam Pasal 67 ayat (5).

Bagian Kelima
Sewa

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 90

Q)

Sewa BMD dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belur_n/tidak dilakukan
Penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas
dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau ,

c.

mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah. :
Sewa barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan

pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi-
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2)

Pasal 91

(1) BMD yang dapat disewa meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna
Barang kepada Walikota;

sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang; dan/atau

c. selain tanah dan/atau bangunan,

(2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf ¢

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang.

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Swasta; dan
d. Badan hukum lainnya.
5) Swastd sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢, antara lain meliputi:
( a perorangan;
p. persekutuan p.erdata;
C. persckutuan firma;

b.
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Paragrat 2
Jangka Waktu Sewa

Pasal 92

]l;]:;i:(:dw dktu sewa BMD paling lama § (lima) tahun tethtung sejak tanggal

Ty \d'td}l{\gdn;\n po]“j.ll\ji.\]\ d.u} dapat l.hpCf'pall]ﬂl\g. o (83 Eanas b
al '3 (l\i aRtu sewa BIMD sebagn_lmana c!lmal\sud lga a ayat ( p

a KSPl‘ma] tahun dan dapat diperpanjang untuk:

b. :“‘bg;atan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa

ebih dari 5 (lima) tahun; atau

C. ditentuk an lgin dglam Undang-Undang.

hngka waktu sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

d;la}l:Ukhan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan

oleq pihak yang berkompeten.

Jangka waktu ge\\'a sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung

berdasark an periodesitas Sewa dengan pengelompokan meliputi:

a. per tahun;

b. per bulan;

c. per hari; dan

d. per jam.

Jangka waktu sewa BMD dalam rangka Kerja sama infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Lingkup pemanfaatan BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat

dilaksanakanh melalui sewa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Formula Tarif /Besarah Sewa

Pasal 93

Formula tarif /besaran sewa BMD ditetapkan oleh Walikota untuk BMD:

2. berupa tanah dan/atau bangunan; dan

b. berupa selain tanah dan/atau bangunan dehgan berpedoman pada

kebijakan pengelolaan BMD.

Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai

nomim | sewa BMD yang ditentikan. - .

Besarafl SCEE (s IR LA KSP.I sebagaimana dimaksud dalam Pasal

g2 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang
emerdk a n waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud

m jar n Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai

z:e jonomian dari masing-masing jeni's infrastruktur meliputi:
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Q)

- Perdmbangan  daya bell/kemampuan BasARpk W pay)

b Masyarakat; dan/atau R
© Remanan membayar (willingness to pay) mas yaragt.

Pas al 94

Formul, tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:

a.
tarit pokok sewa; dan

fnktor penyesuai sewa.
Tarif Pokok sewa sebagaiman
untuk BMD.:
A berupa tanah;

berupa bangunan;
€. berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
d. selain tanah dan/atau bangunan.
Tarif pokok sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf
b dan huruf ¢ dapat termasuk formula sewa BMD berupa prasarana
bangunan,.
Tarif pokok sewa BMD ditetapkan oleh Walikota.

a dimaksud p ala ayat (1)huruf b, dibedakan

Pasal 95

Tarif pokok sewa untuk BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:

a. faktor variabel sewa tanah;

b. luas tanah; dan

c. nilai tanah.

Besaran faktor variabel sewa tanah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh Walikota.

Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan nilai

wajar atas tanah.

Pasal 96

Luas tanah sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dihitung dalam
meter persegi.

Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3) adalah sebesar luas bagian
tanah yang disewakan.

Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak
terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang
diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.

Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dihitung dalam
rupiah per meter persegi.
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pasal 97

Yo
n.,:,r'(,)::’:‘l (-';L‘Wil untuk llMI? herupa hangunan gebagdmana dimalcsud
a ﬂkmr‘;’ _4 ayat (2) hurul'b merupakan hasll perkallan darl:

luas i arlabel sewa bangunan;

nilaj |anguhan; dan
alam } angunan.
Pokok S:}‘:L:(:,Wa bangunan termasuk pr
“aktor va ‘& Bangunan ditambahlcan tarif

riabel sewa bangunan schagaim

adi
Luaze;‘;‘:‘kan oleh Walikota.
gunan sebagaimana dimaksud p ala ayat (1) huruf b merup

]uas ] .
a
Nilai br;;ax bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
gunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupa

nilaj i
al wajar atas bangunan.

C,
n, maka tarif

bangunan.
¢(1)huruf

asarana banguna
pokol sc:wapas arana
ana dim aksud pada aya

akan

kan

Pasal 98

Dalam h
maka luazleingunan yang 'disewakan hanya sebagian dari bangunan,
B Al ook gunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf
Sialagy. Ul sar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
dampak ter}?aijrgan{;aat-an bagian bangunan yang disewakan memiliki
sebagaimana dimpk agian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan
jumlah tertentu garsiu;ju(:slim Pasal 97 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan
Eﬂmanfaatan Andgtei as bangunan yang diyakini terkena dampak dari
ilai bangunan sebagai ‘a di
di agaiman.a dimaksud
ihitung dalam rupiah per meter Pchugi,dalam Pasal 97 ayat (1) huwruf ¢

Pasal 99

Tarif pokok scwa u

: a untuk BMD b :
sebagaimana dimaks erupa sebagian tanah
. ud dal nah dan bang
penjumlahan dari: alam Pasal 94 ayat (2) huruf c merUpakanUl?;zir;
a. tar?'f pokok sewa tanah; dan
b. tarif pokok sewa bangunan.

Ketentuan Pasal 95 da
' n Pasal 96 berl
lt;lgeli(:zp Pg n]ghlt:ungan tarif pokok sew: t:rl‘n(:h SN pREEYS THEE
an dalam Pasal 97 dan Pasal .
; j 98 berlak i

penghitungan tarif pokok & Elakil mutatis mutand]

PR A] R b sewa bangunan sebagaimana dail::i:li; e:l hadap
ud pada

Pasal 100

Tarif pokok sewa untuk
prasarana b
dalam Pasal 97 ayat (2) me angunan sebagaij
; srupak; : agaimana dj
a. faktor variabel sewa prasal?.‘__ln;“bl.;‘):;l1 f:rkzlian dari: a dimaksud
n; dan

b. nilai prasarana bangunan

Faktor variabel sewa prasara
¢ (1) huruf a di na bangunan -
ab):lg(urzan. a ditetapkan sama besar dengsaert:afgi:r:ana dmaksud pad
r variabel se 8
wa
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Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan nilal wajar atas prasarana bangunan,
Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Pasal 101

Faktor penyesuai sewa schbagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
huruf b meliputi:

a. jenis kegiatan usaha penyewa;

b. bentuk kelembagaan penyewa; dan

c. periodesitas sewa.

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dalam persentase dan ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 4
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 102 i

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 101
ayat (1) huruf a meliputi kelompok:

a. kegiatan bisnis;

b. kegiatan non bisnis; dan

c. kegiatan sosial.

Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari
keuntungan, antara lain meliputi:

a. perdagangan;

b.jasa; dan

C. industri,

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau
Jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain
meliputi:

a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah
tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun
immateril;

b. penyelenggaraan pendidikan nasional;

C. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan
dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa

yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara
lain meliputi:

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau

tidak terdapat potensi keuntungan.
b. kegiatan sosial;


https://v3.camscanner.com/user/download

) R ——

L ke
d Kegiatan Keag amaan;

= kegiatan kemanustaan; ,emerintahan; dan
o Ketatan penunjang penyelenggarat kegdatan |

A T a sosid.

k“%l’\.l(.\n lainnya yang moemenuhi keiterd

paragraf 5
Perjanjian Sewa

pPasal 103

T e it: tanjzani
(1) Penyewaan BMD dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatan|

olch penyewa dan:
A Walikota, untuk BMD yang
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berad
2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ay
memuat:
dasar perjanjian;
para pihak yang terikat dalam perjanjian;
jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;’
peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan
kategori bentuk kelembagaan penyewa;
g. hak dan kewajiban para pihak; dan
h. hal lain yang dianggap perlu.
(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa

ditanggung penyewa.

berada pada Pengelola Barang; dan
a pada Pengguna Barang.
at (1), paling rendah

PERED

™

Paragraf 6
Pembayaran Sewa

Pasal 104

asil sewa BMD merupakan penerimaan daerah i
) :isetorkan ke rekening Kas Un?um Daerah. ian schaviing e
(2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling
Jambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMDh
(3) pembayaran uang sewa scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dapa;:
dilakukan dengan cara pembayaran secara tunaij kepada bendahara
pcncrimaan atau mcnyetolrkannya ke rekening Kas Umum Daerah. i
pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pad
*) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor se{)agsias):::lgzs)':ua?i:lrl?t b
pada Jampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan da\riperjanjian s;::/}an
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Pasal 105

Dikecualikan dari ketentuan s ehagalinana dimaksud dalam Pasal 104 ayat
(2), penyetoran uang sewa BMD untuk KSPI dapat dilakukan secara
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang,

Persetujuan Pengelola Barang s ebagaimana dimaks ud pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Walikota.

Penyetoran nang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.

Penyctoran uang sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhitungkan nilai sckarang dari setiap tahap
pembayaran berdasarkan besaran sewa BMD.

Perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampal dengan Pasal 101 dan
dapat meminta masukan dari penilai.

Penyctoran uang sewa BMD secara bertahap schagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang
cukup dari aspek finansial untuk membayar sccara sckaligus dan
dibuktikan dengan surat pernyataan.

Surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani
oleh penycwa yang sckurang-kurangnya memuat keterangan mengenai
ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk
membayar lunas secara bertahap.

Par:'\gl‘af 7
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 106

Jangka waktu sewa BMD dapat diperpanjang berdasarkan permohonan

perpanjangan jangka waktu sewa dari penyewa dengan persetujuan:

a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengclola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Pengajuan permohonan purpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketentuan:

a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan
perpanjangan 'harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan scbelum berakhirnya jangka waktu sewa;

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan
paling lambat 10 (scpuluh) hari scbelum berakhirnya jangka walctu
sewa;

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa

pertama kali.

Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu scwa
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EE‘;h"ag"i‘imana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan
) Pe?fa" Mmekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa barl:l.‘ ——
ala:agan jangka waktu dan perpanjangannya seba.galmana 1-ma s
a. asal 92 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
b anakeristik jenis infrastruktur;
" Xebutuhan penyediaan infrastruktur;
ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan
d pe"‘{ndang-undangan; dan
" Pertimbangan lain dari Walikota.

C.

Paragraf 8
Pengakhiran Sewa

Pasal 107

Sewa berakhir apabila:

a, berakhirnya jangka waktu sewa;

b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan
Pencabutan persetujuan sewa oleh Walikota atau Pengelola Barang;

C.  Walijkota atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka

o Pehgawasan dan pengendalian; dan

ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 108

(1) Penyewa wajib menyerahkan BMD pada saat berakhifnya sewa dalam
keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan
peruntukannya.

(2) Penyerahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima,

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan BMD

yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
guna memastikan kelayakan kondisi BMD.

4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sctelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Paragraf 9 -
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 109

1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen
peﬂdUkung' . .

2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

( a. data calon penyewa;

p. latar belakang permohonan;

c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
d peruntukan Sewa.

pokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terciiri dari:

(3)
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(4)
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(6)

(1)

(2)

(3)

4)
(5

(6)
(7)

(8)

A Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan
pemilik/pengurus, atau kuasa pemllik/pengurus dalam hal calon
penyewa berbentuk hukum/badan usaha;

b. Pernyataan kesedinan darl calon penyewa untuk menjaga dan
memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama
jangka waktu sewa; dan

¢.  data BMD yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. fiotokopi kartu tanda penduduk;

b. fotokopi nhomor pokok waijib pajak;

c. fotokopi surat izin usaha perdagangan; dan

d. data lainnya.

Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya

dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimalksud

pada ayat (4) huruf a.

Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ meliputi:

a. foto atau gambar BMD, berupa:

1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang
akan disewa; dan
2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
b. alamat objck yang akan disewakan; dan/atau
c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 110

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan
dokumen pendukung scbagaimana dimaksud dalam Pasal 109 untuk
menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon
penyewa,

Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan discwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf ¢, Pengelola Barang
dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menycrahkan
BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang
ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan penilaian objek sewa guna
memperoleh nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
disewakan.

Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 dalam perhitungan besaran sewa,

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh
Pengelola Barang dalam  melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.
Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu
yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan
didasarkan pada pertimbangan aspck pengamanan dan pemeliharaan
BMD serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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) ikota
“Ngelola Barang mengajukan usuan permohonan BMD kepada Wallke

u
Nty Mmendapat persetujuan.
Pasal 111

Walikota memberikan persetujuan atas perm@honpan Sewa yangkd;ajt’nllzgr;

eNgan mempertimbangkan hasll penclitian dan kajlan  kehy:
Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (8). e

Pabila  Walikota tidak menyctujui permohonan  tersebut, T
‘enerbitkan surat penolakan kepada philnk yang mengajukan permintaan
S€wa dengan discrtai alasan. .
Apabila V\’;,alikota menyetujui permohonan tersebut, Walikota mcnc’bltkan
Surat persetujuan penyewaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan. .
Surat persetujuan penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Paling rendah memuat:

n

a. data BMD yang akan disewakan;
b. data penyewa;
C.

data sewa, antara lain:

1. besaran tarif sewa; dan

2. jangka waktu.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam suFat persctujuan sewa BMD

berupa tanah dan/atau bangunan merupakah nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa.

Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa
dan Nilaj usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan
formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat
persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon penye wa,

Paragraf 10
Tata Cara Pclaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 112

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa
untuk mempersiapkan usulan sewa.

Pengajuah permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 dan Pasa] 110 berlaku mutatis mutandis terhadap
pengajuah permohonan sewa oleh ealon pehyewa pada Pengguna Barang.
Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
permohonan sewa olch calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat
2).

ge)ngguna Barang melakukan penilaian terhada
tanah dan/atau bangunan atau selain tanah da
akan disewakan.

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah atau Penilai publik yang ditetapkan oleh Walikotz
untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan, ota,

p BMD berupa sebagian
n/atau bangunan yang
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dllL"“l‘k.\n oleh Walikota, untul barang m pin
Limgl :
Ah dan/Zatau bangunan. .cbagaiinana
. . Bile p secbagalineg
Bey dasarkan has | kelayakan dan hasil penilaian ag ‘
an hasil penclitian ‘ jukan usulan

‘:i:“aks"‘ll‘ ada ayat (3) dan ayat(4), Pengguna Barang mc"%f:k manlapst
Piohonan sewa BMD kepada Pengdda Barmg um

pcrsclujunn.
pasa|113

Usulan Permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (6)
arus disertai:

data BMD yang diusulkan;

usulan jangka waktu sewa;

usulan nilaj sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;

Surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan

Surat pernyataan dari calon penyewa. .
Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana

Yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari_calon.

Penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, berisi pernyataan bahwa: :

a. BMD yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka
pPenyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja; dan

b. penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah/unit kerja.

Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, berisi pernyataan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga

dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama

jangka waktu sewa.

P angogeyz

Pasal 114

Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang
diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat

(6)- L
Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang

yang mengajukan sewa.
Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian

una menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola Barang

memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan

kondisi peruntukan sewa; atau
b. estimasi perhitungan taifdasar sewa dengan menggunakan formula
sewa dianggap sangat jauhbereda dengan kondisi pasar.
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Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar secbagaimana
dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok scwa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dalam penghitungan besaran scwa.
Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan BMD berupa
selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian
atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

Pclaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh
Pengelola Barang dalam "melakukan kajian kelayakan penyewaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.

Pasal 115

Pengelola Barang memberikan surat persctujuan atas permohonan sewa
yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (7).

Berdasarkan surat persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada
Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan
penyewaan,

Pasal 116

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa yang
diajukan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat
(5), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan
permintaan sewa dengan disertai alasan.
Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5),
Pengelola Barang menerbitkan surat persctujuan penyewaan barang milik
daerah.
Surat persetujuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:
a. data BMD yang akan disewakan;
b. data penycwa;
c. data sewa, antara lain meliputi:

1. besaran tarif sewa; dan

2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.

Apabila usulan sewa yang diajukan olech Pengguna Barang tidak disertai
data calon penyewa, maka persctujuan sewa tidak perlu disertai data calon
penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa BMD
berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan
berdasarkan formula tarif sewa.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

~mm—_ J—

&

() Ap
)}

™

)

()

(3)

(1)
)

()

4)
(5)

(1)

dlajulan oleh calon penywa .d“.nl/".t;li
hasil  perbitungan gsehaga m.f é
ewa yang dicaptumkan dalam
sebaglan tanah dan/atau
a darl calon penyewa

“;\\“\“lu\ usulan nilal sewa yn"”. | -
”l“u‘\lnn Barvange lebih bea (mh h
o dksud pada ayat (5), maka besaran sew
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/atau Pengguna Barang. -
alam sural perse

osar
‘0."'“\ sewa yangy dicantumkan d ol sos
"upa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan niia .

tujuan scwa BMD

Pasal 117

Eehgguna Barang melaksanakan sewa b ednar kan persetujuan Pengelola
arang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 6 ay & (2) paling lambat 1
(satu) bylan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa (>kh Pengelola Barang-
i~iukan oleh Pengguna Barang tidak discrtal
data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasall 16 ayat (4).
€ngguna Barang mengupayakan agar inbrmasi mengenai pelaksanaan
Zewé sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan m ulah
Dan Jelas oleh para calon penyewa.
alam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu
yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan
me"}Pel‘timbangkan aspek pengamanan dan pemdilaraan BMD serta
Pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Paragraf 11
Pemeliharaan Sewa

Pasal 118

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.

Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
term'asuk biaya yang timbul dari pemakaian dah pemanhfaatan BMD
men]afli tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.

Pemfahharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki barang aga® selalu dalam keadaan baik
dan siap untuk digunakan secara befdaya guna dan berhasil guna.
Pferbaikzm BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa
Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force ma 'ér:r)
perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pe J“i l'
Barang/Pengguna Barang dan Penyewa. R

‘Paragraf 12
Perubahan Bentuk BMD

Pasal 119

Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan:
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
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* By o pada Pengguna Barang:
() Poppumcl”l“ barang, untuk BMD yant os (ld‘l [p:tah ’1}"1?;(1) dilaksanakan
b : an Wahan bentuk BMD sebagaimana din? I sl p aki |
lS] a l:;‘ hl‘c“t;uhah konstruksi dasar ln.mlgunqnirr\r-mna e pada ayat (2)
M hal perubah: T D schagé o . e
1 I perubahan bentuk BM I v litambahkan menjad §

adanya penamba h

rita Acara Serah Terima pada saat

N 4
B B 8akibatk:
WD an’ a}.!:‘crtakan dalam Be

en ' :
Akinya jangka waktu sewa.

Paragraf 13
Ganti Rugi

Pasal 120

D . ;

ailam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama

pel:gka Watu sewa, penyewa wajib melakikan ganti rugi sesual ketentuan
aturan perundang-undangan.

Paragraf 14
Denda Sanksi

Pasal 121

(1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguTan apabila:

d. penyewa belum menyerahkan BMD yang disewa pada saat berakhirnya
Jangka Waktu sewa;

b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) belum
dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya
jangka waktu sewa; dan/atau

C. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 belum selesai
dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian BMD belum
dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak dite’bitkannya surat teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa surat peringatan.

(3) Dalam hal penycrahan, perbaikan, dan/atau penggantian BMD belum
dilakukan teThitung 1 (bulan) scjak diterbitkannya surat peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi
administratif berupa denda, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Baglan Keenam
pakal

Pinjam

paragraf 1
prinsip Umum
pasal 122
Pinj
Jan -
M pakai dilaks anakan dengan petimbangan:
atau tidik dilakukan penggunaan
dan

i Pengguna Barang};
intahan daerah.

tas objek pinjam

I

L::‘etl:liopti'“““m" BMD yang belum

menunlfenyclenggaraan tugas dan fungs
Pe myjy jang pelaksanaan penyelenggaraan pem ¢r
Paka;, Jam pakai dilarang untuk meldclan pemafiadan a

Paragraf 2
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai
Pasal 123
pusatd n pemerintah

Pin]‘a
m 4 :
daerah pakai BMD dilaksanakan antara pemerintah
atau antar pemerintah daerah dalam ranga penyclenggaraan

gslmlfr intahan,
a B
& P::naan pinjam pakai BMD dilakukan oleh:
gelola Barang, untuk MD yang berada pada Pengelola Barang; dan

Pe
Pelalksr;:.gguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
Sebagaj?naan P'mjam Pakai oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
ana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapakan

Persetujuan Walikota.

Paragraf 3
Objck Pinjam Pakai

Pasal 124

Objek pinj i iputi
selgi; lilal:lJ:}T (i)akax meliputi BMD berupa: tanah dan/atau bangunan dan
an/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/

gzl_lgkguna Barang.
a8 wini : :
Jek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan

untuk sebagian atau keseluruhannya.

Paragraf 4
Jangka Waktu Pinjam Pakai
Jangka waktu pinj yasal 133
. pinjam pakai BMD pali :
diperpanjang 1 (satu) kali. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
Perpanjangan sebagaimana dimak
“ sud d ;
Xertl;l‘]l]ba'ngarl]( sebagaimana dimaksud dflzr: Paab;ztl §;)2 :l]a:( e
et : a

pgrap alnjar]laglzagn ;lanwzlstu ﬁm]an} .pakal akan diperpaniaflg (12:} h
i gka waktu pinjam pakai disampaikan ke' S savadiay

g/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulsn Si?)e? Pengclola

um jangka

waktu pinjam pakai berakhir.
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() Dpalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai dilakukan
dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Paragraf 5
Perubahan Bentuk BMD

Pasal 126

(1) selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah
bentuk BMD, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau

penurunan nilai BMD.
(2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

perubahan bentuk BMD:
a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar

BMD; atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD.

(3) Usulan perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh
peminjam pakai kepada:

a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(4) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Paragraf 6
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 127

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta

ditandatangani oleh:
a. Peminjam pakai dan Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola

Barang; dan
b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada

Pengguna Barang.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

para pihak yang terikat dalam perjanjian;
dasar perjanjian;
identitas para pihak yang terkait dalam perjanijian;
jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman;
f. hak dan kewajiban para pihak; dan
g. Ppersyaratan lain yang dianggap perlu.
(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.

o a0 g
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parapgraf? a Pengelola Barang

'l‘;]t
ag; ,
Cara Rlaksanaan pimjam Pakal BMD Pad
J
(1) C pasal 128
a'“' if akai
kep, ] ':,g‘mi"j""‘ pakal mengajukan permoonan Pcrs‘t’t“jua“ pinpm p
engelola Barang yang paling red '8 m emuat: '
gyaus | nodnan phjam pakai;

Tpey
b i:b;‘:“ l.’ angan yang mendasari pert
tuiu::,tas peminjam pakal; .
- Penggunaan objek pinjam pakal;
hthkan; dan

d .
e 4
Ran data objek pinjam pakai yang di

atau

Q "
T Ja
(2) iE,l al;/v;.ktu pinjam pakai. " S AN
Ohek pinjam kai berupa tanah dan/aau bansgw .
o = B A rincian data objek pinjam pakati
luas dan lokasi

f d, termasuk

an/atau bangunan,
pada ayat(1) huruf

akali

Sebapi
sebaglaa:-::] tanah dan/atau bangunan,
tanah d ana dimaksud pada ayat (1) huru
(3) Apabi] an/atau bangunan.
L iﬂanadobjek_mnjam pakai berupa selain t amh d
, ter ata objek pinjam pakai sebagaimana dime sad
(49 Popge, 2suk nama dan jumlah BMD.
Seb%e]?la Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam p
(5) Pe'ne]g‘-mana dimaksud pada ayat (1).
ayat (lélan atas permohonan pinjam pakai sebag
a. k ) meliputi:
" b. e_paSt‘an belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;
c. FUJUan penggunaan objek pinjam pakai; dan
/ (6) B- Jangka waktu pinjam pakai.
\ Pgrdasarkan hasil penclitian scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
ngelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai

5 k
epada Walikota.
&
Pasal 129

aimana dimaksud pada

(1) Hasi! Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
pertimbangan Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas

permohonan pinjam pakai.
Pemberian persetujuan/penolakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan BMD:
yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan

a.
untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan
b. yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lai
Apabila Walikota - menyetujui permohonan pinjam pakaiam\tflv};?i'kota

(2

3)
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.
(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit

memuat:
a. identitas peminjam pakaij;

data objek pinjam pakai;

b.
c. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai.
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(5)
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(3)

1)

~ R —

walikotd

Jinfam pakal
monhena s pinism B . n pak ol

ADab“a Wali e

€nephs alikota tidak menyetujuiDe! SR L ealan peminjar

d bitk o am |)nl(n| kepadi
Xan surat penolakan pinja

8an r
disertai alasan.

pasal 130
can dalam perjanjian pinjam pakal

mieedany dalkal.
ki 1(.lltlndukl:m]utl dengan

kepada peminjam

Pelaks

ya aNaan pinjam pakai BMD dituang!

n o
C"J% lcll‘litandata“ganiolch Walikota dan .
n*yerl an sebagaimana dimaksud pada ayat(B] NS
Pakaj ahan objek pinjam pakai dari PengclodBnans
g dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 131

pakai wajib memelihara dan

SElam n
a Jangka waktu pinj kai, peminjam
ok oz et . : ang dibebankan pada

emlanf_nankan objek pinjam pakai dengan biaya y
Ba Jam p aa.

r:emg::itlaglgka waktu pinjam pakai A

Mamne : ukan 'kepada P'engelola Barang akan

e s h§l njang pinjam pakai. . . :

e i pinjam pa'kal akap diperpanjang, gcmm

B an perpanjangan jangka waktu pinjam pak

arang,

Pcngc]9|a Barang menyampaikan

g(‘:;l)aljjangan pinjam pakai kepada Walikota.
gajuan  perpanjangan permohonan  persctujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakal sebelumnya dari Walikota;

b. Sl.ll'at pernyataan dari peminjam pakal bahwa objek pinjam pakai masih
digunakan untuk menunjang  pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan

C. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pcelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi
penyelenggaraan pemerintahan dacrah.

berakhir, peminjam pakal harus
mengakhiri atau

jam pakai me ngiykan
ai kepada Pengd da

pengajuan permohonan pcrsctujuan

pinjam pakai

Pasal 132

D.alflm hal p?minjam _pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada

Pengelola Barang.
Peminjam pakai dalam mengakhir pinjam pakai sebagaimana di
i imaks
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. aksud
Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagai
a i
dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota. gaimana

Paragraf 8

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD Pada Pengguna Baran
Pasal 133 .

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinj .
pengguna Barang. Pinjam pakai kepada
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(3)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Pengelola

Barang dengan melampirkan: .
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu pclaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
C. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD

yang memiliki kartu identitas barang.
Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang paling
rendah memuat:
pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
identitas peminjam pakai;
tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan
lokasi tanah dan/atau bangunan; dan
e. jangka waktu pinjam pakai.
Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan
pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
c. jangka waktu pinjam pakai.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
Walikota sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan
persetujuan pinjam pakal oleh Walikota.

pogp

Pasal 134

Pemberian persetujuan/penolakan olech Walikota atas permohonan pinjam

pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk

tugas dan fungsi pemerintah daerah;
b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan
c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
Dalam hal Walikota menyectujui permohonan pinjam pakai scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Walikota menerbitkan surat
persetujuan pinjam pakai yang paling rendah memuat:
a. identitas peminjam pakai;
b. data BMD objek pinjam pakai;
c. jangka waktu pinjam pakai; dan
d. kewajiban peminjam pakai.
Dalam hal Walikota tidak menyetujui permohonan pinjam pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), Walikota melalui
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai

alasannya.
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Pasal 135

Pelaksanaan pinjam pakai BMD yang berada pada Pengguna Barang
dituangkan dalam petjanjian,pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan
peminjam pakai.

Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna

Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Scrah

Terima.

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan

mengamankan objek pinjam pakai sebagaimand dimaksud pada ayat (2)

dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus

memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau

memperpanjang pinjam pakai.

Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna

Barang.

Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permochonan persetujuan

perpanjangan pinjam pakai kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:

a. surat persetujuan pinjam pakai sebclumnya dari Walikota;

b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintah pusat/ pemerintahan dacrah lainnya; dan

C. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai
dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

Pasal 136

Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kcpada
Pengguna Barang.

Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
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Bagian Ketujuh
KSP

pParagraf 1
Prinsip Umum

Pasal 137

(1] K
Sp B
. dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
/atau

@) ks

®)
4

(5)

(6)

(7)

)
(2)
(3)

Mengopei
msn-&opt'ma”(an daya guna dan hasil guna BMD; dan
Ningkatkan penerimaan pendapatan daerah. | -
tersesftas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cu ;‘)
pemd'a dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional,
dikq&lharaan' dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMD yang
J9Samaka
M n. -
k}:;r: KSP ditetapkan melalui tender, kecudi untuk BMD yang bersifat
Us dapat dilakukan penunjukan langsung. -
yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memili

karakteristik;

a :
barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan

b geraturan perundang-undangan; _
* barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara
udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk;

e barang yang dikerjasamakan dalam investasi yalg berdasarkan

Perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau

s- nbarang lain yang ditetapkan Walikota.
€"Unjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat Kkhusus

lS)ebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau
e“g_gfm.a Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang
memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan

beraturan perundang-undangan.
Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka

waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian

ll;euntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah,
erhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus
memperhatikan perbandingan nilai BMD yang dijadikan objek KSP dan
manfaat lain yang diterima pemerintah daerah dengan nilai investasi mitra

dalam KSP.
Pasal 138

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan

atau menggadaikan BMD yang menjadi objek KSP.
Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna

Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.
Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan

biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.
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Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibebankan
pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan.
Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengelola Barang; dan
b. Pengguna Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.

Paragraf 2
Pihak Peclaksana KSP

Pasal 139

Pihak yang dapat melaksanakan KSP meliputi:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Walikota, untuk BMD yang
berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD
yang berada pada Pengguna Barang.

Persectujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan

setelah mendapat pertimbangan dari Walikota.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
c. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf 3
Objek KSP

Pasal 140

Objck KSP meliputi BMD berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. seclain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang
/Pengguna Barang.

Objeck KSP BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bhuruf a, dapat dilakukan wuntuk sebagian atau

keseluruhannya.

Paragraf 4
Hasil KSP

Pasal 141

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan
fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.

Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain meliputi:

a. peralatan dan mesin;

jalan, irigasi, dan jaringan;

aset tetap lainnya; dan

aset lainnya.

oo g
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() Hasil Ksp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari

pelaksanaan KSP.
(4) Hasil KsP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMD sejak
diserahkan kepada Pemerintah Dacrah sesuai perjanjian atau pada saat

berakhirnya perjanjian.
(S) Hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur meliputi:

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan sclama jangka waktu KSP

BMD; dan
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP BMD.

(6) Penerimaan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian kcuntungan.

Pasal 142

(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat mclakukan perubahan
dan/atau penambahan hasil KSP dengan cara addendum perjanjian.

(2) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian

keuntungan.
(3) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil

perhitungan.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditctapkan:
a. Walikota, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; atau
b. Pengelola Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan.
(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Walikota.

Paragraf S
Jangka Waktu KSP

Pasal 143

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan
infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh mitra KSP dengan cara mengajukan permohonan
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun
sebelum jangka waktu berakhir.

(1) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan
dan perjanjian KSP.
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Paragraf 6
Perjanjian KSP

Pasal 144

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Walikota atau
Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan

pelaksanaan KSP oleh Walikota.

Perjanjian secbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra
KSP dan:

a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengcelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek KSP;

hasil KSP berupa barang, jika ada;

peruntukan KSP;

jangka waktu KSP;

besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme

pembayarannya;

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

ketentuan mengenai berakhirnya KSP;

j- sanksi; dan
K. penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk Akta Notaris.

(4) Pecnandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada
Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

(5) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

5 aspapEh

(2T
.

Paragraf 7
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan
Pasal 145
(1) Mitra KSP wajib menyctorkan:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP.

(2) Penyetoran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sctiap tahun
sclama jangka waktu KSP.

(3) Kontribusi tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan penerimaan dacrah.

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSpP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
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(5)

Dalam Ksp BMD berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian Kontribusi
tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.

(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa
bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan
merupakan objek KSP.

Pasal 146

(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi
tetap dan kontribusi pembagian kecuntungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 145 ayat (5) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa
KSP.

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan BMD.

(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD
berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan
ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Walikota,
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD
berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan
Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau
mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 147

(1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan

b. nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP.

(2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditentukan olch Walikota dari hasil perhitungan Tim berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

(3) Nilai wajar BMD dalam rangka KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berdasarkan:

a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang
ditetapkan oleh Walikota, untuk BMD berupa tanah dan/atau
bangunan;

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat
melibatkan Penilai yang ditetapkan Walikota, untuk BMD selain tanah
dan/atau bangunan.

(4) Apabila terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka dalam rangka
pemanfaatan BMD digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a.

(5) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung
berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan
estimasi tingkat inflasi.

(6) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan
dituangkan dalam perjanjian KSP.
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pasal 148
; kan:
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Pasal 149

KSP atas BMD dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan BMD.
KSP operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merup
benggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain.

Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD, bagian keuntungan
yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Walikota berdasarkan
persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP
terkait pelaksanaan KSP.

Apabila mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan
Usaha Milijk Negara/Dacrah, kontribusi tetap dan pernbagian keuntungan
yang disctorkan kepada pemerintah dacrah dapat ditetapkan paling tinggi
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4).

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha
Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP.

Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

akan

Paragraf 8
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 150
Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum
Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum penandatanganan perjanjian KSP.
Pembayaran Kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang
ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan
berakhirnya perjanjian KSP.
Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.,
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paragraf 9
Berakhirnya KSP
pasal 152
Ksp
berakhir dalam hal:
waktu KSP sebagaimana tertuang dalam
a atau
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b Perjanjian;
Pengakhiran perjanjian KSP secar
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Pasal 153

Pali
aling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra
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Pasal 154

Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSP.

Serah terima scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima.

Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra
KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.

Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 155

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Walikota atau Pengclola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b,
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
KSP.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkan teguran tertulis pertama, Walikota atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis kedua.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
scjak diterbitkan teguran tertulis kedua, Walikota atau Pengelola Barang
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir.
Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Walikota atau Pengelola Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Walikota atau Pengelola
Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sctelah
menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 10

Tata Cara Pelaksanaan KSP BMD Yang Berada Pada Pengelola Barang

Pasal 156

(1) Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengelola Barang
meliputi:

o oo

™ 0

h.

inisiatif atau permohonan;
penelitian administrasi;
pembentukan Tim dan penilaian; o
perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi
tetap dan persentase pembagian keuntungan;

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan
pelaksanaan.
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(2) KSP atas BMD yang berada pada Pengolola Barang dapat dilakukan
bordasarkan:

- (3)

(1)

(6)

(7)

(1)

(2)

3

i\,
by,

Intstatit Walikota; atau
permohonan davt plthak laln,

Infstatit Waltkota s ebagadimana dimaks ud pada ayat: (2) huruf a, dituangkan
dalam bentuk rekomendast KSP BMD.

Ints tatl Wallkkota s ehagalmana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari
rencana  kebutuhan yang  disampaikan olech Pengguna Barang/ Kuasa
Pengguna Barang, :

Permohonan darl Plhak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diusulkan kepada Walikota, paling rendah memuat:

a.
.
e,
o,

latar belakang permohonan;

rencana peruntukan KSp;

jangka waktu KSP; dan

usulan besaran pencerimaan daerah dari KSP.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

A,
b.
g,
.

data BMD yang direncanakan untuk dilakukan KSP;

data pemohon KSP;

proposal rencana usaha KSP; dan

informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP meliputi:

1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak
diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan BMD.

Pasal 157

Pengelola Barang melakukan penclitian administrasi atas dokumen BMD
yang akan dilakukan KSP, meliputi dokumen:

<l

bukti kepemiilikan atau dokumen yang dipersamakan;

b. dokumen pengelolaan BMD; dan

C.

dokumen penatausahaan BMD.

Dalam Hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyatakan bahwa BMD dapat dilakukan KSP, maka Walikota:

a.
b.

membentuk Tim KSP; dan

menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan
penilaian BMD yang akan dilakukan KSP guna mengetahui nilai wajar
atas BMD bersangkutan.

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a.

b.

menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan
ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Walikota dan bukan
dalam rangka mengoperasionalkan BMD;

menghitung besaran penerimaan dacrah dari KSP  berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;

menyiapkan perjanjian KSP;

menyiapkan Berita Acara Serah Terima objek KSP dari Pengelola Barang
kepada mitra KSP; dan

melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota. .
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim KSP
dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja teknis yang

berkompeten.

Pasal 158

(1) Dalam rangka menentukan Kkelayakan bisnis KSP, Walikota dapat
menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk melakukan:
a. analisis penggunaan atas BMD yang akan dilakukan KSP: atau
b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP. '

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf b
dan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Walikota sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.

(3) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar BMD, Tim KSP
menghitung besaran Kkontribusi tetap dan' persentase pembagian
keuntungan. :

(4) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampai
dengan Pasal 149, ;

(5) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besaran
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan
dalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap
dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.

(6) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit terendah dalam
pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pasal 159

Pemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b berdasarkan ketentuan sebagaimana dimalisud
dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 89.

Pasal 160

(1) Walikota menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP yang paling rendah

memuat:
a. objek KSP;

b. peruntukan KSP;

c. penerimaan daerah dari KSP:
d. identitas mitra KSP; dan

e. jangka waktu KSP.
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Pasal 161
(1) ‘ 3 v ditentukan datam
ll:dltl'-a KSP harus melaksanakan KSP sebagatman.
oo can BMD,
= Apabi]; Kslf’sz.ihkukqn bukan dalam rangka mcn;:nl‘.c.'ns.h‘n\‘nll\u‘\lrl »
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b. dapat langsung mcngopcr.1siun.1lk.m hasil KSP yang dibang, :
dengan perjanjian KSP.

Paragraf 11

Tata Cara Pelaksanaan KSP BMD Yang Berada Pada Pengpuna Barang
Pasal 162
suna Barang

Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pada Pengy

meliputi:
4. permohonan;
b. penelitian administrasi;
ran;

C.
d.
c.
f.
g.
h.
i.

(1)

()

pembentukan Tim dan penilaian;
perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembayg fan keuntunyg
persetujuan;
pemilihan mitra;
penerbitan keputusan;
penandatanganan perjanjian; dan
pelaksanaan.
Pasal 163

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a diajukan
oleh Pengguna Barang untuk memperolch persetujuan dari Peng clola

Barang.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. latar belakang permohonan;
b. rencana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan
d. usulan besaran pencrimaan daerah dari KSP.
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. data calon mitra KSP;
b. proposal rencana usaha KSP;
c. data BMD yang akan dijadikan objek KSP; dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.
(4)  Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf d menegaskan bahwa:
a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; dan
b. Pelaksanaan KSP BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD.
(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (3), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data calon

mitra KSP.
(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a. nama;
b. alamat;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat lzin

Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP
yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Pasal 164

(1) Persetujuan atas permohonan KSP secbagaimana dimaksud dalam Pasal
163 ayat (1) diberikan olch Pengelola Barang berdasarkan laporan panitia
pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan hasil
penilaian.

(2) Apabila Pengclola Barang tidak menyetujui permohonan KSP terscbut,
Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang discrtai
dengan alasan.

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.

(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling secdikit
memuat:

a. objek KSP;
b. peruntukan KSP;
c. nilaj BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi
pemerintah;
d. minimal besaran kontribusi tetap;
€. minimal persentase pembagian keuntungan; dan
f. jangka waktu KSP.
(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1)
menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.
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¥

(6)

™)

Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku
apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak
ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.
Penandatanganan  perjanjian scbagalmana dimaksud pada ayat (6).
dilakukan sctelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama.

Pasal 165

Ketentuan pelaksanaan KSP BMD yang berada pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 161 berlaku
secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan KSP BMD yang berada pada

Pengguna. Barang.

Paragraf 12

Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Barang Dan

&y

(2)

(3)

4)

(5)

Pengguna Barang
Pasal 166

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas BMD yang berada pada

Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Walikota paling lambat

2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP.

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5
(lima) tahun terakhir.

Walikota meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta

mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah

berlangsung.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(3),

Walikota menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka

Walikota:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang milik
daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan
persentase pembagian keuntungan KSP.

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain

meliputi:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan
hasil Penilaian; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota.
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Pasal 167

@) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3),
Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan

pelaksanaan KSP.

(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
menyampaikan lapOran analisis kelayakan perpanjangan yang merupakan
hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5) menyampaikan
glporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pengelola

i arang.

(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP tidak dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat penolakan
Perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai
dengan alasan.

(5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka
waktu KSP dapat disetujui, Walikota menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian
perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang
diperlukan.

(7)  Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Walikota
dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 168

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas BMD yang berada pada
Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna Barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 5
(lima) tahun terakhir.

(3) Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.

(5) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP,
maka Pengelola Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan
b. menugaskan Penilai.
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(2)
(3)

(4

(5)

(1)
(2)

(3

(4)
(3

()

Pasal 169

Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (5) hurufa -

antara lain meliputi:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan
hasil penilaian;

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu

KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan

perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai

dengan alasan.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu

KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan

perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan

jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 170

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (5) huruf b bertugas
melakukan penghitungan nilai BMD yang akan dijadikan objek KSP,
besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP.
Penilai sehagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan
penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola
Barang.

Dalam hal menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 168, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan
pelaksanaan KSP.

Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan
perjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.
Dalam hal Walikota atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut
fasilitasnya diserahkan kepada Walikota atau Pengelola Barang pada saat
berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.
Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima antara

mitra KSP dengan:
a. Walikota, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk BMD daerah yang berada pada Pengguna
Barang. ;
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Bagian Kedelapan
BGS dan BSG

paragraf 1
Prinsip Umum

W BGs /g pasal 171
SG

PengguBMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

Pe) 1Ye]ena Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagl

Umum, dn]ggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan

alam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

dia dana dalam APBD untuk

hasil pelaksanaan

b
. tidak
tersedia atau tidak cukup terse
ebut.
bag ziand ad
Bngunan atas nama

(2 ben
“=Nyedj
Aguna n :jaan bangunan dan fasilitas ters
an fasilitasnya yang menjadi
erd irrkn
la Barang atau

BGS/
BSAG h
(3) p.emerl'ntaharus dilengkapi dengan Izin M
11)319 9 Pen 'daerah' :
d_eﬂgguna Slgpan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelo
4 fbbank arang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG
Blage: mar, o8 AEEH.
S
BGS/BSG dl::fag- BGS/BSG yang terjadi seteldh diet a] o kannya mitra
(5) PZ;Sangkutan jaya pelaksanaan BGS/BSG menjadib »® an mita yang
ant .
Yan !Maan hasil pelaksan BGS ;
g Wajib diset aan /BSG merupakan penerimaan
orkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
da ayat (1) dilaksanakan oleh

© %
Gs/Bs
engelofa ggAD sebagaimana dimaksud pa
rang setelah mendapat persetujuan Walikota.

daerah

Pasal 172

(1) Pe
BGS/BsG d;;;itus Penggunaan BMD sebagai hasil dari pelaksanaan
sanakan oleh Walikota, dalam rangka penyelenggaraan

tuga :

(2) Hagsif;:;kf:ngs' Perangakat Dacrah terkait.
bangunan bzg:?tn BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
berakhirnya jan 13 fasilitas yang telah diserahkan olech mitra sctelah
selesainya gka waktu yang diperjanjikan untuk BGS '.

pembangunan untuk BSG. atau setelah
Pasal 173

S (l (.lu ]1 (2 p ’ | g L5

(1)

pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi

: si ke rekeni

. tah't-m sesuai besaran yang telah dit:tl:gkl:?f R S AR

y (;vlapb memelihara objek BGS/BSG; danp '
c. di jami i
ilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangank
gankan:

1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;
2. hasi ng di '
asil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan t
n tugas

dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau

3. hasil BSG.
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(2) Mitra BGS RPMD harus wenyerahkan objek NGS kepada Walikota pada
‘khl:' jangka waktu pengoperasian cetelaly dilakukan audit oleh aparat

pengawasan intein pemerintah
g & K .

Paragrafl 2
Pibhak Pelaksana

Pazal 174

(1) pihak yvang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengrelola Barang,
(2)  Pihak vang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputd:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b, Badan Usaha Milik Daeraly;

C. Swasta kecuali perorangan; dan/atau

d. Badan Hukum lainnya.

(3) Dalam hal mitra BGS/BSG scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG har}ls membentuk badan
huk um Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama
mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

Paragraf 3
Objek BGS/BSG

Pasal 175

(1) Objek BGS/BSG meliputi BMD berupa:

a. tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b. tanah yang berada pada Pengguna Barang.

(2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
yang bersangkutan, BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu
diserahkan kepada Walikota.

'3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas
dan fungsinya. .

4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan

pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan
hasil BGS/BSG.
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(2

@3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Paragraf 4
Hasll BGS/BS5SG

Pagsal 176

Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra
BGS/BSG merupakan hasll BGS/BSG.
Sarana dan fasilitas hasil BGS5/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain meliputi:
a. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi dan jaringan;

Cc. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai
perjanjian atau pada saat beralchirnya perjanjian.

Pasal 177

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan
perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program nasional
sesuali ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian
BGS/BSG.

Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dlmaksud pada ayat (3):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Walikota.

Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh

persetujuan Walikota.

Paragraf 5
Bentuk BGS/BSG

Pasal 178

BGS/BSG BMD dilaksanakan dengan bentuk:
a. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengguna Barang.
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Paragraf 6
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/BSG

Pasal 179

£

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89.

(3) Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 7
Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 180

(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian

ditandatangani.
(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan
perpanjangan.

Paragraf 8
Perjanjian BGS/BSG

Pasal 181

(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani

antara Walikota dengan mitra BGS/BSG.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:

dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek BGS/BSG;

hasil BGS/BSG;

peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;

hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;

sanksi;

penyelesaian perselisihan; dan
m. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris.

(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra BGS/BSG
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama
kepada pemerintah daerah.
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Pasal 182
enyeoran ke Rekening

Q)
lt]‘a waii = . -
ajib membayarkontribusi tahunan melalui p 1 dari pdalsanaan

Kas
Umum Daerah sebagai penerimaan daera

() poS/BSG. as
esSarg kontribusi tahunan sebagaimana dimd&sud p ala ayat (1) dihitung

Oleh T.
(3) Im yang dibentuk oleh Walikota. ) ]
Sesaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besa;{an
°rSentase kontribusi tahunan dengan niai wajar BMD yang akan

4 d;hk“kan BGS/BSG. _ -
Saran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ay

(5) I£I3J f“tetapkan oleh Walikota berdasarkan perhitungan Penilai. -

E ilai wajar pMp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) C?lti?nt‘-lka_“

erdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik
yang ditetapkan oleh Walikota.

6 : ; -
(6) Dalam hal nj)a; BMD berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana

in?aksu‘j pada ayat (3), BGS/BSG barang milik daerah menggunakan nilai
Wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 183

Besaran kontribusi tahunan pclaksanaan BGS/BSG dapat meningkat

(1)
setiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 182 ayat (4).
Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

(2
kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.

(3)
(4)

(1)

2)

Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persctujuan pelaksanaan

BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.
Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon

mitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh
Penilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam
dalam

persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan
perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon

mitra BGS/BSG.
Pasal 184

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah
oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelum penandatanganan per janjian BGS/BSG.
Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum

Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam

perjanjian.
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Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan
Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuktikan dengan bukti sctor.

(4

Pasal 185

1) palam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling rendah 10%
(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh
Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil perhitungan
yang dilakukan rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

®3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang' digunakan Jlangsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu yaag
ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. I ,

(4) Penetapan penggunaan BMD hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan olch Walikota.

Paragraf 10
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG

Pasal 186

(1) BGS/BSG berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam
perjanjian BGS/BSG;

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG sccara sepihak oleh Walikota;

c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG;

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam
perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain meliputi:
a. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut;

b. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut; atau

c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak
menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam
keadaan fiorce majeure.

(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh Walikota secara tertulis.

Pasal 187

(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf b, dilaksanakan
dengan tahapan:

a. Walikota menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra
BGS/BSG;
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b. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangk.a
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
pertama, Walikota menerbitkan teguran tertulis kedua;

C. dalam hal mitra BGS/BSG tidak Melaksanakan teguran kedua dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis kedua, Walikota meherbitkan teguran tertulis ketiga yang
merupakan teguran terakhir; dan

d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran
tertulis ketiga, Walikota menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.

(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Walikota.

(3) Wwalikota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra
BGS/BSG.

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa:

a. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan
diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;

b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan
diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan

c. laporan pelaksanaan BGS/BSG.

(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada
Walikota dengan tembusan kepada mitra BGS/BS73 .

(6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan
oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada
Walikota.

(7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat
berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima.

(8) Mitra tetap berkewajiban nienindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat
hasil audit yang belum seclesai ditindaklanjuti oleh mitra sectclah
dilakukannya secrah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra
BGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam

perjanjian BGS/BSG.

Paragraf 11

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas BMD Berupa Tanah Yang Berada Pada
Pengelola Barang

Pasal 188

(1) Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada

Pengelola Barang, meliputi:
a. Inisiatif atau permohonan;

b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan Penilaian;
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. porhitungan besaran penerimaan dacrah berupa kontribusi tahunan
dan persontase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas
dan fungst pomorintahan;

¢ pemidliihan mita;

. penerbitan keputusan;
B penandatanganan perjanjian; dan
h. pelaksanaan,

(2) BGS/BSG atas BMD yang berada pada Pengelola Barang  dapat
ditakukan berdasarkan:
L Indstatif Walikota; atau
b.  permohonan dari pihak lain.

(3) Inisiatif Walikota atas BGS/BSG BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD.

(4) Inistatif Walikota scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.

(5) Permohonan dari pihak lain sebagaintana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

diusulkan kepada Walikota yang memuat:
a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan BGS/BSG;

¢. jangka waktu BGS/BSG; dan

. usulan besaran kontribusi tahunan.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (S), dilengkapi dengan:

a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;

b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposal rencana usaha BGS/BSG;

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/DBSG, antara lain
micliputf informasi mengenai:
1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersaniakan.

Pasal 189

(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang
digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh
Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai  wajar
BMD dan analisis dari Penilai.

(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.

(3) Apabila diperlukan, Walikota melalui Pengelola Barang dapat menugaskan
Penilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.

(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit terendah
dalam pelaksanaan pemilihan mitra.

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan Walikota.
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Pasal 190

Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung. dan
fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian

BGS/BSG.
Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan gedung

dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung .““t“k
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan ssliEgaimana
ditentukan dalam perjanjian BSG/BGS; s

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibapgun
sesuai dengan perjanjian BGS; dan

c. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Walikota.

Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan BMD.

Pasal 191

Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP BMD sebagaimana dimaksuc-i dalam
Pasal 156 sampai dengan Pasal 161 berlaku secara mutatis mutandis untuk

pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.

Paragraf 12

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG Atas BMD Berupa Tanah Yang Berada Pada

(1)

(2)

(3)

4)

(1)

Pengguna Barang

Pasal 192

BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan
BGS/BSG berdasarkan:

a. inisiatif Pengguna Barang; atau

b. permohonan dari pihak lain.

Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan dalam bentuk surat
permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Walikota.
Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG

yang ditujukan kepada Pengguna Barang.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain

meliputi:

latar belakang permohonan;

rencana peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

usulan besaran kontribusi tahunan; dan

usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk
tugas dan fungsi pemerintahan.

NN

Pasal 193

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG
terhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192
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A

2)

@)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

4)

ayat (3) kepada Walikota, yang memuat:

latar belakang permohonan;

rencana peruntukan BGS/BSG;

jangka waktu BGS/BSG;

usulan besaran kontribusi tahunan; dan

usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk

tugas dan fungsi pemerintahan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsertal

a. data BMD yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;

b. data pemohon BGS/BSG;

c. proposalBGS/BSG;

d. data BMD yang akan dilakukan BGS/BSG; dan

e. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.

Data BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menegaskan

bahwa:
a. BMD yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok Perangkat
Daerah/unit kerja; dan
b. pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG secbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.
Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang
bukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka
permohonan BGS/BSG kepada Walikota tidak perlu disertaj data pemohon
BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian adminis trasi
atas BMD yang akan dilakukan BGS/BSG.
Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada Walikota.

Ppapnpp

Pasal 194

Berdasarkan hasil penclitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 193 ayat (7), Walikota dapat memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan BGS/BSG.

Apabila Walikota tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Walikota
menerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang
dengan disertai alasan. '

Apabila Walikota menyetujui permohonan BGS/BSG, Walikota
menerbitkan surat persetujuan yang memuat perztujuan Walikota dan
Kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan BMD yang akan
dijadikan scbagai objek BGS/BSG kepada Walikota.

Penyerahan objek BGS/BSG kepada Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
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(1)

(2)

(1)

(2)

@)
(4)

Pasal 195

Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan dibangun-
di atas objek BGS/BSG ditentukan Walikota berdasarkan pertimbangan
bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Ketentuan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
sampai dengan Pasal 161 berlaku sccara mutatis mutandis terhadap
pelaksanaan BGS/BSG BMD atas tanah yang berada pada Pengguna
Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Walikota.

Bagian Kesembilan
KSPI

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 196

KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan:
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur

guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk

penyediaan infrastruktur; dan
c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang

ditetapkan oleh pemerintah.
Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program

penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 197

Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:

a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan
barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan
pada saat perjanjian dimulai (iclawback ).

Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada

pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai

perjanjian.

Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi BMD

sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.

Penetapan mitra KSPl dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Parvagrat <

Pihak Pelaksana KSPL Atas BMD

Pasal 198

vang dapat melaksanakan KSPL meliputi:
Penzelola Barang untuk BMD yang berada pada Pengelola Bavang:; atau
S una Rarang, untuk BMD vang berada pada Pengpama Baramg,
Pl aras BMD dilakukan antara pemerintah dacrah dan badan usaha,
cadin us aha sebagaimana dimaksud pada ayat (22) adalah badan usaha

berbentuk :
erseroan Terbatas;

a.
b. Badan Us aha Milik Negara;
C.
G

&
b. Peng
KS
=

i) 'l’)

Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
Koperasi.

~

Paragraf 3
PJPK KSPI Atas BMD

Pasal 199

PJPK KSPI atas BMD adalah pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah dacrah

dengan badan usaha.

Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempedomani Ketentuan perturan perundang-
undangan.

Paragraf 4
Objek KSPI

Pasal 200

Objek KSPI meliputi BMD:

a. yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. yang berada pada Pengguna Barang.

Objek KSPl atas BMD meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 5
Jangka Waktu KSPI

Pasal 201

Jangka waktu KSPI atas BMD ditetapkan oleh Walikota untuk jangka
waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.
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(2)

(3)
4)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

i i d
J;‘hdgka waktu KSPI atas BMD dan perpanjangan seb;igdegmana dimaksu
s ayat (1) di Jam perjanjian KSPI atas E
(1) dituangkan dalam p Aok L g

€rpanjan ; pl atas BMD sebaga

gan j angga waktu KSPl a sy e ure.
a ; > nment fo rcem aj

yat (1)hany.a'dap atdilakikan apabila terjadigover S st dd pada

Perpanj MD sebagaimandai
jangan jangca waktu KSPI atas B g
el diaJUIJ(arnﬂ;ermohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah

o . -
g vVernment force ma jeure terjadi.

Paragraf 6
Hasil KSPI Atas BMD
Pasal 202

Hasil dari KSPI atas BMD meliputi: 5 '

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang
dibangun oleh mitra KSPI; dan . . o
pPembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback ).

imana dimaksud pada ayat

Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagai
(1) huruf b merupakan penerimaan pemeri
disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
ditetapkan oleh Walikota.

Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
sebagaimana  dimaksud pada ayat  (3) dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPl yang dibentuk oleh

Walikota,
Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara Jain

ntah daerah yang harus

meliputi:
a. nilai investasi pemerintah daerah;

b. nilai investasi mitra KSPI;
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. karakteristik infrastruktur.

Paragraf 7

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMD Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur

(1)

Pasal 203

Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas BMD berupa:
bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;

a.

b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau
peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas
infrastruktur; dan/atau

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau

terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas

peningkatan
infrastruktur lainnya.
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(2)

(3)
(4)
()

(1)

(2)

(3)

Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kFEiﬁtan KSP1
atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perjanjian atau

pada saat berakhirnya perjanjian.
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mitra

KSP] atas BMD kepada P]PK.
PJPK menyerahkan BMD yang diterima dari mitra KSP1 atas BMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Barang hasil KSP1 atas BMD berupa infrastruktur beserta fasilitasnya
menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah.
Paragraf 8
Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas BMD Pada Pengelola Barang
Pasal 204
Tahapan pelaksanaan KSP] atas BMD yang berada pada Pengelola Barang
meliputi:
a. permohonan;
b. penelitian administrasi;
c. pembentukan Tim dan penilaian;
d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian
kelebihan keuntungan (clawback);
e. penerbitan keputusan;
f. penyerahan barang milik daerah dari Walikota kepada Penanggung
Jawab proyek KSPI;
g. pemilihan mitra;
h. penandatanganan perjanjian;
i. pelaksanaan;
j- pengamanan dan pemeliharaan:
k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan
I. pengakhiran,
KSP1 atas BMD yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan
berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara
tertulis kepada Walikota. .
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat
data dan informasi mengenai:
a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya;
b. latar belakang permohonan;
c. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain
jenis, nilai, dan kuantitas BMD;
d. rencana peruntukan KSPI;
e. jangka waktu KSPI; dan
f. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen
pendukung berupa: ;

a.
b.
C.

proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI;
surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan

surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga
dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan peraturan perundang-
undangan.
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u

rel:gt Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling
ah memuat:

a+
data dap informasi mengenai PJPK KSP;

dasay .
o 531 Penunjukan/penctapan; ¢ ol
¢ 2arang milik dacrah yang direncanakan untuk dijadikan scbagai objek

d. k. e
keStédxaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan
dengan ketentuan

e, : .
kesedlaan melaksanakan proses KSPI sesual

Peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

M wa,]ikOta melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang
@ SBjukan oleh pjpK.
Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
Pada ayat (1) menunjukkan bahwa BMD dapat dilakukan KSPI, Walikota:

4. membentuk Tim KSPI; dan
b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah
Yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai jwajar atas BMD
3 ] bersangkutan.
() Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah gasal
dan beranggotakan antara lain:
a. Pengelola Barang;

b. Perwakilan dari Perangkat Daerah terkait; dan
Perwakilan dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD

c.
= (4) Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
’ a. melakukan kajian atas BMD yang diusulkan menjadi objek KSPI;
b. melakukan Kkajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf b; dan
8 c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Walikota.
(5) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI

dibebankan pada APBD.
Tim KSPI dapat meminta Masukan kepada Penilai atau pihak yang

(6
berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 206

(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
dilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 ayat (3) sampai dengan ayat (5).

(2) Walikota menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian
kelebihan keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan perhitungan
Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan

KSPL
bagian pemeTintah daeTah dalam pembagian kelebihan

(3) Besaran
keuntungan (clawback) yang ditetapkan Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tende:.
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Pasal 207
ila permohonan KSPldia nggap

@) w I apab
alikota bitkan Keputusan KSPl ap SEIGiEN
lay & denrg(::e;em;r;l'”smngkan hasil pelaksanaan tugas Tim K.S; }1\
¢ Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendat
Mmemuat:
a. data BMD yang menjadi objek KSP; o . :
b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrasti uktur;
C. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);
d. jangka waktu KSP] atas BMD; dan
; €. penunjukan PJPK KSPI atas BMD. -
(3)  salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat
disampaikan kepada P lola Barang.
pada Pengelola Barang _ .
(4)  Apabilla permohonan KSPI  dianggap tidak layak, = Walikota
Mmemberitahukan kepada pemohon diseltai alasan®ya.
Pasal 208
JPK

(1) walikota menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepac‘la P
penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2078 ayat (1). ‘
Penyerahan objek KSPI schagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Walikota dan
PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD.
(3 Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas BMD

dan bukan scbagai pengalihan kepemilikan BMD.

Pasal 209

(1) PJPK penyediaan infrastruktur atas BMD menetapkan mitra KSPI
berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam

penyediaan infrastruktur.
Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas

(2)
BMD kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkan.
Pasal 210

PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan

(1)
mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.
Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun

0
terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.
Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dpada ayat (1), PJPK

3)
( Penyediaan Infrastruktur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI

kepada mitra KSPI. :
Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada

4)
( ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani
oleh PJPK Penyediaan Infrastruktur dan mitra KSPI.

et

‘rl.,.
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(5)

(1)

(2)

(3)

1)

(2)

1)

(2)

(3)

Penyerahan BMD yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dalam rangka pemanfaatan BMD dan bukan scbagai
pengalihan kepemilikan barang milik dacrah.

Pasal 211

PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
210 ayat (1) dan penyerahan BMD kepada mitra KSPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3) kepada Walikota déngan melampirkan.
salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah Terima.

Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum
ditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210

ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sepanjang lewat waktu tidak disecbabkan oleh hal yang dilakukan oleh
mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas BMD.

Pasal 212

Perjanjian KSPI atas BMD paling rendah memuat:
dasar perjanjian;

identitas para pihak;

BMD yang menjadi objek pemanfaatan;

peruntukan pemanfaatan;

hak dan kewajiban;

jangka waktu pemanfaatan;

besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;

sanksi; dan

j. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSPI atas BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris.

TPFR Mo a0 g

Pasal 213

L

Mitra KSPI atas BMD wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan
atas:

a. BMD yang menjadi objek KSPI; dan

b. barang hasil KSPI atas BMD berdasarkan perjanjian.

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD yang menjadi
objek dan hasil KSPI atas BMD.

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki BMD yang menjadi objek KSPI dan hasil
KSPI atas BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan

secara berdaya guna dan berhasil guna.
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4 Perbaijkan BMD sebagaimana dimaksud p:;l;lrayat [.3) hlz:ruvs:,;:tia}llssgllcsal
di ing ala saat berakhirnya jangka ; y
g id g o 1:\?1Spcmeliharaan s dagarmana dimaksud

) Seluruh bijaya pengamanan d
Pada ayat (1) menjadi beban mitra KSPL

Pasal 214
ain

Mitra KSPI dilarang mendayagunakan BMD yang merijdi obe k KSPI sel
n BMD objck KSPL

(1)
@ untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. .
) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaika

Pasal 215

(1) Bagian Pemerintah Daerah atas pembagian kelebihan keun]t)un%i:g
(Clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Dacrz
Paling lambat 31 maret.

(2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keunt_un.gan
(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu pel'J'd"l}a“’
KSPI, disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Dael'?\h _r-)almg,
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjan.

(3) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan

oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang

diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.

Pasal 216

(1)  KSPI atas BMD berakhir dalam hal:
a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD;
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD sccara sepihak olech Walikota;

peraturan perundang-

atau
ketentuan

c. ketentuan lain

undangan.

(2) Pengakhiran perjanjian KSP
b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas BMD:
tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD

dengan

sesuai
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a.
yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (c/lawback); atau
tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud pada

b.
huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
(3) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
oleh Walikota berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau

Pengguna Barang secara tertulis.

Pasal 217

(1) Pengakhiran perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat
(1) huruf b, diawali dengan penerbitan teguran tertulis pertama kepada

mitra KSPI oleh Walikota.
Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana

@) .
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
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te 3
8urap tertulis pertama diterbitkan, Walikota menebitan teguran

Y
t ;
v " (3) AQ' tlﬂ.ls kedua,
Pabi]a mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana

telmaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari seja'k
BlUran terty)js kedua diterbitkan, Walikota menerbitkan teguran tertulis

L ket;
A lg_ayang merupakan teguran terakhir. .
Pabila mijtr, KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagainiana

tdelmaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejal
sUran  teptylis ketiga diterbitkan, Walikota menerbritkan surat

(5) pfrgakhjran KSPI, |
sa—tat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
kep:diu;?;ﬁengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan

6 : : ;s

" i\::;r; KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Walikota dengan
seb Usan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas BMD
o Agaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lamz% 30

lg‘a puluh) hari terhitung sejak tanggal menerima surat pengakhiran
Perjanjian Kspl.

Pasal 218

(1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua)
@) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan
o PJPK, auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah
; . mel:flkukan audit atas pelaksanaan KSPI atas BMD.
(3) A.udjtor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
. dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK

" penyediaan infrastruktur atas BMD.
(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

kepada mitra KSPI.
(5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan melaporkannya kepada PJPK.

Pasal 219

(1) Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPl pada saat
berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak digunakan

secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD, mitra KSPI wajib

menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima.
Dalam hal masih terdapat hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4
L 218 ayat (4) yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra KSPI sctelah
dilakukan serah terima, maka Mitra KSPI tetap berkewajiban

menindaklanjutinya sampai dengan selesai.

&

(2)

(3)
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L] PPasal 220

w )
I
“.IJ K molaporican kopada Wallkota:
Wrakhieiy a KSPIsobag almana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1);

(l;' 'hu_-,- I audi sebag almana dimakaud dalam Pasal 218 ayat (3); dan
) ':':'-'*'” -'!lulll yang belum diselesalkan sebagalmana dimaksud dalam
@) ppy asal 219 ayat (4),
' Menyerahkan kepada Wa likota:
. objek Kspy s'ehagalmana dimales ud dalam Pasal 219 ayat (1); dan

B. Fas
> hasil KSpj § chigalmana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2).

Paragraf 9
Penatausahaan

Pasal 221

(1 D o
) l(-ngclolzl Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas

) PMD Yang berada pada Pengelola Barang.
engguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas

BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Pasal 222

(1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah
atas KSPI kepada Walikota sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti
pcenyetoran pendapatan dacrah.

(2) Bukti penyctoran pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPL

Paragraf 10
Sanksi Dan Denda

Pasal 223

(1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan
pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas pembagian
keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, maka mitra
KSPI atas BMD wajib membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah

perjanjian.
Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

2

@ penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara
dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, maka mitra KSPI
memperbaiki sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas BMD.
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(5)

N (e

(1)

(2)
(3)

Dalam hal BMD yang mienjadi objek KSPI hilang selama pelaksanaan masa
KSPI akibat kesalahan atau kelalalan mitra KSPI, maka mitra KSPI wajib
mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau barang
yang scjenis dan setara,

Penggantian BMD  sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
selesai dilaksanakan paling lamibat pada saat berakhirnya KSPI.

Pas al 224

Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 223 ayat (3) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dilakukan,
maka mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan'/atau penggantian
tersebut secara tunai.

Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh PJPK.

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Dacrah paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat

2).

Pasal 225

Mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:

a.

(1)

(2)

(3

belum meclakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana
dimaksud dalam 223 ayat (3) sampai dengan ayat (6) pada saat berakhirnya
KSPI; atau

belum menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil
pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.

Pasal 226

Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penycrahan BMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 belum dilakukan terhitung 1

(satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 225, maka mitra KSPI dikenakan sanksi administratif berupa
surat peringatan.

Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan BMD belum
dilakukan terhitung 1 (bulan) scjak diterbitkannya surat peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mitra KSPI dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.

Dalam hal denda scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi mitra
KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Paragraf 11
Tata Cara Pelaksanaan KSPl Atas BMD Pada Pengguna Barang

Pasal 227

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dalam Pasal 204 sampai dengan

"Pasal 220 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan

KSPI pada Pengguna Barang.

Pasal 228

Walikota melakukan penelitian administrasi terhadap BMD yang berada pada
Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari Pengguna Barang
bahwa BMD yang menjadi objek KSPl tidak sedang digunakan atau tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

(1)
(2)

(3
(4)

(1)

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 229

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang
wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hukum.
Pengelola Barang wajib menyimpan bukti kepemilikan BMD dengan tertib

dan aman.
Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam
rangka pengamanan BMD tcrtentu dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pengamanan Tanah

Pasal 230

Cara pengamanan fisik tanah meliputi:

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan

c. melakukan penjagaan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2)

N @

(4)

(5)

(6)

(2)

Pengamanan fisik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.
Cara pengamanan administrasi tanah meliputi:
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen

bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
b. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
c. membuat kartu identitas barang;
d. melaksanakan inventarisasi/sensus BMD sekali dalam 5 (lima) tahun

serta melaporkan hasilnya; dan
e. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna.
Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama
pemerintah daerah.
Dalam hal pembangunan pagar batas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka
pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok

penanda batas tanah.
Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dibuat dengan ketentuan meliputi:

a. berbahan material yang tidak mudah rusak;
b. diberi tulisan tanda kepemilikan;

c. gambar lambang pemerintah daerah; dan
d. informasilain yang dianggap perilu.

Pasal 231

Cara pengamanan hukum terhadap tanah scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 230 ayat (4) huruf a meliputi:

a. apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara
lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen sctara
lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan
sertifikat atas nama Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. apabila BMD tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, maka
Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti
riwayat tanah,

Pengamanan hukum terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

230 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan

permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor

pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
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Paragmraf 3
Tata Cara Peng amanan Gedung Dan/atau Bangunan

Masal 232

Cara pengamanan {isik gedung dan/atau bangunan meliputi:

a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;

L. Mmemasang tanda kepemilikan berupa papan nama;

c. melakukan  tindakan antisipasi  untuk  mencegah/menanggulangi

tevjadinya kebakaran;

d.gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang

berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan
langsung kepada masyarakat dapat memasang; Closed-Circuit Television
(CCTV); dan/atau

e. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan

peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung
dan/atau bangunan tersebut.

Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:

a.
b.
C.

fungsi penggunaan bangunan;
lokasi bangunan; dan
unsur nilai strategis bangunan.

Cara pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan meliputi:
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib

dan teratur terhadap:

a.
b.
C.

d.
e.

28

dokumen kepemilikan berupa Surat 1zin Mendirikan Bangunan;
keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan;
daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;

daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;

Berita Acara Serah Terima; dan

dokumen terkait lainnya yang diperiukan.

Cara pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan meliputi:

a.

b.

melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, bagi bangunan
yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan
mengusulkan penetapan status penggunaan.
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(4)
)

1)

Paragral 4
Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

Pasal 233

Pengamanan fisik kendavaan dinas dilakulkan terhadap:

a. Kendaraan Perovagan Dinas, meliputl kendaraan bermotor yang
digunakan bagt pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota;

b. Kendaraan Dinas Jabatan, meliputi kendaraan yang disedlakan dan
dipergunakan pejabat untuk keglatan operaslonal perkantoran; dan

c. Kendaraan Dinas Opcrasional, meliputi kendaraan yang  disediakan
dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan
pelayanan umum.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara

Serah Terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang yang nmiclakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas,

dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.

Berita Acara Serah Terima scbagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi

klausa:

a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan,
meliputi: nomor polisi, merck, tahun perakitan kendaraan, kode
barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang
melekat pada kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan scluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas;

d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat
berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara scerah
terima kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara

penyerahan.

Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab

penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 234

Pengamanan fisik terhadap Kkendaraan dinas jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat

Berita Acara Serah Terima kendaraan antara:

a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang mienggunakan
kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;

b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang
menggunakan kendaraan dinas jabatan.
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(1)

(2)

@3)

(1)

B::]ts:a Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
2 antara lain:
per.nyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan: nomor
Polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian
b P Fl engkapan yang mclekat pada kendraan tersc_abut;;
pe?,y'“tilan tanggung jawab atas ked araan d inas dengan seluruh
c Nsiko yang miclekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; .
© Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan  setelah berakhirnya
d Jangka wakty penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
* Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat
erakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah
Pe terima kendaraan. -
Ngembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara
Peny erahan kembali,
Jabatan menjadi tanggung jawab

p:h”angan Kendaraan Dinas
na“ggUng jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundahg-undangan.

Pasal 235

P?ngamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf c dilaltukan dengan membuat
Surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional
dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Mmemuat antara lain:
nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan

a.
perlengkapan kendaraan tersebut;

b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan
seluluh Tisiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

C. pelnyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segeFa setelah
jangka waktu penggunaan berakhir;

d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita

acara penyerahan kembali; dan

€. menyimpan kendaraan dinas operasional

ditentukan.
Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau

kelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka Pejabat/penanggung
jawab yang menggunakan kendarfaan dinas sebagai penanggung jawab
kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

pada tempat yang

perundang-undangan.
Pasal 236

Cara pengamanan administrasi kendalaan dinas meliputi: menghimpun,
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan Secara tertib dan teratur atas

dokumen:
bukti pemilik kendaraan bermotor;

a.
b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan;
c. Berita Acara Serah Terima;

d. kartu pemeliharaan;
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¢e. data daftar barang;dan
f.  dokumen terkait lainnya yang diperlukan.
(2) cara pengamanan hukum Kendaraan Dinas meliputi:

a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan
bermotor; dan

b. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada
pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas
bermotor.

Paragraf 5
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pasal 237

(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang
menelantarkan rumah negara.

(2) Cara pengamanan fisik rumah negara meliputi:
a. pemasangan patok; dan/atau
b. pemasangan papan nama.

(3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi unsur, antara lain:
a. logo pemerintah daerah; dan
b. nama pemerintah daerah.

Pasal 238

(1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah
rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi
setempat.

(2) Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah
daerah.

Pasal 239

(1) Pengamanan fisik terhadap BMD berupa rumah negara dilakukan dengan
membuat Berita Acara Serah Terima rumah negara.

(2) Berita Acara Serah Terima scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan rumah ncgara dengan pejabat negara atau pemegang
jabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara atau
pemegang jabatan tertentu;

b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang
menggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang;

c. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan rumah
negara jabatan Pengguna Barang;

d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang 7ang menggunakan
rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
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e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab
rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuas a
Pengelola Barang.

(3) Berita Acara Serah Terima scbagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

antara lain:
a. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan

jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang
sarana/prasarana rumah necgara dalam hal rumah negara terscbut
dilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;

b. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan scluruh risiko
yang melckat atas rumah negara terscbut;

¢. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara sctelah berakhirnya
jangka waktu Surat Izin Penghunian atau masa jabatan telah berakhir
kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

d. Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat lzin Penghunian
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

e. Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi
sarana/prasarana scsuai Berita Acara Serah Terima dan diserahkan
kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat
Izin Penghunian kepada Pengcelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang; dan
f. Penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 240

(1) Kewajiban penghuni rumah negara, antara lain:
memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab,
termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara

bersangkutan; dan
b. menyerahkan rumah necgara dalam kondisi baik kepada pejabat yang

berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat lzin
Penghunian.
(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk:
mengubah sebagian atau scluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari
pejabat yang berwenang pada Perangkat Dacrah yang bersangkutan;
b. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan
peruntukkannya;
Cc. meminjamkan atau menycewakan rumah
maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
d. menyerahkan rumah necgara, baik sebagian maupun keseluruhannya,
kepada pihak lain;
menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai
agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun;
dan
f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi setiap
suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

a.

a.

negara, baik scbagian
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» ;im"" "Iull‘nml"l"ll'l:t'l')'ulnll'l.:lnl I‘;::fl:;:“l";:::l'olh pogrn polongan | ditataphan obsh
thpelola Bare
(1) (\'::n:, 1210 ,.:,'“‘:;l'ﬁ'ml“” antule vl nogara golongan 1 dan ol 1]
5 Y p Livn oloh Pongy g
B . Brat 1z, l’u'n';;l:|:|:;:f:|'|::slllp.,:;;.’llmtl‘nu dimnksud pada aya, (3) dan apt (4)
Paling rondah harus moneantumbkin;
A Nama pegawal/nama pefabat, Homor Indul Pegawal, dan jabat an calon
penghunt rumah negars;
Y masa berlaku panghunlan;
C pernyataan hahwa penghuni  hersedba mementthi keveajiban  yang,
melekat pada rumah negpora; _
d. menerbitkan pencabutan Surat. lzin Penghunian teerhadap pengpunt,
yang dilakukan:

L. paling lambat 1 (satu) bulan terbitung e jak saat mening g al dunia,
bagl penghunt yang mening gal dunia;

2. paling Jambat 1 (satu)  bulan  terbitung  sefak kuputu:,fn!
pemberhentian, bagl penghuni yang berbentl atag kemauan sendiri
atau yang dikenalkan hukuman digiplin pemberhentian;

o 3. paling lambat 2 (dua) mingpu terhitung sejak saat terbukti adanya
pelanggaran, bagl penghuni yang melanggar larangan penghunian
rumah negara yang dibuninya; dan

| 4. paling lambat 6 (enam) bulan schelum tanggal pensiun, bagi

J penghuni yang memasukl us fa pensiun,
J Pasal 242

(1)  Penghuni rumah negara golongan | yang tidak lagi menduduk] jabatan

harus menyerahkan rumah negara.
(2) Penghuni rumah negara golongan If dan golongan 111 tidak lagi menghuni

atau menempati rumah negara karcena:
dipindahtugaskan;

izin penghuniannya berdas arkan Surat Izin Penghunian telah beralhir;
berhenti atas kemauan sendiri;

berhenti karena pensiun; atau

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

O <P T Y

Pasal 243

(1) Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara
Golongan Il dan rumah negara golongan IlI yang meninggal dunia wajib
menyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan
terhitung scjak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin

Penghunian.
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(2) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan I dilakukan
oleh Pengelola Barang.
% (3) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan Il dan Golongan '
II1 dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan rumah negara

) . bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.
Pasal 244
|3

(1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I,
rumah negara golongan Il dan rumah negara golongan lII, maka Pengelola
Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan penyelesaian
dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Walikota.

(2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan Perangkat
Daerah/unit kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 245

Cara pengamanan administrasi BMD berupa rumah negara meliputi:

menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan

teratur atas dokumen, antara lain:

a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;

b. Surat Izin Penghunian;

C. keputusan Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan |,

golongan II atau golongan III;
» d. gambar/legger bangunan;
_ e. data daftar barang; dan
A f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian.
*’/
/ Paragraf 6

Tata Cara Pengamanan BMD Berupa Barang Persediaan

Pasal 246

(1) Cara pengamanan fisik barang persediaan meliputi:

a. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis
barang;

menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat

penyimpanan, jika diperlukan;

menyediakan tempat penyimpanan barang;

melindungi gudang/tempat penyimpanan;

menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukan;

menghitung fisik persediaan secara periodik; dan
g. melakukan pengamanan persediaan.

(2) Cara pengamanan administrasi barang persediaan meliputi menghimpun,
mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas
dokumen:

a. buku persediaan;

b. kartu barang;

c. Berita Acara Serah Terima;

d. berita acara pemeriksaan fisik barang;

o

™o oan
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(?' Surat Perintah Penyaluran Barang;
lapovan persediaan Pengguna
- Sicn‘\cstcmn/tnlmnnn: '
C @) E- ~ dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
ara Pengamanan hukum barang persediaan meliputi: pemprosesan
_m"t“tﬂ" ganti rugi yang dikenakan pada pihak yang bertanggungjawab
atas Kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, sesuai ketentuan

e ‘L ™ Ny
Peraturan perundang-undangan.

Barang/Kuasa Pengguna Barang

Paragraf 7

T . .
Rf:ta Cara Pengamanan BMD Selain Tanah, Gedung Dan/Atau Bangunan,
mah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita
Acara Serah Terima

Pasal 247

(1) Pengamanan fisik BMD berupa selain tanah, gedung dan/atau bangunan,
Fumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen belita
acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang
sudah ditentukan di lingkungan kantor-.

(2) cara pengamanan administrasi barang milik daerah besrupa selain tanah,
gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpah, dan menatausahakan secara tertib

dan teratur atas dokumen:

a. faktur pembelian;

b. Berita Acara Serah terima; dan

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung
dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang pelsediaan yang
mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan
melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-
pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan

&)

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Tata Cara Pengamanan BMD Berupa Barang Tak Berwujud

Pasal 248

Cara pengamanan fisik BMD berupa barang tak berwujud meliputi:
membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak tertentu yang

a.
berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;
melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang

b.
dianggap strategis oleh Pemerintah Daerah.

(1)
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Sara Pengamanan adminstrasi bavang milik dacrah berupa barang tak
SrWujud meliputii: —
H me“ghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara
tertib dan teratur terhadap dokumen:
1. Berita Acara Serah Terima;
2. lisensi; dan
3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
b. Mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang

Mmemiliki kewenangan.

Bagian Kedua
Pemcliharaan

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 249

) Barang yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMF dalam penguasaan
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang
bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang berada dalam
Penguasaannya.

(3) Pemeliharaan BMD sebagaimana dimakud pada ayat (2) bertujuan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam keadaan
baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.

(4) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan
pemeliharaan BMD dalam jumlah yang cukup.

(5) Biaya pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan
pada APBD.

(6) Dalam hal BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya
pemeliharaan menjadi  tanggung jawab sepenuhnya dari mitra

pemanfaatan BMD.

anggaran  bclanja

Paragraf 2
Tata Cara Pemeliharaan BMD

Pasal 250

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagai bagian dari daftar kebutuhan

BMD. _
Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang

|
@ yang berada dalam kewenangannya.
Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang

3
() sebagaimana dimaksud padga ayat (2) secara tertulis kepada Pengguna
Barang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per

semester terhadap:
a. anggaran belanja dan realjsasi belanja pemeliharaan; dan

b. target kincrja dan realisasi target kinerja pemeliharaan,
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(4)

)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)

&)

(4)

1)

2)

Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyusun daftar hasil
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi

pemeliharaan BMD.
Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan

Barang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.
Pasal 251

Dalam rangka tertib pemeliharaan, pengurus barang/pengurus barang °
pembantu melakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan setiap

jenis BMD.
Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:
nama barang;

spesifikasinya;

tanggal pemeliharaan;

jenis pekerjaan atau pemeliharaan;

barang atau bahan yang dipergunakan;
biaya pemeliharaan;

pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan
hal lain yang diperlukan.

TR P AN g

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 252

Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Biaya penilaian BMD dibebankan pada APBD.

Pasal 253

Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan olzh:

a. Penilai Pemerintah; atau

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.

Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai
selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan
menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
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at (1) dilaksanakan untuk

(3)
Pen”aian BMD sebagaimana dimaksud pada ay d 4
ki Mendapatkan nilai wajar scsuai dengan ketentuan perataran perundang
L "I ¢ undahgan z
d 4) el . ; ang dineroleh dari hasil
A a1 wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dipcrole
/ Penilajay, menjadi tanggung jawab Penilai.
L
Pasal 254

dalam rangka

a -
) Penilajay BMD selain tanah dan/atau bangunan :
Pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang diwtapkan

@) '(I)‘leh Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Walikota. .
Im Sebagainiana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga
Yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. .
Penilaj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah

@) orau Penilai Publik.
enihian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
Mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(3

| —

5 Undangan,
) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh

Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMD

©) al’l)_fa merupakan nilai taksiran.
Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

Walikota,
Pasal 255

o
(1) Dalam kondisi tertentu, Walikota dapat melakukan penilaian kembali

'y dalam rangka koreksi atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca

N
Pemerintah Daerah.
Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses

- (@
: revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar

penilaian.
(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman
pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional berupa kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah
Daerah.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 256

tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan

n
BHD P8 dipindahtangankan.

1
(1) Daerah dapat
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) Panah dan/zatan bamgiavan se gt dbabond datam Pasel SR ayal

(6)

(2) hurut o melipatt

ac tanah  dan/Zatan boagunan  yang werupalean loategoct  rval
nepara dacrah ;{\\l\\l\n.\l\ nh

B, tanah vang wmerupalan tanale kavilng s menurat perencanian
awalva  untuk pembanpunan  peramahan pegawal - negoret alpll
pemerintalt davval yang heveampkutan,

Tanalt dan/ataun bangunan sebagativana divaleand dalam Pasal 257 ayal

(2) hurat A, weliputi tanale dan/atau bangunan yang digonakan T

Kegiatan vang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyaralal

luas, vakvat banyak/bersama, dan/atan kepentingan pembangunan,

termasuk  diantaranya  kegiatan  pemerintah - daerah daliy il p

hubungan persahabatan antara negara/daceal dengan negara laln atan

masyarakat/lembaga internastonal.

Kategori bidang keglatan sebagatmana dimaksud pada ayat (§) antara laln

meliputi:

a.  jalan umum termasuk akses jalan sosuai peraturan perandangan;

b.  saluran air minum/aiv beesih dan/ataun saluran pembuangan alr;

¢. waduk, bendungan dan  bangunan  pengaivan lalnnya,  termanuk
saluran ivigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat keschatan mas yaakat;

€. sarana prasarana perhubungan;

f. tempat ibadah;

g. sckolah atau lembaga pendidikan non komersial

h. pasar umum;

L. tasilitas pemakaman umum;

j-  fasilitas keselamatan umum, antara lain tng gul penanggulangan
bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

K. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

. sarana dan prasarana olahraga untuk umum:

m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta s arana pendukungnya
untuk lembaga penyiaran publik;

n. kantor pemerintah, pemerintah dacrah;

o. fasilitas Tentara Nasionnl_ Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. perumahan;

q. tempat pembuangan sampah untuk umum;

r. cagar alam dan cagar budaya;

s. promosi budaya nasional;

t. pertamanan untuk umum;

u. panti sosial;

v. lembaga pemasyarakatan; dan

w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk
instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat terpisahkan.
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(2) R
Bentuyk pemindahtanganan BMD meliputh:

a. 3
Penjualan
tukar menukar;

<. hibah; atau
(3) €. penyertaan modal pemerintah dacrah. . n
' gcc""’” pemindahtanganan BMD bentulk hibah, c.ial'am Pemdfntangan
MD dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
Bagian Kedua
Persectujuan Pemindahtanganan
Pasal 257
(1 . .
) gemmdahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan
PRD untuk:
lebih dari

a.
N tanah dan/atau bangunan; atau
- selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
emindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebaga
setujuan DPRD,

yat (1) huruf a tidak memerlukan per

imana

(2)
dimaksud pada a

apabila:
sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

a.

b. h\_’all‘us- dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen penganggara™;

C. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang

e.
telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan

tidak layak secara ekonomis.

Pasal 258

(1) Te.mah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat

(2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan
perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan

dimaksud terjadi
wilayah.

(2) Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu
dilakukan penyesuaian yang berakibat pada perubahan luas' tanah
dan/atau bangunan tersebut.

(3) Bangunan yang harus dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
257 ayat (2) huruf b, meliputi bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut
akan dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas
tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi ahnggaran yang telah

disediakan dalam dokumen penganggaran.
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Pasal 259

(1) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang
sctelah mendapat persctujuan Walikota.

(2) Pemindahtanganan BMD seclain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persctujuan Walikota.

(3) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan:

a. nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar
menukar dan penyertaan modal; dan

b. merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk
hibah.
(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diajukan oleh Walikota.
(6) Usulan persctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan per tiap usulan.

Bagian Ketiga
Penjualan

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 260

(1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak
digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ckonomis lebih menguntungkan bagi dacrah apabila dijual;
dan/atau

c. scbagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi BMD yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyeclenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Dacrah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

Pasal 261

(1) Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjualan BMD
yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis
dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai
harga tertinggi.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.
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3)

Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. BMD yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

b. BMD lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BMD yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, meliputi: '

a. Rumah negara golongan Il yang dijual kepada penghuninya yang sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:

1. Walikota;

2. Wakil Walikota;

3. mantan Walikota; dan
4. mantan Wakil Walikota.

BMD lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat [4) huruf b meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan
umum;

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya
digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam
Dolkumen Pelaksanaan Anggaran;

C. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar
(force majeure);

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak iain yang dijual kepada
pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun
kembali; atau

f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta
rupiah) per unit.

Pasal 262

Dalam rangka penjualan BMD, dilakukan penilaian untuk mendapatkan
nilai wajar.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
bagi penjualan BEMD berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan
rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254.
Penentuan nilai dalam rangka penjualan BMD secara lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan
faktor penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan
terendah yang disampaikan kepada Walikota, secbagai dasar penetapan
nilai limit.
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aksud pada ayat () adalah

(6)
o~ ana dim
h g Tt /bac : cchapalimana
y ap it/batasan terendah sChagaitins ‘
(7 WA minja) Darang yangg akan (Hlullll'j_,. ¢ (6) diatapkan A
S(:l'm e S"'l“muimm;.-n dimaksuid pada aya
aky penjual,
pasal 263
ij elan

gunan yang tidak laku dijual pada | g
: sta) kali.
o ] pada ayat (1) dapat

ana draksud
BMD sebagaimana dimaksud

wdhaklanjuti dengan
itaan modal atau

1) p
p(_{\:? berupa tanah dan/atau ban
@) nd,dm“' dilakukan lelang ulang sebany
di] |q Pelaksanaan lelang ulang sebagaim
(3) D1a Kukan penilaian ulang.
p.< am hal setelah pelaksanaan lelang ulang, Porcs
ada ayar (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang 5
benjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, peny
gemanfaatan_
engelola Barang dapat melakukan kegl
ayat (3) atas BMD setelah mendapat perse

Pasal 264

atan sebagaimana dimaksud pada
tujuan Walikota.

4

an yang tidak laku dijual pada

k 1 (satu) kali.

1
(1) BMD berupa selain tanah dan/atau bangun
a ayat (1) dapat

(2) kﬂang pertama, dilakukan lelang ulang sebeinya
Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pad

d“akukan F

penilaian ulang. . . e
(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada
menindaklanjuti dengan

»

- ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang L

Penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.
sud pada

) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimak :
ayat (3) atas BMD selain tanah dan/atau bangunan sctelah mendapat

persetujuan Walikota untuk setiap kegiatan bersangkutan.
Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan

(5)
modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan,

maka dapat dilakukan peniusnahan.
Pasal 265

Hasil penjualan BMD wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum

(1)
()

Daerah.

Dalam hal BMD berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke

rekening Kas Umum Daerah.
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Paragraf 2
Objck Penjualan

Pasal 266

Objek penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna

Barang, mieliputi:
a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau banguan.
Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. Teknis;

b. ekonomis; dan

C. Yyuridis.

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas

pemerintahan daerah;
c. tanah Kkavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya

diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri

pemerintah daerah yang bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau
e. BMD yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penctapan status

penggunaan atau pemanfaatan.
Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. teknis:

b. ekonomis; dan

C. memenuhi persyaratan yuridis.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. BMD yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak

ekonomis apabila diperbaiki;
b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami
perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,
hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami
pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau

susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

C.
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pasal 267
t awal perencanaan

an pegawai negert

menuru
d dalam Pasal 266

: ag
kavling Y perumah
dimaksu

an scbhagaimana
d&an ersyaratan:
+ ti perencanaan awal

Pengajuan er eanjualan disertal é¢en gan buk !
Yang menl;at:;:;:on?;;}?;? tanah terdmu: akan. digunakan unFuk
Eemgu"a" perumahan pegawai negeri pemerihah daerah yang
€rsangkutan; dan : .

da setiap pegawal ne€

pen)Ua.lan dilaksanakan langsung kep
Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 268

geri sipil

Penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat
ilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling

Singkat 7 (tujuh) tahun.
d pada ayat (1) meliputi:

Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksu
a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya

” dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
- terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai
dak dalam kondisi baru.

B dokumen kepemilikan, untuk perolehan ti
alam hal BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa

]}:Ondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan
PenC_laraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.
enjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan

sesuai

tertulis dari instansi yang berkompeten

Paragraf 3
Tata Cara Penjualan BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 269

Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang

dilakukan berdasarkan:
Inisiatif Walikota; atau

a.
b. Permohonan pihak lain.

Penjualan BMD pada Pengelola Barang diawali dengan membuat
perencanaan penjualan yang meliputi :

a. data BMD;

b. pertimbangan penjualan; dan
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola

Barang.
Pengelola Barang menyampaikan usulan penj :
. . : jualan kepada Wal -
disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud gada ay:tlao)h
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Pasal 270

Walikota melakukan penclitian atas  usulan  penjualan  sebajraimana
dimaksud dalam Pasal 269 ayat (3).

Dalam melakukan penelitian sebagalmana dinvaks ad pada ayat (1),
Walikota membentuk Tim.

Penclitian scbag aimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.  penclitian data administeatif antuk meneliti:

1. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk  lokasi
tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk
data BMD berupa tanah;
tahun perolchan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan,
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa
bangunan; dan

3. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data

identitas barang, untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau
bangunan.
b. penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Hasil penelitian schagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan olch Tim
dalam Berita Acara Penelitian untuk sclanjutnya disampaikan kepada
Walikota melalui Pengelola Barang.

Berdasarkan Berita Acara Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Walikota meclalui Pengclola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas BMD yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai
dasar penctapan nilai limit penjualan BMD.

£

Pasal 271

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD
kepada Walikota. |

Apabila penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan

persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetujuan penjualan kepada DPRD.

Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 257
ayat (1) huruf a;

b. selain tanah dan/atau bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
257 ayat (1) huruf b.

Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mclebihi batas

waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu

harus dilakukan penilaian ulang.

Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih

tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya

yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Walikota tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan

BMD kepada DPRD.

Walikota melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) kepada DPRD.
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Pasal 272

Walikota menetapkan BMD yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian
yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 ayat (4) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
271 ayat (1) dan ayat (2).

Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. data BMD yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan

c. nilai limit penjualan dari BMD,

Apabila keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penjualan BMD yang dilakukan secara lelang,
Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan BMD dengan cara
lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Apabila keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola
Barang melakukan penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.
Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus
dilakukan serah terima barang dan dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima berdasarkan:
a. Risalah lelang, apabila penjualan BMD dilakukan secara lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan BMD dilakukan tanpa lelang,
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik
daerah kepada Walikota.

Paragraf 4
Tata Cara Penjualan BMD Pada Pengguna Barang
Pasal 273
Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan
permohonan Penjualan, meliputi:
a. data BMD,
b. pertimbangan penjualan; dan
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengpguna
Barang.
Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan
permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Walikota.
Tata cara penjualan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 269 sampai dengan Pasal 272 berlaku secara mutatis
mutandis dalam tata cara penjualan BMD pada Pengguna Barang.

Pasal 274

Serah terima barang penjualan BMD pada Pengguna Barang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada

Pengelola Barang.
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Paragraf 5 ‘
rorangan Dinas Kepa da Pejabat Negara,

antan Pejabat Negara Dan Pegawal Aparatur Sipil Negara

Pasal 275
- — P
x}:":l at kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa.mdahl e
a ; ?da Pejabat negara dan mantan pejabat negara, meliputi:
elah berusia paling singkat 4 (cmpat) tahun:
1. terhitung naulai  tanggal, bulan, tabun perolehannya,

Perolchan dalam kondisi baru; atau Kk
terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untu

untuk

b Perolehan selain tersebut pada angka 1.

S. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

k}’arat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa me!alui .lelang
°Pada pegawai aparatur sipil negara adalah telah berusia paling singkat

> (lima) tahun:
e terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan

dalam kondisi baru; atau
terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolchan

selain tersebut pada huruf a.

Pasal 276

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:

Q. pejabat negara;
b. mantan pejabat negara; atau

C. pegawai aparatur sipil negara.

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Walikota; dan

b. Wakil Walikota.

Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Mantan Walikota; dan

b. Mantan Wakil Walikota.
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- Pasal 277

Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas

tanpa melalui lelang meliputi:
telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat)

a.
tahun atau lebih secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada
instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda, terhitung mulai

tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan

b.
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
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batan Pejabat Negara.

abat Negra sebagaimana dimaksud

p ala peride jabatan Pejabat Negara
Jdangan.

melalui lelang palng

Pe’j dat Negara, untuk

T Pada tahun terakhir periode ja
ahun terakhir periode jabatan Pej

S:SCLa ayat (1) adalah tahun terakhir
KE!ndal dengan ketentuan peraturan per.L'mdang-un
ban araan perorangan dinas yang dijual tanpa
Yak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang

tiz .
'aP penjualan yang dilakukan.

Pasal 278
Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas

t

anpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
bdian selama 4 (empat)

lani masa jabatan pada

bel, terhiting mulai

a
telah memiliki masa kerja atau masa penga
dengan berakhirnya

tahun atau lebih secara berkelanjutan menja
::nstanSl yang sama atau pada instansi yang ber
anggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai

Masa jabatan;
belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui

b.

lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengafafcaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan i

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa anelalui lelang kepada
mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu)
Orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan
perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa

jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 279

Pegawai aparatur sipil negara yang dapat membeli kendaraan perorangan

dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas)
tanggal

a.
tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai
ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;
b. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5
(lima) tahun baik dalam instansi yang sama atau pada instansi yang

berbeda;dan
c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas

yang dijual .kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai
aparatur sipil negara yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan

ketentuan:
a. kendaraan dfengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh)
tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar

kendaraan; dan
kendaraan dengan umur lebijh dari 7 (tujuh) tahun, harga jualn
adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan. i "
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Ihbayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas

tan
lalang dilakukan dengan: '
gembayaran sckaligus, bagi Pecjabat Negara/mantan Pejabat Negara;
an
pel\]baynl.
B ASN.
° Biyaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui

genyettfran ke rekening Kas Umum Daerah:
" Palihg lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat

B P eretujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan
"$'2SU d1 mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna

an secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai

A Ig-'_arang dengan pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran. _
Pabila Pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas

Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lunas dibayar, maka:
la)‘ l]:endaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;

i _endal‘aan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
C. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat
q €gara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai aparatur sipil negara; dan
* Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan,

dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 280

Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) huruf a, Pasal 278 ayat
(1) huruf a, dan Pasal 279 ayat (5), dicabut haknya untuk membeli

kendaraan perorangan dinas.
tidak memenuhi ketentuan

Pegawai aparatur sipil negara yang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b, ayat (4) huruf b,

dan ayat (5) dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas
tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dan oleh Pegawai
aparatur’ sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan
kembali untuk pelaksanaan tugas.

Pasal 281

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jengka waktu 1 (satu)

tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan
Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang membeli
kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan
harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2).

Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan

rutin atas kendaraan perorangan dinas.
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Pasal 282

(1) Pejabat Negara atau Pepaswal Aparatar Siptl Negara yang pernah membeli
kendaraan perorangan dinas, dapat membeli kgl 1 (satu) unit kendaraan
perorangan dinas tanpa melalut lelang setelah fang ka waktu 10 (sepulub)

tahun sejak pembelian yanp pertama,
(2) Pembelian kembali  atas  kendaraan  perorangan  dinas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut
masih aktif sebagai Pejabat Nepara scecara berkelanjutan.

Pasal 283

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, diawali dengan pengajuan
permohonan penjualan oleh:

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun scjak berakhirnya
masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; dan
c. Pegawai Aparatur Sipil Negara.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada a7at (1) disampaikan

oleh:
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;

b. Mantan Pejabat Negara kepada Walikota; dan
c. Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Pengguna Barang.
(3) Surat Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara ”

lain:
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir;

dan :
b. alasan periohonan penabelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 284

(1) Surat Permohonan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3)
dilampiri dokumen pendukung, meliputi:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat
keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;

b. fotokopi kartu identitas;

C. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah
membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat
Negara;

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan
pengangkatan menjadi Pcjabat Negara secara berkelanjutan dengan
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan
perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf ¢;

e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan
perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan
menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan

f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang #au tidak pernah
dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun.
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(2)

€Y

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

Do) !
y ndukung scbagaimana dimaksud-pada ayat (1) bagi pegawai

Apal;men pe
a, fbatur$il Negara, meliputi: - .
tokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah
b, . ! 9Vinsi,
c f°t°k°l3i surat keputusan pengangkatan Calon Pegawal NegeriSipil;
qd. Somkopi kartu identitas;
e Pernyataan yang mienyatakan belum pernah membeli atau pcrnah
w‘embcﬁ kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sctelah jangka
e g '?ktu 10 tahun sejak pembelian pertama; dan '
d':n at pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah
plt]'flntUt tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara
aling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal 285 ‘
Be -
ay;tdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasgl 283
(3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjudan,
antara ]ain: i

a. 2 ; :
data adminjstrasi kendaraan perorangan dinas; dan
Penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas

tanpa melaluj lelang.
am hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada

ayat (.‘1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang
mengajukan usulan penjualan kepada Walikota selaku pemegang

;{ekuasaan pengelolaan BMD disertai:
- fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan:
surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud

C.
dalam Pasal 373 ayat (2) dan ayat (3);

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan

€. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan

pengganti.

Walikota melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam melakukan penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Walikota membentuk Tim untuk:
dan peltimbangan

a. melakukan penelitian kelayakan alasan

permohonan penjualan BMD;
b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan

perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada

Walikota melalui Pengelola Barang. _
Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai

dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.
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Pasal 2806

(1) Pengelola Barang mengajukan  permohonan  persetujuan  penjualan
berdasarkan hasil penclitian dan penilalan sebag abmana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (5) dan ayat (7) kepada Wallkota sesuai batas
kewenangannya.

(2)  Apabila persctujuan Wallkota scbhagaimana  dimaksud pada ayat (1),
melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebcelum dilakukan penjualan
terlebih dahulu harus dilakukan penilalan ulang .

Walikota mienyetujui dan mencetapkan kendaraan perorangan dinas yang
akan dijual berdasarkan hasil penclitian dan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:

data kendaraan perorangan dinas;

nilai perolchan;

nilai buku;

harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) untuk Pejabat Negara
dan pegawai Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam hal Walikota tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang Walikota memberitahukan secara tertulis
kepada pemohon melalui Penggelola Barang. -

(4) Berdasarkan penctapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola
Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat
Negara/mantan Pcjabat Negara.

(5) Berdasarkan penctapan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna
Barang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas
yang ditandatangani Walikota dengan pegawai Aparatur Sipil Negara.

(6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling rendah memuat:

. ldentitas pegawai Aparatur Sipil Negara;
data kendaraan perorangan dinas;

bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan
hak dan kewajiban kedua belah pihak.

PRpEp

o0 gop

Pasal 287

(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daecrah, terdiri dari:
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan
perorangan dinas secbagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2); dan
b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1).
(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah
sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 279 ayat (2).
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(0)
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(2)

3)

Pegaswai Apacatur Sipll Nepoawa melalakan pembayaran ke Kas U

Dactah, tendin dari

A pembelan kendaran poorangan dinas sesial hargea jual kendaraan
perorangtan divas selag admana dinvalesud dalam Pasal 279(1); dan

b bava vang: telah dike rkan oleh pemwrintah daeeab ontuk perbatkan
Kendaraan perorangan ilinas yangg akan dibell datom jangka wakt |
(sat) tahun sebelum adanya persctojuan  penjualan sebagainim.a
dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1).

Serah terina barang dilaks anakan setelah lunas dibayar yang dibuktilean

dengan  surat  keterang an - pelunasan pembayaran  dari Penge lola

Barang /Peng guna Barang.

Pengelola Bavang /Pengpuna Barang  meng ojukon usulan peng hapusan

BMD schayrai tindak lanjut scraly terima barang sehagaimana dimaksud

pada ayat (4).

Pengelola Barang dan Pengguna Barangy miclakukan pengawasan dan

pengendalian  pelaksanaan  penjualan dan  penghapusan  kendaraan

perorangan dinas sesuai tugas, (ungsi, dan kewenangan masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan

mcekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 276 serta tidak digunakan

untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakulkan penjualan secara lelang,

Bagian Keempat
Tukar Menukar

Paragrafl 1
Prinsip Umum

Pasal 288

Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk memenuhi  kebutuhan operasional  penyelenggaraan
pemerintahan;

b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan

c. tidak tersedia «(ana dalam APBD.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh apabila

pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan

pengganti,

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar menukar

dapat dilakukan:

a. apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak secsuai
tengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;

c. dalam rangka pelaksanaan rencana  ostrategis  pemerintah
pusat/pemerintah dacerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar
menukar adalah BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

¢. telah ketinggalan teknologi sesual kebutuhan, kondisi, atau ketentuan
peraturan perundang-undangan, apablila objek tukar menukar adalah
BMD sclain tanah dan/atau bangunan.
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() Takar menukar BMD dapat dilakufan dengan piliak
A Pemaintah Pusag
b, Pemerintah Dacrah Lvinnyg;
¢ Badan Usaha Milik NegaraZDaceah atan badan Fokam milik peemerintah
Ladinya yange dimilild peg ara; atau
d. Swasta,
(51 Swasta sebag atmana dimaksud pada ayat (4) huraf ¢ adalah pibak swasta,
baik vang berbentuk badan hukum maupun perorangzan,

Pas al 209
(1) Tukar menukar BMD dapat berupa:
A tanah dan/atau bangunan yang telah dis erahkan kepada Walikota;
b, tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
<. sclain tanah dan/Zatau bangunan.

(2)  Tanah dan/atau  bangunan  yang berada pada  Pengguna Barang
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
tungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah

atau penataan kota,
(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Pengelola Barang.
(4) Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a. aspek teknis meliputi:
1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan;

b. aspek ekonomis, meliputi kajian terhadap nilai BMD yang dilepas dan
nilal barang pengganti;

c. aspek yuridis meliputi:
1. tata ruang wilayah dan pcnataan kota; dan
2. bukti kepemilikan.

Pasal 290

(1) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (4)
terhadap BMD Dherupa tanah  dan/atau  bangunan, Walikota dapat
memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan BMD atas permohonan
persetujuan  tukar menukar  yang  diusulkan  oleh  Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

(2) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa;

a. barang scjenis; dan/atau
b. barang tidak sejenis.

(3) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa tanah, harus berupa:
a. tanah; atau
b. tanah dan bangunan,

(4) Barang pengganti utama tukar menukar BMD berupa bangunan, dapat
berupa:

a. tanah;

b. tanah dan bangunan;

c. bangunan; dan/atau

d. selain tanah dan/atau bangunan,

R
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(5)

(1)

N

(1)

2
(3)
(4)

Banng: pengzanti sehap aomana dimalesad pada ayat (4 dancayat () bares
bernda dabwm kondist siap dipgamalan pal o tanpgeal penandatanganan
penanjan tukw menukar atau Bed G Aae o Serahc Pednga

Pasal 241l

Nilaibarang pemsati atas tulear menakar paling: sedikit seimbang dengan
nilai wajar BMD yanp dilepas,

Apabila nilai barang peng g anti lebih kecil dart pada nilai wajar BMD yang
dilepas, mitra tukar menukar wajib menyctorkan ke roekening Kas Umum
Dacrah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas
dengan nilai barang pengg anti.

Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling lambat 2 {dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST)
ditandatangani.

Sclisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan
datam perjanjian tukar menukar.

Pasal 292

Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar
membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk
konsultan pengawas dengan persctujuan  Walikota berdasarkan
pertimbangan dari Perangkat Dacrah terkait.

Konsultan pengawas schagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.

Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab mitra tukar menukar.

Tukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang; setelah mendapat
persetujuan Walikota scsuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 293

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang
dilakukan berdasarkan:

a.
b.

1)

kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; atau

permohonan tukar menukar dari pihak scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 288 ayat (4).

Pasal 294

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkar. pada kebutuhan
pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a, diawali
dengan pembentukan Tim oleh Walikota untuk melakukan penelitian
mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasark an
pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) dan
ayat (3).

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-

-
=

()

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Penehittan sebagatmana domaksud pada avat (1) melipui:

A penchitian kelavakoan talear mennboon, hath dad aspelc te by, ckonon
nwvaupan vl s,

b penelittan data donnistratit; dan

Cooopenchitian stk

Penehtian administatit sebagabmana dinvalead pada ayat (2) hurat b

dilakukan untuk mencliti:

aostatus penpanaan dan bukt kepemilikan, gambar situasi teemasulk
lokasi tanah, luas, peruntulan, kode barangt, kode register, notn
barany, dan nilal perolehan, untuk data BMD herupa tanay;

b tahun pembuatan,  kode  barang,  kode  repister,  numa harange,
Konstruksi bang unan, luas, status kepemilikan, lokast, nilai perolehan,
dan nilai bulay, untuk data BMD berupa bangronan;

¢ tahun perolehan, kode barays, kode regis ter, nama barang, jumlah,
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan
kendarvaan untuk data BMD berupa s elain tanah dan/atau bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut ¢ dilakukan

dengan cara mencocokkan fisik barang milik dacrab yang akan ditukarkan

dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penclitian scbhagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan

dalam berita acara penclitian.

Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) kepada Walikota untuk penctapan BMD menjadi objek tukar

menukar.

Pasal 295

Berdasarkan penctapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (6),

Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti meliputi:

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata
ruang wilayah;

b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi hangunan serta sarana
dan prasarana pemunjang;

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi
barang dan spesifikasi barang.

Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 252 dan Pasal 253 terhadap BMD yang akar ditukarkan dan barang

pengiganti,

Hasil Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

Pengelola Barang kepada Walikota.

Pasal 296

Berdasarkan hasil penilaian schagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat

(3), Walikota melakukan penetapan mitra tukar menukar.

Walikota menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:

a. mitra tukar menukar;

b. barang milik daerah yang akan dilepas;

c. nilai wajar barang milik dacrah yang akan dilepas yang masih berlaku
pada tanggal keputusan diterbitkan; dan

d. rincian rencana barang pengganti.
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() Pengelola Barang meng: apikan permoehonan persctujuan talar moenukar
Kkepada Walikota,

(91 Dalam hal tukar menukar memeslukan persciajuan DPRD, Walikiota
terdebih dahulu meng ajukan permohonan persetujuan tkar inenukatkepaoda
DI'RD.

(5)  Berdasarkan surat persctujuan tukar menukar sebagaimana dimaksid
pada ayat (3) dan ayat (4), Walikota dan miira tukar  menukar
menandatangani perjanjian tukar menukar,

(6) Setelah  menandatangani  perjanjian  tukar - menukar s chapanmana
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaks anakan:

A, pekerjaan pembangunan/pengadaan bacang pengganti sesuai deng! an
perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang mihk
daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

b. pekerjaan melaksanakan pckerjoan pengadaan  barang  penggant
sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan
pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, tukar mcenukar
atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 297

(1) Walikota membentuk Timi untuk melakukan monitoring pelaksanaan
pengadaan/ pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan
konsultan pengawas dan penelitian lapangan.

(2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang
melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal
254 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang
dalam perjoanjlan tukar menukar.,

{3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (22
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah
barang pengganti dengan perjanjian tuk ar menukar, mitra tukar menukar
berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai terseba,

(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk
melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk menyetorkoan
selisih nilai barang milik dacrah dengan barang pengganti ke rekening Kas
Umum Daerah.

(5) Walikota membentuk Timi untuk melakukan penelitian kelengkapan
dokumen barang pengganti, antara lain  bukti  kepemilikan,  serta
menyiapkan Berita Acara Serah Terima untuk ditandatangani oleh
Pengelola Barang dan mitra tukar menukar.

Pasal 298

(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 296 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima schagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas
dari daftar barang Pengelola kepada Walikota serta Pengelola Barang
mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status  pengg unaan
terhadap barang pengganti sebagal BMD.
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(2)

Pasal 299

Pelaksanaan wikar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dai
pihak sebag aimana dimaksud dalam Pasal 293 hurul b, dlawall dengan
mengajukan permohonan secara tertulls kepada Walikota,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dis ertal data pendukung
berupa:

G vincian peruntukan;

b jenis/spesitikasi;

¢ lokasi/data teknis;

G perkivaan nilai barang pengpanti; dan

e.  hal lain yang diperlukan.

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 sampai dengan
Pasal 298 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada Pclaksanaan
tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang

Pasal 300

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar

kepada Walikota melalui Pengelola Barang, dengan disertai:

a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;

b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang
ditandatangani oleh Pengguna Barang;

¢. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;

d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan

e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

Data administratifBMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, meliputi: -

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk
lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai
perolcham, untuk BMD berupa tanah;

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang,
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan
nilai buku, untuk BMD berupa bangunan;

¢. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah,
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan
kendaraan, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
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(3)  Rindian rencana ketmtahan Wapang peng pranti bt atmana dlinaksud

pada avat (1) hanat e, mehipuati
a0 luas dan Tokast yang permtulaanny.a sesual dengran tatag nuan g wilayah,

untuk BMD berapa tanaly;

b gends, luas, dan rencana konsteolosi bang unan, serta sarana dan
prasaranma penunjangs, untule BMD bherpa hanpunan; dan/atau

o pumlah, jenis baragr, kondisd barang dan spesitileasi barang untul

BMD berupa selain tanah dan/ataua bangt wran.
(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola Barang, sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 299 ayat (1) berlakn
secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan tukar menukar BAD pada

Penygruna Barang

(5)  Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Penggruna Barang mengajukan
usulan  penpghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguno
Kkepada  Pengelola Barang serta Pengguna Barang  mencatat dan
mengajukan permohonan penctapan status penggunaan terhadap barang;
pengganti sebagai BMD.

Paragraf 4
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 301

(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.
(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat;
a. identitas pihak;
jenis dan nilai barang milik dacrah;
spesifikasi barang pengganti;
klausal bahwa dokumen kepemilikan  barang pengganti
diatasnamalkan pemerintah daerah;
jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;
hak dan kewajiban para pihak;
ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure);
sanksi; dan
i. penyelesajan perselisihan.
(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar
dengan Walikota.

ap g

-

Pasal 302

(1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima serta ditandatangani olch mitra tukar menukar dan Pengelola
Barang.

(2) Penandatanganan Berita Acara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatang;anan
perjanjian tukar menukar untuk barang penggenti yang telah siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(3) Penandatanganan Berita Acara schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatang anan
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum  siap
digpunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(Y Penandatangianan Bewta Acara Secal Tetoa hoamya dbaps Cdibaliakan dalang
hal mutea ta o e nudan telabe s ve conbod ccboomehy Ketestean dan seler ab
Klavsul vang ters v o dalang pregoogpran talaa menul: g

Pasal {04

Walikoty bemvenany smembatalkan pegosngian Tuloar Memnloar socra sepibal
dalanm hal Benta Acara Sevah Topoa tidade dhitandatangand sonmpad deagan Tt
waktu sebagaiana dimvakesud dalam Pasal 302 ayat (3) dan ayat (4)

oygan Kelina
Hibah

Pavapral 1
Prinsip Umuam

Pasal 304

(1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbayan untule kepentingan:

Ao sosial;

L. budaya;

¢ keagamaan;

d. kemanusiaan;

¢. pendidikan yang bersifat non komersial;

f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

(2] Penyelenggaraan pemerintahan pusat/dacrah scbagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf f termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah dacrah, hubungan antara pemerintah
daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan
kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 305

(1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi pers yaratan:
a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang bany.k;
atau
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan  funpsi
penyelenggaraan pemerintahan dacrah.
(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditangguny
sepenuhnya oleh pihak pencrima hibah.
(3) BMD yang dihibahkan wajib dig unakan sebagaimana ketentuan yang
ditctapkan dalam naskah hibah.
(4) Hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilak:anak an oleh Pengelola
Barang.
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(3)

(4)
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(2)

Fasal 6

Mihak yvang dapat menerina hibal melipati

A tembaga sostal, lembapa budaya, lembaga keagamaan,  lembag o
kemanusiaan, atau lembaga pendidilkkan yang oersifat non komenial
berdasarkan  akta  pemdivian, anggaran  dasar/rimah tangiga,  atao
pernyataan tertulis darvi instansi teknds yang kompeten bahwa lemibaga
vang bersagkutan adaltah sebagai lembaga dinalkesud;

L. pemermtah pusat;

¢ pemerintah daerah lainnya;

d. perorangan  atau masyarakat yang terkena bencana  alam  deng an
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peratoran
perundang-undangan; atau

¢.  pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 307

Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota;
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b antara lain tanah dan/atau

bangunan yang lari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan

sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana di naksud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya
untuk dibibahkan; dan

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila
dihibahkan.

BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapkan

oleh Walikota.

Paragvaf 2
Tata Cara Hibah BMD Pada Pengelola Barang

Pasal 308

Pelaksanaan hibah BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan

berdasarkan;

a. inisiatif Walikota; atau

b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 306.

Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang s ebapaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf a, diawali dengan pembentu <an Tim oleh Walikota

untuk melakukan penelitian.
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()

)
(2}
(3)

Penchittan sebagamana dimaksud pada avat () melipuu:

A penelithan data administatil ditakalean untuk menelin
1. status dan buktt kepemilikan, pambar situaslh termanubk Loadzaasi

tnah, las, hode bacng,  kode qegister, nama barang, nila

perolehan, dan peruntukan, untuk data BIMD berupa tanah;

thun pembuatan, konstuilesd, Toas, kode arang, kode register,

nama bacangz, nilal perolehan, nilal buku, dan status kepennlikan

untuk data BMD berupa hang unan;

3. tahun perolehan, spesitikasi/identtas teknls, bukt kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolchan, nila
buku, dan jumlah untuk data BMD berupa sclain tanah dan/atau
bangiunan; dan

4. data calon penerima hibah,

b. penelitian fisik yang dilakukan dengan cara mencocokkan fisik harang
milik dacrah yang akan dihibahkan dengan data  administrative
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Dalam melakukan penclitian  terhadap data calon penerima  hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, Tim dapa

melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten
mengenai Kesesuaian data calon penerima hibah.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam

berita acara penclitian.

Tun menyampaikan berita acara hasil penclitian kepada Walikota untuk

menetapkan BMD menjadi objek hibah.

Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) Hibah dapat dilaksanakan, Walikota melalui Pengelola Barang

meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon
penerima hibah.

fe

Pasal 309

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada

Walikota,

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih dahulu

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DIPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Walikota sebagaimana dimaksud

ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD scbagaima'na d:maksud pada ayat

(2), Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang paling

rendah memuat:

a. penerima hibabh;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk sclain tanah dan/atau bangunan; dan

¢. peruntukan hibah.
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(1)

)

Q)
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)

(2)

(3)
4

(1)

Pasal 310

Bordasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebag aimana dimaksud (l.nl.m!

Pasal 309 ayat (), Walikota dan pihak penerima hibah menandatangt ani

naskah hibah,

Naskah hibah sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling rendah memuat:

A identitas para pihak;

b, jenis dan nilai barang yang dilakukan hibab;

<. tjuan dan peruntukan hibaby;

d. hak dan kewajiban para pihak;

¢ klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak
penerima hibah; dan

t. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola

Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima scbagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah
dihibahkan.

Pasal 311

Pelaksanaan hibah BMD pada pengelola barang yang didasarkan pada
permohonan dari pihak yang dapat mencrima hibah sebagaimana
dimaksud Pasal 308 ayat (1) huruf b, diawali dengan penyampaian
permohonan oleh pihak pemohon kepada Walikota.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data pemohon;

b. alasan permohonan;

c. peruntukan hibah;

d. jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
e. jumlah/luas/volume BMD di mohonkan untuk dihikahkan;

f. lokasi/data teknis; dan

g surat pernyataan kesediaan menerima hibah,

Berdasarkan permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota
membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanain serah terima pada
pelaksanaan hibab yang didasarkan pada inisiatif Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 sampai dengan Pasal 310 berlaku sccara
mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai  dengan
pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada
permohonan pihak pemohon sebagaimana «imaksud pada ayat (1).
Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Walikota melalui Pengelula

Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan
hibah, disertai dengan alasannya.
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(3)

(4)

Froawnal o
Tata Cara Pelaksanaan Hibah BIMD
Pada e pogpna aeanyge

[Pasal 412

Pelaksanaan hibah - BMD O pal o Pemggrona Barangg diawal - dengran
pembentukan Ti nternal pada Perangleat Dacrab olelo Peng ana Barang:
untuk melakukan penchtian

Penehitan sebagamuma dimaksuad pada avar (1) meliput:

A ponclitian data administeatitmelipuatie
1. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi teemasuke lekasi

tanah, luas, kode barang,  kode repister, nama barang,  nilai

perolehan, dan peruntukan, untuk data [IMD berapo tanah;

tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barewe, kode regnter,

nama bavang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemalilan

untuk data BMD berupa bangunan;

3. tahun perolehan, spesifikasiZidentitas teknis, bukti kepenahkan,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilay
buku, dan jumlah untuk data BMD berupa sclain tanah dan/atau
bangunan; dan

4. data calon penerima Hibah.

b. penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang
akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikaa Tim kepada Pengguna

Barang.

Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada

Pengelola Barang yang memuat:

a. data calon penerima hibah;

b. alasan untuk menghibahkan;

c. data dan dokumen atas tanah dan/atau banguaan;

P

d. peruntukan hibah;

e. tahun perolehan;

f. status dan bukti kepemilikan;

g- nilai perolehan;

h. jenis/spesifikasi barang milik daerah  yang dimohonkan untuk
dihibahkan; dan

i. lokasi.

Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan surat pernyataan kesedioan mencrima hibah,

Tata cara penclitian barang milik dacrah yanp akan dihibahkan yang

berada pada Pengclola Barang s chagaimana dimaksud dalam Pasal 311

ayat (4) berlaku mutatis mutandis terbadap tata cara penelitian atas

permohonan yang diajukan oleh Penpgpuna Barang kepada Penpelaolg

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

)

(8)

Pasal Vi

Pengelola Ravang meayajflan pemohonan paaasoajuan hibabe ke pad.

Waltkota

atang hal lnbah memvetokan pesetajoan DPRD, A alikata terdebih doabiel o

menahan pemohonan persetajuan labah kepada DPRD

\patula pemobonan Hibah disctogul eleh Walikota sebo odmana dimealoud

pada avat (1) atau disetujur DPRD cebapaimana danalesad pada ayat (2),

Walikota menetapkan pelaksanaan hibah, yang paling rendals memuat:

A, penerma hibahy;

b, olyek hibahg

oo mlal pervolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakekan
pemvusutan, untuk tanah dan/atan bangunan;

Jdo mlai perolehan dan nilai buku terbadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

. peruntukan hibah,

Apabila permohonan Hibah tidak disctujui, Walikota melalui Pengpelola

Barang: menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang vang

mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Berdasarkan penctapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada

avat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani

naskah hibah yang paling rendah memuat:

a. identitas para pihak;

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

¢. tujuan dan peruntukan hibah;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak

penerima hibah; dan
f.  penyclesaian persclisihan.
Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola
Barang melakukan serah terima BMD kepada pencrima hibah yang
dituangkan dalam Berita Acara Scrah Terima.
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima schagaimana dimaksud pada ayat
(7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang tcelah
dihibahkan,
Pelak sanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan sclain
tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan
untuk dihibahkan sebagaimana dimaksindd dalam Pasal 307 ayat (2) dan
ayat (3) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paghan Keenang
Penvataan Modal Pemaintah Daciah

Pataprral |
Pansip Do

I"I.Il'illl A1 |

Penvertaan modal pemerintah daerab atas BMD dilakukan chalam rangtka
pendivian, pengembang an, dan pening katan kinerja adan Usaha Milik
Negara/Dacrah atau badan hukumy lainnya yang dimdlikis Negaras sesua
dengan ketentuan pevaturan perundang -undangan

Penyvertaan modal Pemierintah Dacrah sebhap aimana dimaksud pada aya

(1) dilakukan dengan pertimbangan:

a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran
diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara  dalam rangka  penugasan
pemerintaly; atau

b. BMD lebih  optimal  apabila  dikelola  oleh Ballan  Usaha  Milik
Negara/Dacrah atau badan hukunm lainnya yang dimiliki Negara baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah  dacrah ditetapkan  dengan  Peraturan

Daerah.

BMD sebagaimiana dimaksud pada ayat (2) yang tclah disertakan dalam

penyertaan modal Pemerintah Dacrah kepade Badan Usaha  Milik

Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi

kekayaan yang dipisahkan sesuai ketentuan perawran perundang-

undangan.

Pasal 315

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD dapat bherupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Walikota;

b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau

c. selain tanah dan/atan bangunan.

Penyertaan modal Pemerintah Dacrah atas BMD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakap, olch Pengelola Barang sctelah mendapat
persetujuan Walikota, sesuai batas kewenangannya.

Penctapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota, sesuai batas
kewenangannya,

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada  Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi tanah
dan/atau bangunan yang scjak awal pengadaannya direncanakan untuk
disertakan sehagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantuny dalam
dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
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(5)  BMD selain twvah dan/Zatau bang e yangs bevada pada Penpgouna Barang
sebag ainvana dimaksud pada ayat (1) horat cantaea Liin melipuot:
a0 BMD selain tanah dan/atau banpunan yang dael awal peng adaanny
untuk disertakan sebagt of modal Pemerintah Dacraby;
b, BMD sclain tanah dan/atau bangtunan yangt lebilv optimal  untuk
disertakan sebagal modal Pemerintah Daerab.
(0)  Penvertaan modal Pemerintah Dacrah dilaks anakan berdasarkan analisa
kelayakan investasi - mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan
peraturan perundang -undangan.

Paragraf 2 .
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah Atas BMD pada Pengelola
Barang

Pasal 316

(1} Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:

a. Penilai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 252, untuk tanah
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objck penyertaan maodal;

b. Tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat miclibatkan Penilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, untuk secelain tanah
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota.

(3) Walikota membentuk Tim untuk melakukan penclitian terhadap:

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan scsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. data administrative mieliputi: tahun perolehan, spesifikasi/identitas
teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,
dan nilai perolechan atau nilai buku;

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah dacrah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314,

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal
pemerintah daerah dan/atau Perangkat Dacrah cerkait, yang dituangkan
dalam dokumen hasil kajian.

(5) Apabila berdasarkan hasil kajian scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
penyertaan modal Pemerintah Dacrah layak ditaksanakan, maka calon
penerima penyertaan modal Pemerintah Dacrah menyampaikan surat
pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal Pemerintah Dacrah
yang berasal dari BMD.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan nienerima penyertaan modal
pemerintah dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota,

Pasal 317

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persctujuan penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada Walikota.

(2) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Dacrah memerlukan persetujuan
DPRD, Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan
kepada DPRD.

X
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(5)

(1)

2

(3)

1)

(2)

Apabila permohonan Hdak disetwjul oleh Wallkoty sebagg alimana (Ilml.al(-.ultl
pada ayat (1] atau tidak disetujul oleh DPRD s chagalimana dimaksut !).;( a
ayvat (2), Walikota melalui Penpelola Bavang memberitahukan pada calon
pbnvnm.\ penyertaan modal disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas !1N1’I).
disetupui oleh Walikota sehagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui
olch DPRD sebagaimana (lil\\i!‘(slltl pada ayat (2), Walikota menctapkan
keputusan atas BMD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
Pengelola Barang  menyiapkan  rancangan Peraturan Dacrah  tentang
penyertaan modal Pemerintah  Dacrah sesuai tahapan  pembentukan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 318

Berdasarkan Peraturan Dacrah tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah, Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah
Daerah berpedoman pada keputusan Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 317 ayat (4). '
Berdasarkan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan
penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkin dalam
Berita Acara Serah Terima.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengelola Barang Mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah
dijadikan penycrtaan modal Pemerintah Dacrah.

Paragraf 3

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas BMD Pada Pengguna

Balang
Pasal 319

Dalamhal BMD yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dijadikan sebagai penycrtaan modal pemerintah daerah, maka Pengguna
Barang melalui Pengclola Barang mengajukan usul kepada Walikota
disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

a. data administratif, meliputi:

1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
2. nilai rcalisasi pclaksanaan anggaran; dan
3. keputusan penetapan status penggunaan.

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan
modal scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyertaan modal pemerintah dacrah yang diarahkan untuk

optimalisasi BMD, maka pcengajuan usul olch Pengguna Barang melalui

Pengelola Barang kepada Walikota diser'tai pertimbangan dan kelengkapan

data berupa:

a. data administratif, antara lain  meliputi: tahun pcrolehan,
spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode
register, nama barang, dan nilai perolechan atau nilai bukuy;

b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal
scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Tata cara penvertaan modal Pemaintah Dacrah mengenai penilatan
sampar dengan servaby terma barang: vangy discertalan sebagrai penyertaan
¥ modal pemenntah dacrah yang berada pada Pengelola Darang scebhagaim.an.
td dimaksud dalam Pasal 310 sampal desgan Pasal 318 berdaka matatt
mutandis pada pentlatan campai dengean serah wevima bacangs yangr akan
disertakan sebay ai penyertaan modal pemaintah daerah yangs berada pad.g
a pemniuna bavang:

() Revdasakan Berita Acara Sevah Tevima Pengruna Barang mengajulian
usulan  peng hapusan BMD vangy 1elab dijadikan penyertaan madal

Femerintah Dacrah,

BAB Xl
PEMUSNAHAN

Bagian Kes atu
Prinsip Umum

Pasal 320

(1) Pemusnahan BMD dilakukan apabila:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkar, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau
b. terdapat alasan lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2) Pemusnahan dilaksanakan olch Pengguna Barang setelah mendapat
+ persetujuan Walikota, untuk BMD pada Pengguna Barang.

(3) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persctujuan Walikota, untuk BMD pada Pengelola Barang.
v (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3)

- dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Walikota.
4 (5) Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemusnahan Pada Penpguna Barang

Pasal 321

(1) Pengguna Barang mengajukan permiohonan pemusnahan BMD kepada
Walikota.
(2) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertimbangan dan alas an pemusnahan; dan
b. data BMD yang diusulkan pemusnahan, meliputi;
1. kode barang;
2. kode regis ter;

XK
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k

(3

(1)
(2)

()

A nama barany

4. tahun peslehan

B spesitiluast barang,

o, kondisg barang
pamlah barang

1 bukt kepemidlilaan untuk MDD vangg bawes dilenglapl deng on skt
kepenahhan;

9 nilag perolehan; dan

1O nital buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan,

Pemganan pennohonan sebag aimana dimaks ud pada ayat (1) dilengloapm

dokumen pendukung meliputi:

A surat pernvataan davi Pengguna Barang/Kuasa Pengpuna Barang yvang
paling vrendah memuat:
1. identitas Peng guna Barang /Kuasa Pengguna Barang; dan

2. pernyvataan bahwa BMD  tidak  dapat  digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, danzatau  tidak dapat  dipindahtangankan  ataug
alasan lain sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan.
b. totokopi bukti kepemilikan, untuk BMD yang harus dilengkapi denpan
bukti kepemilikan;
- kartu identitas barang, untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu
identitas barang; dan
d. foto BMD yang diusutkan pemusnahan.

Pasal 322

Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penclitian  kelayakan  pertimbangan dan alasan permohonan
pemusnahan BMD;

b. penelitian data administratif; dan

c. penelitian fisik.

Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan untuk meneliti atava lain:

kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi barang;

kondisi barang;

jumlah barang;

bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan;

nilai perolehan; dan/atau

j- nilai buku, untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan.

SE s AT
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mn

(21

(3

(4)

()

(1)
(2)

(1)
(2)

Penehtian ik sebapaimana dinvakesud packa ayat {2) haraf edifakak.an
denpgan cvrd mwencewokkan Hstle barang milile dacrah yang  adoan
dimusnabkan dengan data adndnisvatdt sebags afmona climvaked pada ayar
(4.

Penpelola avang menvamgpunkan hasil penelittan seba safmana dimdond
pada avat (2} kepada Wahkota cebagar bahan petimbangs an persetogun
pemusnahan bavang milik daerah,

Pasal 323

Apabila  permohonan pemusnahan BMD  tidak  disetujui, Wahliota
memberitahukan kepada Penpgguna Barang melalui Pengelola Barang yangg
mengajukan permohonan disertai dengan alasan,

Apabila permohonan pemusnahan BMD dis ctujui, Walikota menerbitkan

surat persctujuan pemusnahan BMD yang paling rendah memuat:

a. data BMD yang disctujui untuk dimusnahkan meliputi: kode barang,
kode register, nama barang, tabun perolehan, spesifikasi barang,
kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untul:
BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan

Pemusnahan kepada Walikota.
Berdasarkan surat persctujuan pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemusnahan BMD.

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan
BMD oleh Walikota.

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang

Pasal 324

Pengelola Barang mengajukan permohonan pemwusnahan BMD kepada
walikota.

Ketentuan mengenai permohonan permohonan pemus nahan BMD pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap permohonan  pemusnahan BMD  pada

Pengelola Barang. "
Pasal 325

Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan usulan penusnahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324,

Ketentuan  mengenal  tata  cara  penelitian  terhadap  permohonan
pemusnahan BMD pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 322 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penclitian
terhadap permohonan pemus nahan BMD pada Pengelola Barang.

i
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1

(A

(o)

7

Apalula permehonan pemusnalian BMD tidale  disewjui,  Wahibota

memberitalinkan kepada Peng eloby i diserta dengan o bisan

\pabila permehonan pesesoahan BMD dicetajul, Walikota menerbatkai

surat persetupan pemuosialan BMD yange paling rendab memaoat

A data BMD yang disetujui untuk dimsnahkan meliputic kode hararny,
kode segister, nama baeang, tahan peroleh g, spesifikasi barang:,
hondisi barang, jumilah bavang, nilai perolehan, daa nilai buka untuk
BMD yang: dapat dilakukan penyusutan; dan

b, Kewajiban Pengelola Barang untule melaporkan  pelaksanaan
pemusinahan kepada Walikota,

Berdasarkan persetujuan pemusnahan BMD sehagaimana dimaksud pada

avat (4), Pengelola Bavang melakukan pemusnahan BMD.

Pelaksanaan  pemusnahan - sebagaimana  dimak sud  pada  ayat (1

dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lom.,

1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan BMD dari Walikata

Berdasarkan berita acara pemusnahan schagaimana dimaksud pada ayat

(2). Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD.

BAR Xl1I
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 326

(1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna

(2)

(1)

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan k.arena:

a. penyerahan BMD;

b. pengalihan status penggunaan BMD;

c. pemindahtanganan atas BMD;

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum t2tap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainny.;

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pemusnahan; atau

g scbab lain,

Sehab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan schab

yang secara  normal  dipertimbangkan  wajar menjadi - penycbab

penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap,

mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (Jorce

mujeure).

Pasal 327

Penghapusan BMD meliputi:

a. penghapusan dari Daltar Barang Pengpuna dan/atau Dattar Barang
Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalamy
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;

b. peng hapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalami hal BMD
sudah tidak herada dalam penpuas aan Penpelola Barang; dan
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(<)

(3

(4]

Coopepthapasan Jdad Dattag BMD dilakalcan dalam hal tegjadi pengbispaan

sebagabmana dinvakesnd pada et acdan b F b disebabkan karena
L. pemindahtang: anan atas 1M,
Joputusan pengadilan yoang telah bereekuatan hukum tetap dan «iielah
tidak ada upaya hukun lainnya;
o menjalankan ketemtuan undang <andang;
40 pemusnahan; atau
5. sebab lain.
Penphapusan sebap aimana dimaksud pada ayat (L) untuk BMD  pad.
Pengpuna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan
olch Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota,
Penghapusan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) untuk BMD pada
Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan
oleh Walikota.
Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan pengrhapusan Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk BMD yang dihapuskan
Kkarena:
a. pengalihan status penggunaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 45
sampai dengan Pasal 48;
b. pemindahtanganan; ata
c. pemusnahan.

(5) Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan BMD berupa

barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna,

(6) Pelaksanaan atas penghapusan BMD schagaimana dimaksud pada ayat (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

dan ayat (5) dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghapusan BMD Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa
Pengguna Barang

Pasal 328

Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penpguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang sctelah Pengeloia Barang menerbitkan
keputusan penghapusan BMD,

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu} bulan
diterbitkan oleh Pengelola Barang terhitung sejok tanggal Berita Acara
Serah Terima penyerahan kepada Walikota,

Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD s cbagaimana dimaks ud
pada ayat (1) kepada Walikota, dengan mielampirkan:

a. keputusan penghapus an; dan

b. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Walikota,

Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar
8MD.
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(1)

(2)
()

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

Pasal 129

Perbahan Dattar Bavang Penpgrana dan/atan Dattar Barang: Kussa
Pengpuna sebagaf akibat dari penyerahan BMD kepada Walikota haru
dicantumbkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Penjyruna
Bavang dan/atau Kuasa Pengpana Barang

Perubahan Dattar BMD sebapai akibat penyeraban BMD dari Penguna
Barang Kepada Walikota harus dicontumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan,

Pasal 330

Penghapusan  karena  pengalihan  status  penggunaan  BMD  kepada
Pengguna Barang lain sebagaimiana dimaksud dalam Pasal 326 ayal (1)
huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
Penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sctclah
Pengelola Barang mencerbitkan keputusan penghapusan BMD.

Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang terhitung scjak
tanggal Berita Acara Serah Terima pengaliban status penggunaan BMD.
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota
dengan melampirkan:

a. keputusan penghapusan; dan '

b. Berita Acard Serah Terima pengalihan status penggunaan BMD.
Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3). Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar

BMD.

Fasal 331

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna scbagai akibat dari pengalihan status penggunaan BMD harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan
BMD harus dicantumkan dalam laporan BMD scmesteran dan laporan

tahunan.

Pasal 332

Penghapusan karena pemindahtanganan BMD scbagaimana  dimaksud

dalam Pasal 326 ayat (1) huruf c dilakulkan oleh Pongguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan

diterbitkan oleh Pengelola Barang s ejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

Keputusan penghapusan BMD  karena  pemindahtanganan atas  BMD

disampaikan kepada Pengg una Barang dis ertai dengan:

a. Risalah  Lelang  dan  Berita Acara Serah Terima,  dalany hal
pemindahtang anan dilakukan dalaim bentuk penjualan secara lelang;
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b Berita Acara Serah Terima, dalamy hat pemindabtanganan dilakuloan
dalamy bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan penyeitaan
' modal pemerintaly dacrab; dan
o | o Berita Acara Seraly CTerima dan naskal hibah, dalam bl
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah,
(5) Pengpuna Barang menyampalkan  laporaie penphapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat {(4) kepada Walikota dengan melampirkan:
A Keputusan Penghapusan; dan
b, Berita Acara Scrah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah,

(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dhmaksud pada ayat
(3). Pengelola Barang menghapus BMD dari Daftar BMD.

Pasal 333

{1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuaso
Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karcna pemindahtanganan
harus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan  barang
Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atou
Kuasa Pengguna Barang.

(2) Perubahan Daftar BMD sebagai  akibat dari penghapusan  karena
pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporaa semesteran dan
laporan tahunan.

Pasal 334

‘4 (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh
S kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf d dilakukan olch

' Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada

Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

(3) Permohonan penghapusan BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling randah harus dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan
olch pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen sctara.

(4) Pengelola Barang melakukan penelitian  terhadap  permohonan
penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

(5) Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penclitian data dan dokumen BMD;

b. penelitian terbadap isi putus an penpadilan terkait BMD sebagai objek
putusan pengadilan yang: telahy memperoleh kelruatan hukuom tetap dan
sudab tidak ada upaya bukun lainnya; dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperluk; n.

N
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(m

(2
(3)

(1)

(2)

Penchitian lapangan sebagiavmana dinalaad pada ayat (%) homt
dilakukan untuk memastikan Kesesuaian antara BMD yang menjadi obyel
putusan pengadilan denpran BMD O yangr menjadi objek  permohonan
pong hapusan,

Berdasarkan  hasil penclitian sebagr aimana - dimaksud  pada ayat (5),
Pengielola Barang meng aiukan permohonan pors etejuan kepada Walikola

Pasal 335

Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 334 ayat (2) tidak disctujui, Walikota melalui Pengelola Barang
meniberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

Apabila permohonan penghapusan BMD disctujui, Walikota menerbitkan
surat persctujuan penghapusan BMD,

Surat persetujuan penghapusan BMD scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) memuat data BMD yang discetujui untuk dihapuskan, diantaranya
meliputi:

a. kode barang;

kode register;

nama barang;

tahun perolehan;

spesifikasi/identitas teknis;

kondisi barang;

jumlah;

nilai perolchan;

nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan

kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan
Penghapusan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

TmoeAnD

-
. .

Pasal 336

Berdasarkan persectujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
335 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan
barang.

Keputusan penghapusan BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan
penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang
Kuasa Pengguna.

Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 1 (satu) bulan diterbitkan olch Pengelola Barang terhitung scjak tanggal
persctujuan penghapusan BMD dari Walikota,

Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Walikota dengan
melampirkan keputusan penghapusan BMD.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ay.at
(3). Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD,
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Pasal A7

Pemghapusan sebagannana dimvalead dalamy a4 sampal dengan
Pasal 336 hanva dilalalcan kaena adanya putisan peng adilan yange telah
memperleh kehvatan hokomy tetap don sudabe teale acky upaya huboaang
Loy o

Perabahan Dalttar Baang Penppuna dan/ataa Dattar Barangs Kuaea
Pempuna sebagnae akibsat daen putusan peagadilan vang telabe mempoyoleh
Kehuatan hulam tetap haws dicontumlam dalam Laporan semesteran dan
Laporan tahunan Pengguna Barang dan/atan Kuaso Pergygtana Barang:
Perubahan Dattar BMD s chaprai akibat davi putusian pergradilan yang telah
memperoleh kekuatan hulkum tetap harus dicantamban dalam Lpocan
semesteran dan laporan tahunan,

Pasal 338

Penghapusan karena melaksanalk an - ketentuan peratwran perundang:-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf ¢ diawali

dengan pengajuan permohonan penghapusan BMD oleh Pengg una Barang

kepada Walikota mielalui Pengelola Barang.

Permohonan sebagaimana dimak sud pada ayat (1) paling rendabh memuat

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sckurang-
kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai
perolehan.

Pengelola  Barang melakukan  penclitian  terhadap permobonan

penghapusan BMD dari Pengguna Barang scebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyg clola

Barang mengajukan permohonan persctujuan kepada Walikota.

Pasal 339

Apabila Walikota menyctujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 338 ayat (4), Walikota menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
Surat persctujuan penghapusan BMD scbhagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling rendah
meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama baang
spesifikasi/identitas  teknis, jenis, kondisi,  jumtlah, nilai  buku,
dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban  Penpgpguna  Barang  untuk  melaporkan  pelaksanoan
penghapusan kepada Walikota.

Berdasarkan persetujuan Walikota schagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Dattar Penggpuna

Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan berdasarkan

keputusan penghapusan Pengelola Barang,

Keputusan  penghapusan BMD  sehgaimana  dimaksud  pada ayat (3)

diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang terhitung

sejake tangpal persctujuan Walikota,
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Pasal 340

- : ; (1) Pengguna Barang melapalcan peng hapusan [IMD lepada Walilkota,
dengan melammkan keputusan peng hapusan yang dikeluarkan  oleh

Pongs cloly arang sebag aimnvana dinvaleaod dalam Pasal 339 ayat (4),

(21 Bevdasatkan keputusan peng hapusan sebag aimana dimaksud dalam Pasal
A39 ayat (1), Peongeloba acang menp hapaskan BMD dari Daftar M0

() Pembaban Daltar Barangy Penyruna dan/atau Dafrar Barang Kuasa
Meprpuna sebagalb akibat dad melaksanakan ketentuan peraturan
pemndang suandangan havus dicantumlan dalam laporan semesteran dan
lapovan tshunan Pengpruna Barang: dan/atan Kuasa Penggprana Barany.

() Perubahan Dattar BMD s ebagai akibat dari mclakeanakan  ketentuan
peraturan  perundang-undangan harus dicontumkan  dalam  laporan
semesteran dan laporan tahunan,

Pasal 341

(1) Penghapusan BMD  karena  pemusnahan pada  Pengguna  Barang
schagaimana dimaksud dalamy Pasal 326 ayat (1) huruf f dilakukan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,.

(2)  Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sctelah

Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
(3) Keputusan penghapusan BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan terhitung:
sejak tanggal berita acara pemusnahan.
(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota
2 dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksudl
pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

. (5) Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Dartar BMD.

v

Pasal 342

(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa
Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran ddan laporan tahunan pengguna jarang atau kuasa
pengguna barang.

(2) Perubahan Daftar BMD scbagai akibat dari pemusnahan harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 343

(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326
ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada
Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya miemuat:
a. pertimbangan dan alas an penghapusan; dan
bh. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis,
identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.

A
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Permobonan penp hapusan [BIMD sebopmmaana dlmakead pada ayar (2)

dapat divuhan kapena alivan

a0 bang kaena ke awan

b otebahanr, susat o menpuap, wmencabn, ladaluswara, mati il
hewan/itkan/tanaman; atau

o keadaan Xahvar (force mapeinre)

Pemwohonan penghapusan BMD deapan albasan hilang karena kecurian

sebhagaimana diaksud pada avat (3) oot o hooaas dilegkapt:

Goosurat Keterangan i Kepolisian; dan

b surat Keteramz an dari Penpepoana Bavang/Kuasa Penggana Barang yang
sehurane-Kwanpgoaya memuat
Lo adentitas Penp poana Bavang: /Kuasa Penger una Barang;

Ioopernyvataan  mengenal atas  kebenaran permaohonan  dan M0
tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat  diketemukan;
dan :

3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa
penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian
dan/atau  kesengajoan dari Pejabat  yang  menggt unakan  /
penanggpung jawab BMD / Pengurus Barang tersebut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap,

mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengpuna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

b. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang moengenadi
kebenaran permohonan yang diajukan.

c. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa
BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,  mati
untuk hewan/ikan/tanaman; dan

d. swat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilampiri hasii
laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (furce

majeure) scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau

2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
ma jeure); dan

b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (force majeure)
dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 344

Pengelola  Barangg melakukan  penelitian  terhadap  permohonan

penghapusan BMD dari Pengpuna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 343 ayat (3).

Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nmwliputi:

a. penelitian  kelayakan  pertimbangan  dan alasan  permohonan
penghapusan;
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boopenebittan data admvimasteatit sedikitnoy i te ol wr kende baangs bode
vepicter nama baoang: Ghan perslehan, spesifikasiZidentitas 1100,
peneigan stue pepngpunaan, bkt kepenvlikan antale BRI yoange
harue dabe b 4 dengan bk kepemililcan, nobad by, dan/Zatau nilag
pernlehan dan

o openchtan bk untuk pemachonan pesphapivan karena alasan
coealravm ne e dimakesud dabang Pasal B avar (3) heeraf bodan baeaf
pha dipelokan

erdbvakan haul penehitian sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1),

Pengelola Ravang mengajukan pemohonan peretujuan kepada Walibot,

untuk penghapusan BMD karena sebals lain

I‘l]'lllh 345

Apabila permohonan penghapusan sebhagaimana dimaksud dalam Pasal

233 avatl () tidok disctujui, Walikota memberitahukan kepada Pengzuna

Baran: melalun Pengelola Bavang: disertai dengran alasan,

Apalila permohonan penghapusan sebhagaimana dimaksud dalam Pasal

343 avat  (3) disctujui,  Walikota  menerbitkan  surat  persetupran

penghapusan BMD.

Surat persctujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada avat

(2) memuat data BMD yang disctujui untuk dihapuskan, yang sckuiang-

k urangrnya meliputi:

a. kode barang:

b. kode register;

<. nama barang;

d. tahun perolehan;

e. spesifikasi/identitas teknis;

f. kondisi barang;

g. jumlah;

h. nilai perolehan;

nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan

;- kewajiban  Pengguna  Barang  untuk  melaporkan  pelaksanaan
penghapusan kepada Walikota.

Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengelola Barang menctapkan keputusan penghapusan paling lama 1

(satu) bulan terhitung sejak tanggal persctujuan,

Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Bavang

Pengguna danfatau  Daftar  Barang  Kuasa  Pengpguna  berdasarkan

Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

—

Pas al 346

Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walik ota
dengan  melampirkan  keputusan  penphapusan BMD - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 345 ayat (4).

Berdasarkan keputusan penghapusan sebapgaimana dimaksud pada ayae
(1), Pengelola Barang meng hapuskan BMD darl Dattar BMD.

Perubahan Daftar Barang Penppuna dan/atau Daftar Barang  Kuasa
Penppguna sehagal akibat dari sebab Lain harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan Penpguna Baranp  dan/Zatau Kuasa
Pengpunag Barang.
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Permbaban Dattar DMD sebagzab akibat dari sebab bain hars dicontumkan
dalam Lapoeran semesteran dan Lypoan tahuanan

Fagrian Kitiga
Pelak<anaan Pengliapusan BMD Pada Penpelala Barang

Pasal 347

Penghapusan karena penyerahan BMD  kepada  Peng guna - Barang;
scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (1) haruf a dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah Walikota mencerbitkan keputusan penghapusan
RMD.

Neputusan penphapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling
lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Walikota terhitung sejak tanggal
Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna Barang,
Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah
Terima penyerahan kepada Pengguna Barang scbagaiamana dimal:.ud
pada avat (2). ,

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada
Datitar BMD.

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan BMD
kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran
dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari penycrohan BMD kepada
Peng_cuna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan.

f*asal 348

Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada Pihak Lain

sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 326 ayat (1) huruf c dilakukan olch

Pengelola Barang setelah Walikota menerbitkan keputusan penghapusan

BMD.

Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh \Walikota terhitung sejak tanggal

Berita Acara Serah Terima.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota

dengan melampickan keputusan penghapusan yang disertai dengan:

a. Risalah Lelang dan Berita Acara Scrah Terima, apabila
pemindahtanganan dilakukan dalani bentuk penjualan secara lelang;

b. Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakuk an
dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan penyertaan
modal pemerintah dacrah; dan

c. Berita Acara Serah Terima dan  naskak  hibah, apabila
pemindahtanganan dilakukan datam bentuk hibah

Berdasarkan keputusan penghapusan scebagaimana dimaksud pada ayat

(3). Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebaggai akibat dari pemindahtanganan

BMD harus dicantumkan dalam laporan barang semestecan dan tabunan

Pengelola Barang.
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Perubalan Dattar BMD setuygoar alabat doa pemibidahitang aoan MDD hearns
shicantimkoaan dalam Laporan BMD semesteran dan tahnman

Fasal 240

Penphapusan hatena adanya prtusan pengadilan yang telah memperoleh

Kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1} horul d dilakukan ol:h

Pengrelola Barany:

Pengelala Bavang meng aqjukan permaoehonan penghapusan kepada Walikota

vang sckurang-karangnya menmuat:

A pertimbangan dan alasan pengghapusan; dan

b, data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya
wmeliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang,
jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan

Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sckurang-kurangnya dilengkapi dengan:

A salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/di <ahkan
olch pejabat berwenang; dan

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

Walikota melakukan penclitian terhadap permohonan penghapusan BMD

dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen BMD;

b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan
denpan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Walikota

memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan,

Dalam hal permchonan penghapusan BMD disetujui, Walikota

menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD yang sckurang-

kurangnya memuat:

a. data BMD yang disctujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya
meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,
spesifikasi/identitas tcknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai  bukuy,
dan/atau nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengelola  Barang untuk  melaporkan  pelaksanaan
penghapusan kepada Walikota,

Pasal 350

Berdasarkan persctujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
349 ayat (7), Walikota menerbitkan keputusar penghapusan barang.
Berdasarkan keputusan  penghapusan barang  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1} Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD daei Datear
Barang Pengelola paling lama 1 {(satu) bulan terhitung sejak tanggal
persetujuan,
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Pengelola Warang menvampaikan biporan penp hapusan kepaoda Watils ot
dengan melvmpithan kepatveaan peag hapoan BMIY,

Revdacakan kepstusan penpghapusan sebagrabmana dbmudsacd poda ayat
(-3 Peng elola Bavang meng hapuslan BMD d i Daltar BMD

Pasal 4hH1

Penghapuasan sebag almana dhmalesud dalame Pasal 349 dan Pasal 150
hanya  dilakukan karena adanya patasan pengadilan yang  telah
memperoleh kekuatan hulann tetap dan sudab tidak ada upaya hubum
lainnya.

Perubahan dattar barang Pengelola sehagai akibat dari putusan peng adilan
vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam
Laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang,.

Perubahan Dattar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 352

Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1)huruf e diawali

dengan  mengajukan  permohonan  penghapusan BMD  dari Pengelola

Barang kepada Walikota.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a, pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-
kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai
perolehan.

Walikota melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD

dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen BMD;
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan

c. penclitian lapangan (on site visit), jika diperlukan, guna memastikan
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan
perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek permohonan
penghapusan.

Pasal 3563

Apabila Walikota  menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 352 ayat {4), Walikota menerbntkan surat persetujuan
penghapusan.,

Surat persctujuan peng hapusan sebagaimana  dimaks ud  pada ayat (1)
paling scdikit memuat:

g, data BMD yang disctujul untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangny.a
meliputi kode barang, kode register, nama barang, spesitikasi/idenutas
teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan;

b. kewajiban  Pengelola Barang untuk melaporkan  pelaksanaan
penghapusan kepada Walikota,
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Berdasamkan persetujuan Walikota sebagalmana dimaksud pada aya (1),
Feng clola Warang melakolean penghapesan bavangg mthik dacrab dod
Dattr Pengelola Barang,

Berlasarkan pers etuan Wallkota sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
Walikota menctapkan kepuatasan penghapusan harang paling lama 1 (n.atu)
Budan terhitung: sefale g al persetujuan,

Penpelola Barany melakukan penghapus an BMD - dari Daftar BMD
berbasarkan Keputus an Wallkota s cbhag aimana dimaksut] pada ayat (4).
Peny clola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikaot .
deng an melampirkan keputus an penghapusan,

Pasal 354

Perubaban Dattar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan  peraturan perundang-undangan  harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.

Perubahan Dattar Barang Milik Dacrah sebagai akibat dari melaksanakan
ketentuan  peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 355

Penghapusan  BMD  karena pemwusnahan pada Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf f dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah Walikota menerbitkan keputusan penghapusan
BMD.

Keputusan penghapusan BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Walikota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal berita acara pemusnahan.

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota
dengan melampirkan keputusan penghapusan dan berita acara
pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan
harus dicantumkan dalam ‘laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola barang,

Perubahan Daftar BMD schagai akibat dari pemusnahan BMD harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 356

Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326

ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada

Walikota yang paling rendah memuat:

a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang di antaranya
meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor repister,
tahun perolehan, s pesilikasi, identitas, kondisi barang, lokasi, nilai
buku, dan/atau nital perolehan,

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

k|
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(6)

Permohonan pey: hapusan MDD seboapaomvana dimaksad pada o

dapat diaph an kanena alasan

G hilang: Karenay Kaamian

bootabaka, susut, o meogaage, menaan, haadalssvarsa, mati untal
heswan/ikan ftanaman; dan/atan

. Keadaan Kahar (forve mayetre)

Pemiohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang: karena kecurian

sebapaimana dimaksud pada avat (3) hucut a haros dileng kapi

A Surat Ketevangan dari Kepolisian;

L. Surat Keterangan dart Pengelola Barang yang sekurang-Kurangny.a
memuat:

Looadentitas Pengelola Barang:

2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BAD
tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat  diketemukan
dan

3. pernvataan apabila di kemuadian hari ditemukan  bukti bahwa
penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian
dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan
/penanggung jawab BMD/Pengurus Barang terscbut, maka tidak
menutup kemungkinan kepada vang bersangkutan akan dikenakan
sanksi sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penghapusan BiMD dengan alasan terbakar, susut, menguap,

mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewvan/ikan/tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi:

a. identitas Pengelola Barang;

b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan
vang diajukan;

¢. pernyataan bahwa BMD telah, terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati untuk hewany/ikan/tanaman: dan

d. surat pernyataan scbagaimana dimaksud pada hurut ¢ dilampiri hasil
laporan pemeriksaan/penelitian.

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan kecadaan kahar (force

ma jeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ harus dilengkapi:

a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:

5. mengenai terjadinya keadaan kahar (force mec jeure); atau

6. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force
majeure); dan

b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar  {force
mu jeure).

Walikota melakukan penclitian terhadap permohonan penghapusan BIMD

dari Pengelola Barang scbhagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. penelitian  kelayakan  pertimbangan  dan  alasan  permohonan
penghapusan;

b. penelitian data administratit sedikitoya terhadap tahun perolehan,
spesifikasi/Zidentitas BMD,  penctapan status penggunaan,  huku
kepemilikan untuk  BMD  yang harus  dilengkapi dengan buku
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai pevolehan; dan

c. penclitian fistk untuk  permohonan  penghapusan kavena  alasan
schagaimana dimaksud pada ayat (3) hurat b dan hurat ¢ pka
diperlukan.
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Pasal 357

Apabila permohonan peng hapusan sebagabmana dimakesad dalam Pasal

356 avat () tdak discetajul, Waltkota memberitahukan kepada Penpelola

Barang disertad demypan alasan,

Apabila permohonan pengthapusan sehapgaltmana dimaksad dalam Pasal

350 ayat  (3)  disetojui, Walikota menerbitkan surat - perscetupian

pemphapusan BMD O yang memuat data BMD yang disetujui untu

dihapuskan, paling rendah meliputi

A kode barangs;

b, Kode register;

Co nama barangy;

d. tabhun perolehan;

o spesifikasiZidentitas teknis;

(. kondisi barang;

s, jumlaly

h. nilai perolehan;

i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilalkukan penyusutan; dan

j. Kkewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada Walikota,

Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Walikota menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal persetujuan.

Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang

Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaiksud

pada ayat (4).

Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Walikota

dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.

Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Dattar BMD.

Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumlkan

dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 358

Pengelola Barang harus melakukan pendattaran dan  pencatatan BMD
yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran
dan pencatatan BMD yang status pengpgunaannya berada pada Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Dattar Barang
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengpguna menurut penggolongan dan
kodefikasi barang.

Pengelola Barang menghimpun daltar barang Pengguna/dattar barang
Kuasa Pengpuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(B Peng elola Baang menyuson daftar BMD herdasekan hampunan datia
barang Pengpana/dattar barang Koaasa Pengguna sebagaimana dimyakondd
pada avat () dan dattar bavang Pengelola menarat penggrolonian dan
hodelikasi barang .

(51 Dalam dattar BIMD sebag aimana dimalkesud pada ayat (4) termasuk BMD
vangt dimantaatlan oleh pilak Liin,

Bagrian Kedua
Inventarisasi

Pasal 359

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun,

(2) Dalam hal BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan
dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna
Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengeclola Barang paling lama
3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 360

Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau
bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 361

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menghimpun  laporan  barang Xuasa Pengguna
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} schagai
bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai bahan untuk menyusun neraca Perangkat Daerah  untuk
disampailkan kepada Pengelola barang.

Pasal 362

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran
dan laporan barang Pengelola tahunan.

(2) Pengelola Barang harus  menghimpun  laporan  barang  Penpggouna
semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 361 ayat (2) scrta laporan barang Pengelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) schagai babhan penyusunan laporan BMD.

(3) Laporan BMD scbagalmana dimaksud pada ayat {2) digunakan sebagai
bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
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BAIV XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASLAN

Bagrian Kesatwe
Pembinaan

I‘ll-'1l..l At

Walikota berwenang melakukan pembinaan peng clolaan BMD dan menctapkan
Kebijakan pengelolaan barang milile dacrah.

(m

)

(3)

(4)

(3)

(1)

(@)

(3)

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 364

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan olch:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna DBarang melakukan pemantauan  dan  penertiban  terhadap

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di dalam
penguasaannya,

Pclaksanaan pemantauan dan pencrtiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Unit Kerja Perangkat Dacrah dilaksanakan oleh Kuasa
Pengguna Barang,

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Penpguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti  hasil
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 365

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang
milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pemantauan dan investigasi schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan
intern pemerintah untulc mclakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD,

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang wuntuk ditindaklanjuti  seswmi cengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAR XV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEEUANGAN BADAN LAYANAN UUMUM

m

(2

(1)
(2)

(3)

(4)

1)

(2)

DAERAN
Pasal 3t

BMD yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupalan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kepiatan
Badan Layanan Umum Dacrah yang bersanpgkutan

Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedoman
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD,
kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya
untuk menycelenggarak an kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Dacrah.

BADB XVI
BMD BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 367

Rumah negara merupakan BMD yang diperuntukkan scbagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembinaan scrta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan.

walikota menectapkan status penggunaan golongan rumah negara.

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi ke dalam 3 (tiga)
golongan, yaitu:

a. rumah negara golongan I;

b. rumah negara golongan II; dan

c. rumah negara golongan 111

Penctapan status pengpgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada pemohonan penetapan status perggunaan yang diajukan
oleh Pengguna Barang.

Pasal 368

Rumah negara golongan 1 sebagaimana dimaksud cal am Pasal 367 ayat (3)
huruf a, adalah rumah negara dipergunakan tagi pemegang jabatan
tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah
tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang
bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

Rumah negara golongan Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat
(3) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak
dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Dacrah dan hanya disediakan
untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah  daerah  yvang
bersangkutan.
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Termasuh dalam ramah negava polongan 11 adalah ramah negeara yang
berada dalvn satw Kawasan dengan Pevangg kat Dacvaty atan Unit Keaga,
rumah susun dan mess/Zasrama pemerintah daerah.

Rumah negara golowgan HE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat

(2) hurut ¢, adalah rumaby nepara yang tidak termasule g olongan 1 dan
golongan 1 yang dapat dijual kepada pengs huninya,

Pas.al 369

BMD berupa rumah negara hanya dapat digunakan s ebagai tempat ting ¢ al
pojabat atau pegawai negeri sipil pemerintaly daerab yang bersang kutan
vang memiliki Surat lzin Penghunian,

Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan BMD berupa rumah
negara Golongan 1 dan rumah negara golongan I dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan 1l
wajib menyerahkan BMD berupa rumah negara yang tidak digunakan
kepada Walikota.

Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah
negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang.

Surat ljin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah
negara golongan I dan golongzan 11 ditandatangani Pen;zguna Barang.

Pasal 370

Suami «an istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil
pemerintah daerah yang bevrsangkutan, hanya dapat menghuni satu rumah
negara.

Pengecualian terhadap ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan
bertempat tinggal di dacrah yang berlainan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 371

BMD berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan

meliputi alih status:

a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan 1 dan rumah
negara polongan I

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah ncgara
golongan IlI, untuk rumah necgara golongan Il yang akan dialibkan
statusnya menjadi rumah negara golongan [1l; atau

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan Il kepada Pengguna
Barang, untuk rumah negara golongan 111 yang telah dikembalikan
status golongannya menjadi rumah negara golongan 11,
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Pengalihan  status penytgamaan sebag almana dimaksud pada ayat (1)

ditakukan setelah ten lebiby dabulu mendapatkan pers etujuan darl Walikota,

Al status penggunaan sebag aimana dimaks ud pada ayat (2) huruf b,

hanva dapat dilakukan apabila BMD berupa ramah ne gara telah berusia

paling: singkat 10 (sepuluh) tahun scjok dimiliki oleh pemerintab daerah
atau scjak ditetapkan perubahan hungsinya s ebagai rumah negara.

Usulan alih status pengg unaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut

b, harus disertai sekuang-kurangnya dengan:

A persetujuan tertulis dari Walikota mengenai pengaliban status
golongan rumah negara dari rumah negara golongan [l menjadi rumah
negara golongan 111;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang
rumah negara golongan IIl;

c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan I1;

d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan

e. gambar ledger/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.

Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan

keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dslam rangka pengajuan

usulan pengalihan status penggunaan.

Proses pengajuan dan pemberian persctujuan alih status penggunaan

mengikuti ketentuan mengenai alih status perggunaan sebagaimmana

dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal SO.

Pasal 372

Dalam hal diperlukan Walikota dapat melakukan alih fungsi BMD berupa
rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, menjadi bangunan
kantor.

Alih fungsi BMD berupa rumah negara golongan I dan rumah negara
golongan Il sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Nejzara

Pasal 373

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat
dilakukan terbhadap BMD berupa rumah negara golongan 1ll,
Penjualan BMD berupa rumah negara s ehagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan kepada penghuni yang sah.

Penjualan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan melanisime tidak secara lelang,

Penjualan BMD berupa rumah negara s ehapaimana ditnaksud pada ayat
(1} hanya dapat dilakukan terhadap rumah nepare yang tidak dalam
keadaan sengketa.

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

. RN

i

(1

()

(3

4

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 474

Penjualan mamvah nepaa pelong an 11 dilakalaan oleh Pengelola Barang
setelab tedebih dahulu mendapatloan persetujuian dari Walilkaota,
Penjuadan BMD berupa ramah negaea potongan T sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan dalam bentuke pengaliban hak romah neparas
polongan UL

Dalamy hal usulan penjualan BMD berupa rumah negara g olongan 111
disetujui, maka Walikota menerbitkan surat pers ctujuan penjualan 13MD
berupa rumah negara g olongan 111,

Dalam hal usulan penjualan BMD berupa rumah negara golongan 111 tidak
disetujui, maka Walikota menerbitkan surat penolakan usulan penjualan
BMD berupa rumah negara golongan 1 disertai alasannya.

Pasal 375

Pengajuan  usul penjualan BMD  berupa rumab negara golongan il

dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan [l kepada

Walikota, yang sekurang-kurangnya disertai dengan daza dan dokumen:

a. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan 11l
vang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual
tidak dalam keadaan sengketa;

b. keputusan penetapan status rumah negara golcngan I11;

c. persctujuan pengalihan dan penctapan status penggunaan BMD;

d. Surat ljin Penghunian rumah negara golongan 111

e. gambar/led ger, lokasi, tahun perolehan, luas tanal;, dan bangunan
rumah negara golongan IlI; dan

f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan 111
dari Pengguna Barang rumah negara golongan 1L

Pengguna Barang rumah negara golongan !l bertangazung jawab penuh

atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 376

Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara
golongan Il yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak
dalam keadaan sengketa.

Umur rumah negara scbagaimana dimaksud pada pada ayat (1),
diperhitungkan berdasarkan penctapan status atau pengalihan status oleh
Walikota.

Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni
melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengpuna Barang.

Penghuni rumah negara golongan 11 dapat mengajukan  permohonan
pengalihan apabila yang bersang kutan telah mempunyai masa kerja 10
(sepulub} tabun atau lebih sebag ai pepgawai negeri sipi! pemerintah daerah
yang bersanglutan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

L

(6]

n

Dabam hal suamt danisted masing -mendng mendapat Sueat Lzin Peng homan
untuk meng i mal nepara polongan UL malcr pengaliban halk
sebagzamuana dimaksod pada avat (1) hanya dapat dibervikan kepada <alah
satu dant suami dan istei yany bers angkutan dan belum permah membeli
atatr memperoleh  fasilitas rumah dan/atau tanah  darl pemerintah
berdasarkan ketentuan perundang-undaygan,

Pegawal negeri sipil pemerintalhy dacvaly yang tehab memperoleh pumah
dan/atau tanah dari pemerintah,  tidak  dapat - lagi mengagokan
permohonan peng alihan hak atas ramah neggara golongan 111,

Pengalihan hak rumah negara g olongan 1 kepada penghuninya ditetaplkan
oleh Walikaota.

Pasal 377

Penghuni rumah negara golongan Il yang dapat mengajukan permohonan
pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi persyaratan:
a.  Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:
. mempunyai masa kerja paling rendah 10 (sepuluh) tahun;
memiliki Surat 1zin Penghunian yang sah; dan
belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku,
b. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkut an;
1. menerima pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; Jdan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fisilit s rumah dan/atau
tanah  dari  pemerintah, berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
c. Janda/duda pegawai negeri sipil pemecrintah daerabh  yang
bersangkutan:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
a) almarhum suaminya / isterinya paling reidah mempunyai
masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
b) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan
jangka waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda
berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepiluh) tahun;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau
tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterirya dinyatakan scbagai
pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
1. masih berhale menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat lzin Penghunian yang sah; dan
3. belum pernah membeli atauw memperoleh tasilitis rumah dan/atau
tanah dari  pemerintah berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan.

Lot
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¢. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan
3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Apabila penghuni rumah negara golongan I11 scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak
atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni
yvang bersangkutan.
Apabila pegawal negeri sipil pemerintah dacrah yang
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara
kembali ke pemerintah daerah.
Atas permohonan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang
mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan Il kepada Walikota.
Walikota melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan
pertimbangan persetujuan Walikota atas permohonan yang diajukan
penghuni rumah negara golongan I1l sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 378

Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan
penilaian atas rumah negara golongan Il yang akan dialihkan dan hasil
penilaian dilaporkan kepada Walikota.

Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 377 ayat (5), Walikota dapat membentuk Tim.

Hasil penclitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan
disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan persetujuan
penjualan rumah negara golongan Il

Walikota menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara
golongan IIl berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3).

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat
keputusan.

Pelaksanaan penjualan BMD berupa rumah negara golongan 1Il dalam bentuk
pengalihan hak harus dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan
salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan harga
rumah negara golongan Ill setelah penerbitan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal Walikota tidak menyetujui atas pengajuan permohonan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (1) Walikota
memberitahukan kepada Pengguna Barang rumah negara golongan llI
discrtai alasannya untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara
golongan III.
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Pasal 179

Bendasarhan persetujuan sehagammana dimaksad dalam Pasal 378 ayat (5)
Walikota menctapkan hanza ramah beserta tanahnya berdasarkan hasal
ponilalan

Harpza mumiah negian g wlong: an [ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar 50 9 (lva pulub persen) dari nilai wajar,

Pasal 380

Pengalihan rumah negara golongan 1 dilakukan dengan cara sewsa beli
Walikota menandatangani surat perjanjian sewa b:li rumah negara
golongan 1L

Pembavaran harga rumah negara golongan I daj.at dlaksanakan sccara
angsuran dan disctor ke Kas Umum Daerah.

Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan
secara tunai.

Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh
persen) dari harga rumah negara Golongan Il dan cibayar penuh pada saat
perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanyz diangsur dalam jangka
waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 381

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan [l
beserta tanahnya, memperoleh:

a. penyerahan hak milik rumah; dan

b. pelepasan hak atas tanah.

Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak
atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), -wvajib mengajukan
permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan nak milik rumah serta
penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota. !

Walikota menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan
pelepasan hak atas tanah kepada penghuni vang telah membayar lunas
harga rumah beserta harpga  tanahnya  sesuai perjanjian sewa  beli
sehagaimana dimaksud dalaom Pasal 380 ayat (2).

Penghuni yang telah memperoleh surat keputusen ponyerahan hak mihk
rumah dan pelepasan hak atas tanah scbag aimana dimaksud pada ayat ()
wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertitikat hak atas
tanah kepada Kantor Pertanahan  sctemipat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang an.

Surat keputusan penyceraban hak milik rumah dan pelepasan hak atastanah
untuk ditindaklanjutl deng an penpghapusan dari Dattar GMD.
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Baglan Ke empat
Tata Cara Peng hapusan Rumah Negrara

Pas ol 302

Penghapusan . BMD - berupa  rumah negara  dilakukan  berdasarkan

keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:

G Pengelola Barang  untuk  penghapusan  dari Daftar  Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan

b. Walikota untuk penghapusan dari Daftar BMD Pengelola Barang.

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. penghapusan BMD berupa rumah negara golongan I dan rumah negara
golongan Il dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada
Walikota atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang lainnya;

b. penghapusan BMD berupa rumah negara golongan III dari daftar
harang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Walikota atau Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara golongan III; atau

c. penghapusan BMD berupa rumah negara dari Daftar BMD.

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari;

a. penyerahan kepada Walikota;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;

c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; ztau

d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirzkan wajar menjadi
penyebab penghapusan, antara lain terkena ber.cana alam atau terkena
dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

a. penyerahan kepada Walikota;

b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna
Barang lain;

c. penjualan rumah negara golongan 11;

d. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena
dampak dari terjadinya force majeure.

Penghapusan dari Daftar BMD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

¢ dilakukan scbagai tindak lanjut dari:

a. penjualan rumah negara golongan Ill; atau

b. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau
terkena dampak dari terjadinya force majeure.

Pasal 383

Penghapusan BMD berupa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
382 dilakukan setelah keputus an peng hapusan diterbitkan oleh:

a.

L

Pengelola Barang untuk BMD berupa rumah negara golhngan I dan rumah
negara  golongan I, untuk  penghapus an  dari  dattar - barang
Pengguna/Kuasa Pengp una;
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Pengelola Barang rumah nepava polongan 1, untuk penghapusan dari
Daftar Bavang Peng guna/Kuasia Pengpuna rumah negara  golongan (11

atau
Walikota, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.

Pasal 384

Pengelola  Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan

kepada Walikota dengan mclampirkan keputusan penghapusan dari daftar

barang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal

383 huruf a dan huruf b.

Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan

karena penjualan rumah negara golongan lI kepada Walikota dengan

melampirkan:

a. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa
Pengguna rumah negara golongan III;

b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah
rumah negara golongan I1I; dan

c. perjanjian sewa beli.

Pasal 385

Nilai BMD berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum
dalam;

a.

Cp.

(1)
(2)
()

(1)
(2)

X

L

v

Daftar Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa
Pengguna; atau
Daftar BMD.

Bagian Kelima
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara
Pasal 386

Penatausahaan BMD berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang
melakukan penatausahaan BMD berupa rumah negara.
Penatausahaan  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelengkap dari penatausahaan BMD meliputi:
a. alih status penggunaan;
b. alih status golongan;
c. alil fungsi;
d. penjualan rumah negara golongan I1I; dan
e. penghapusan,

Pasal 387

Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMD berupa rumah negara
dilakukan paling rendah sckali dalam 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan Inventarisasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik BMD berupa rumah
negara paling rendah meliputi:

a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;

b. status penggunaan;

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

c. status penghunian;

J- . nilai dan luas tanah dan bangunan;
\

N

¢, alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
f. kondisi bangunan

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
kepada Walikota,

Pasal 388

(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMD berupa rumah negara
dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.

(2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas BMD
berupa rumah negara scbhagal bagian darl pelaporan BMD.

(3) Pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap
kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMD berupa rumah negara.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara
Pasal 389
Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa
rumah negara yang berada dalam penguasaannya.

BAB XVII
3 GANTI RUGI DAN SANKSI .

Pasal 390

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran
hukum atas pengelolaan BMD disclesaikan melalui tuntutan ganti rugi
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 391

Ketentuan mengenai:

a. Struktur pejabat pengelola barang milik dacraly;

b. Format perencanaan kebutuhan barang milik dacrah;

el .Format penggunaan barang milik dacraly;

d. Format laporan hasil penelitian pemeliharaan barang milik dacrah;
e. Format penghapusan barang milik daerah;dan

f,  Format surat persetujuan;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

v,

I

]
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BAR XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 392

(1 Pepabar Peng elola BMD sebagaimana dimaksuad dalam Peraturan Dacrab
mi dlitetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Dacrah ini diundang kan,

(<) Pemrpolong.an dan kodetikasi BMD yang telah ada masih tetap berlaku
sepanjang tidak  bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
tentang penggolongan dan koditikasi,

(31 Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD yang telab ada masih tetap
berlaku  sepanjang tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-
undangan tentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

BADB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 393

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Peraturan Dacrah Kota Kupang
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Dacrah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 189) sebagiamana tclah diubah dengan Peraturan Dacrah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran
Dacrah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 230), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 394

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Dacrah Kota Kupang
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
KotaKupang Nomor 189) sebagiamana telah diubah denpan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Lembaran
Dacrah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 230), dinyatakan masih tetap berloku  sepanjang  tidak
bertentangan dengan Peraturan Dacerah ini.
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Pasal 195
Prvatuoen Daeral ind md, o ek pada tapggal dinndangboan

Voar cetap snng myegtabainye, memerintahkan pengundangan Peratoran
Doveahoand dengan penempatannya dalam Lembaran Daecah Kota Kopang,

Ditetapkan di Kupang
pada tangrgeal 26, Juni 2023

f&’l’j. WAL MOT AR PA NG,

{EORGE M. HAD|OH

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2023
SEKRET ASMS-UAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY : ¥ FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 02

NOMOR REGISTLR PERATURAN DAERAI KOTA KUPANG., PROVINSI NUSA TENGGAR A
TIMUK KOMOR  02/2023
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